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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tahunan
Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2016.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2016 merupakan gambaran hasil
yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh
satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Bengkulu selama kurun waktu satu tahun. luga memenuhi surat dari Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November
2016

Dalam pempenyusunan laporan ini sudah barang tentu masih banyak kekurangan-
kekurangan yang memerlukan saran dan masukan guna perbaikan di masa datang, untuk itu
sangatlah berguna bagi kami sumbangan pemikiran yang bersifat membangun dan bernilai
posistif demi kemajuan Pengadilan Tinggi Bengkulu khususnya, dan warga Peradilan Umum
seluruh Indonesia pada umumnnya serta semua lingkungan peradilan yang ada di bawah
binaan Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya kami menguc‘;bkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam menyusun laporan ini. semoga Allah SWT
memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Bengkulu, 10 Januari 2017
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BAB1
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

embaga Peradilan adalah bagian dari aparat penegak hukum yang bertugas melaksanakan

penegakan hukum di negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Sebagai lembaga penegak hukum, peradilan haruslah mampu memberikan rasa
aman dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan untuk itu aparat peradilan
haruslah mampu bekerja secara profesional. Masyarakat sekarang ini mulai menganggap bahwa
penegakan hukum adalah salah satu kunci dalam melakukan upaya pembenahan kembali berbagai
permasalahan yang melanda Indonesia. Namun sampai saat ini proses penegakan hukum masih
merupakan bagian dari permasalahan itu sendiri. Hal ini tidak lapas dari adanya kelemahan lembaga-
lembaga penegak hukum, termasuk peradilan. Sebagai respon terhadap harapan masyarakat
tersebut, adalah kewajiban bagi lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Pengadilan untuk
senantiasa memperbaiki diri dengan mengadakan perubahan-perubahan vyaitu pembenahan
administrasi dan kualitas atau kemampuan jajaran peradilan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung membawahi 8 (delapan) Satuan
Kerja yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu yang mencakup wilayah Kota Bengkulu, Pengadilan Negeri
Curup mencakup wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Pengadilan Negeri Manna dengan wilayah
hukum Kabupaten Bengkulu selatan, Pengadilan Negeri Argamakmur mencakup wilayah Kabupaten
Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko, Pengadilan Negeri Bintuhan mencakup wilayah
Kabupaten Kaur, Pengadilan Tais dengan wilayah hukum Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri
Kepahiang dengan wilayah hukum Kabupaten Kepahiang dan yang terakhir Pengadilan Negeri Tubei
yang mencakup wilayah kabupaten Lebong.

B. VISI DAN MISI
Visi

isi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra

yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Pengadilan Tinggi Bengkulu yang merupakan

peradilan di bawah Mahkamah Agung, visi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaras dengan visi
Mahkamah Agung yaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YANG AGUNG"



Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Bengkulu
sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan;
C. RENSTRA

encana Stategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi:

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan
strategis, Pengadilan Tinggi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan
strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah
ditentukan. Pengadilan Tinggi Bengkulumempunyai program utama tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu
lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok
pengadilan umum.



2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada
masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harusdidukung oleh manajemen dan
pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok
pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana
tugas teknis lainnya.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat
memenubhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam dalam
mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Bengkulu

Kegiatan Pokok

Program tersebut diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok selama Tahun
2015-2019 yaitu :

L N R WNR

[
o

Penyelesaian perkara perdata dan pidana

Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana

Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap yang tepat waktu
Register dan pendistribuan berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

Pelaksanaan diklat teknis yudisial

Pelaksanaan diklat teknis non yudisial

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

Tindak lanjut temuan yang masuk

Publikasi proses penyelesaian perkara

Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim

Sasaran Strategis

o vk w

Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai

Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan
organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru,
penguatan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia;

Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;

Menyelesaikan tunggakan perkara;

Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja yang mendukung kegiatan peningkatan
kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.



Arah Kebijakan

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusiayang
didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional
melalui:

1. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa.
Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan memiliki tertib administrasi dengan
meningkatkan kualitas laporan perkara dan keuangan.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan
publik berkualitas.

5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Dari sisi pembangunan aparatur negara, tata kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi
yang mana aturan main dalam birokrasi tertata dan dilaksanakan dengan baik, tidak terjadi
penyimpangan dari prosedur yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, melayani
masyarakat dan demokatis. Berpijak atas hal diatas, maka prioritas bidang hukum dan aparatur yakni
tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh melalui arah kebijakan, sebagal berikut:

Peningkatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum.

Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan terhadap HAM.
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Instansi pemerintah.
Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

No vk wnNR



MATRIX RENSTRA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
STRATEGIS 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Peningkatan a. Prosentase perkara yang 90% 90% 90% 90% 90%
penyelesaian diselesaikan
perkara sesuai SOP | b. Prosentase sisa perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
diselesaikan
2 | Peningkatan tertib a. Prosentase berkas yang diajukan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
administrasi banding yang disampaikan secara
perkara yang lengkap
efektif dan efisien b. Prosentase berkas yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis
3 | Peningkatan a. Prosentase pegawai yang lulus 90% | 90% 90% 90% | 90%
Kualitas SDM yang | diklat teknis yudisial
profesional b. Prosentase pegawai yang lulus 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 %
diklat non yudisial
4 | Peningkatan a. Prosentase pengaduan yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penanganan ditindaklanjuti
pelaporan b. Prosentase temuan yg 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pengaduan ditindaklanjuti
5 | Peningkatan Disiplin |a. Prosentase kehadiran pegawai 95% 95% 95% 95% 95%
Kerja Pegawai dan
Hakim b. Prosentase ketidak hadiran 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pegawai yang ditindak lanjuti
6 | Peningkatan Prosentase proses penyelesaian 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
aksesibilitas perkara yang dapat dipublikasikan
masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
7 | Peningkatan Sarana | Prosentase penyediaan Sarana 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dan Prasarana dan Prasarana yang mendukung
yang mendukung penyelenggaraan Peradilan
Penyelenggaraan
Peradilan




BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KPT
WKPT

HAKIM

SEKRETARIS PANITERA
PANITERA MUDA
BAGIAN BAGIAN UMUM DAN PIDANA
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KEPEGAWAIAN PANITERA MUDA

| PERDATA
PANITERA MUDA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN KHUSUS

RENCANA KEPEGAWAIAN USAHA DAN KEUANGAN DAN

PROGRAM DAN DAN TEKNOLOGI RUMAH TANGGA PELAPORAN PANITERA MUDA

"""""" - HUKUM

Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional Arsiparis
Fungsional Pustakawan
Fungsional Pranata Komputer

PR

Fungsional Bendahara

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Panitera Pengganti
2. Pranata Peradilan




A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP ws-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan | 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Buku Il Pedoman tugas administra

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana

Peralatan komputer, Jaringan Internet dan
buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
3 3
= o |5
N o S |9 |
() s 59
o Aktivitas 2 = 8 2|3 ) Persyaratan/ Waktu output
= I o ® | @@ | Perlengkapan
S| 78|78
c =
3 3
Menerima Berkas 5 menit Dicatatnya
1 | berkas dari Perkara dalam buku
kepaniteraan Putusan kendali
pidana
Buku Register | 10 menit Disusunnya
2 | Meregister rekapitulasi
3 | Meneliti berkas ya |/ - 30 menit Draf hasil
perkara tidak analisis&
rencana
tindak yang
telah
disetujui
4 | Mengapload y Komputer & | 30 menit Pengaploa
putusan ke jaringan dtan
Diktori putusan Website
5 | Menyimpan / Box & Lemari | 10 menit Tersimpann
mengarsipkan ya berkas
berkas putusan putusan
perkara perkara




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP Ws8-U/ /HK/2014

Tanggal Pembuatan | 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Buku Il Pedoman tugas administra

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana

Peralatan komputer, Jaringan Internet dan
buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
3 2
= v | 5
’c\)l Aktivitas ) = 5 5 S & | Persyaratan / Waktu outout
=4 T ® ® | S & | Perlengkapan P
S | |® |78
fa 2
3 g
Menerima Berkas 5 menit | Dicatatnya
1 | berkas dari .< Perkara dalam buku
kepaniteraan Putusan kendali
Perdata
Buku Register | 10 menit | Disusunnya
2 | Meregister rekapitulasi
3 | Meneliti ya/tdk - 30 menit | Draf hasil
berkas l analisis &
perkara rencana
<> tindak yang
telah
disetujui
4 | Mengapload Komputer & | 30 menit | Pengaploadt
putusan ke A jaringan an
Diktori ¢| Website
putusan
Box & Lemari | 10 menit | Tersimpanny
5 | Menyimpan / a berkas
mengarsipkan putusan
berkas perkara
putusan
perkara




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP ws-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan | 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Buku Il Pedoman tugas administrasi

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peralatan komputer, Jaringan Internet dan

buku register

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana Mutu Baku
3 A
= o [,5
o S | |d
Aktivitas ] s o 5 |5 & | Persyaratan /
2 T % |3 |82 | Perlengkapan Waktu Output
S |7 578
c =
3 B
Menerima Berkas 5 menit | Dicatatnya dalam
berkas dari y Perkara buku kendali
kepaniteraan Putusan
Tipikor
Buku Register | 10 menit | Disusunnya
Meregister rekapitulasi
Meneliti y%/tik 30 menit | Draf hasil analisis
berkas & rencana tindak
perkara yang telah
disetujui
Mengapload Y Komputer & | 30 menit | Pengaploadtan
puliusan ke jarir;)gan
Diktori Website
putusan MARI
Box & Lemari | 10 menit | Tersimpannya

Menyimpan /
mengarsipkan
berkas
putusan
perkara

berkas
perkara

putusan




PENGADILAN TINGGI

BENGKULU

JI. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP W8-U/  /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN PERKARA PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VI1/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku Il

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana & umum

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
=
S 2
N 5 < - S | Persyaratan
Aktivitas ® £ S |3 ™
0o 2 ey 3 E- / Waktu Output
= T o o m @ | Perlengkapa
= S o = o
g = n
3 z
Menerima Laporan 5 menit | Dicatatnya
1 | Laporan _ Bulana dari dalam buku
Bulangn dari Kepaniteraa kendali
kepaniteraan id
Pidana n Pidana
N y Buku 10 Disusunnya
2 | Meneliti & Register menit rekapitulasi
menganalisa
3 | Membuat v Komputer 60 Draf hasil
Laporan | I menit analisis &
Bulanan rencana
tindak
4 Menyampaika_ vaytok - 60 Draf  hasil
E Hasil menit analisis &
aporan
Bulanan & rgndcal?a
Merekomenda g I tindak yang
sikan telah
disetujui
5 Mengirimkan / Umum, 10 Tersimpann
mengarsipkan . Aukner& menit ya Laporan
Laporan Lemari Bulanan
Bulanan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP

W8-U/  /HK/2014

Tanggal Pembuatan | 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VI1/1997

Pedoman tugas dan administrasi Buku Il

S-1 Sarjana Hukum

2. Dl Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Perdata

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
X
3 T o
’(\)I Aktivitas (9] = géa 3 5' & | Persyaratan/ | Wakt Output
o T I 3 | 82 | Perlengkapan u utpu
c > S )
z =
3 3
Menerima Laporan 5 Dicatatnya
1 | Laporan «— Bulanan dari | menit | dalam  buku
Bulanan dari Kepaniteraan kendali
kepaniteraan Perdata
Perdata
: Buku Register | 10 Disusunnya
2 | Meneliti & p menit | rekapitulasi
menganalisa
3 | Membuat Komputer 60 Draf hasil
Laporan menit | analisis &
Bulanan rencana tindak
4 | Menyampaikan ya/tdk 60 Draf hasil
Hasil Laporan l menit | analisis &
Bulanan & rencana tindak
Merekomendasi yang telah
kan <}’<>’<>>"O disetujui
5 | Mengirimkan / Umum, 10 Tersimpannya
mengarsipkan Aukner& menit | Laporan
Laporan .4 Lemari Bulanan
Bulanan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /HK/2014

Tanggal Pembuatan | 25 April 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN PERKARA TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997

Pedoman tugas dan administrasi Buku Il

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Tipikor & umum

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
X
N . 3 s | a®
o Aktivitas 9@) s _§ % E § Persyaratan / |\, output
=4 T oy ) @ o | Perlengkapan
5 > s |78
= =
3 s
Laporan 5 Dicatatnya
1 | Menerima Bulanan dari | menit | dalam buku
Laporan D Kepaniteraan kendali
Bulanan dari Tipikor
kepaniteraan
Tipikor
Disusunnya
2 | Meneliti & Buku Register | 10 rekapitulasi
menganalisa I menit
3 | Membuat Komputer 60 Draf hasil
Laporan menit analisis &
Bulanan rencana
tindak
4 | Menyampaika ya/tgk 60 Draf hasil
n Hasil menit analisis &
Laporan l rencana
Bulanan & tindak yang
Merekomenda O’J’ OO’O telah
sikan disetujui
5 | Mengirimkan / Umum, 10 Tersimpann
mengarsipkan P Aukner & | menit | ya Laporan
Laporan D b Lemari Bulanan
Bulanan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP Ws8-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN PERKARA PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku Il

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
X
3 o o
N Aktivitas ) = § 5 5' ~ | Persyaratan/ | Wakt
0 @ o = a8 Output
2 T o ® e a Perlengkapan u
S || ® |78
= =
3 g
Menerima Laporan 5 Dicatatnya
1 | Laporan P Tahunan dari | menit | dalam buku
Tahunan dari h Kepaniteraan kendali
kepaniteraan Pidana
Pidana
Meneliti &| v Buku Register | 10 Disusunnya
2 | menganalisa I:l menit | rekapitulasi
3 | Membuat Komputer 60 Draf hasil
Laporan menit | analisis &
Tahunan rencana
tindak
4 | Menyampaika ya/tdK - 60 Draf hasil
n Hasil menit | analisis &
Laporan rencana
Tahunan& 4'<> tindak yang
Merekomenda telah
sikan disetujui
5 | Mengirimkan / Umum, 10 Tersimpanny
mengarsipkan .< Aukner & | menit | a  Laporan
Laporan Lemari Tahunan
Tahunan




PENGADILAN TINGGI

BENGKULU

JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku I

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Perdata & Umum

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
x
N . 3 P
o Aktivitas % = _§ % é' (D'E Persyaratan / Waktu Output
= T o ) @ o | Perlengkapan
S | ° 12 |78
c =
3 g
Menerima Laporan 5 Dicatatnya
1 | Laporan y Tahunan dari | menit | dalam buku
Tahunan dari b Kepaniteraan kendali
kepaniteraan Perdata
Perdata
v Buku Register | 10 Disusunnya
2 | Meneliti & I_—_l menit rekapitulasi
menganalisa
Komputer 60 Draf hasil
3 | Membuat menit | analisis &
Laporan rencana
Tahunan tindak
yaltdk 60 Draf hasil
4 | Menyampaika menit | analisis &
n Hasil rencana
Laporan ’<>“’<>“’O tindak yang
Tahunan& telah
Merekomenda disetujui
sikan
5 | Mengirimkan / Umum, 10 Tersimpann
mengarsipkan Aukner & | menit | ya Laporan
Laporan . Lemari Tahunan
Tahunan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP WS8-U/ /HK/2014

Tanggal Pembuatan 25 April 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN PERKARA TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku I

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Tipikor

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
5 2
N 5 s s | = 5
o Aktivitas 5 3 2 3 |5 § Persyaratan / Waktu Output
- T 2 g @, @ Perlengkapan
3 2
3 Z
1 | Menerima Laporan 5 Dicatatnya
Laporan . - Tahunan dari | menit | dalam buku
Tahunan dari Kepaniteraan kendali
kepaniteraan ‘ Tipikor
Tipikor
2 | Meneliti & ﬂ Buku Register | 10 Disusunnya
menganalisa menit | rekapitulasi
3 | Membuat Komputer 60 Draf hasil
Laporan menit | analisis &
Tahunan rencana tindak
4 | Menyampaika yastd 60 Draf hasil
n Hasil f menit | analisis &
Laporan A GLIAN rencana tindak
Tahunan& O O O_O yang telah
Merekomend disetujui
asikan
5 Mengirimkan/ Umum, 10 Tersimpannya
mengarsipkan D Aukner & | menit | Laporan
Laporan Lemari Tahunan

Tahunan




Nomor SOP W8-U/ /HK/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan | 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN LAPORAN BULANAN DARI PN SE WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TTINGGI BENGKULU

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku I

1. S-1Sarjana Hukum

2. DIl Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

PN se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
A
i)
o o
3 5
T
N ivi = s ] -
Aktivit ) IS 59
0 as by o 3 2 1389 Persyaratan /| 4, Output
= I ® ® |a a | Perlengkapan
c 5 = =
~ @ 2
< =
3 2
1 Menerima  Laporan Laporan 5 menit | Dicatatnya
bulanan dari PN se- ._ bulanan dari PN dalam buku
wilayah Hukum PT se-wilayah kendali
Bkl Hukum PT BKI
2 Meneliti, Mengoreksi Buku Register 1 hari Disusunnya
& menganalisa I rekapitulasi
3 Menyampaikan Hasil ya/tdk 60 Surat
Laporan bulanan dari menit teguran
PN se-wilayah
Hukum PT Bkl
&Merekomendasikan A P AP
apabila ada perkara
yg melebihi batas
waktu
5 Mengirimkan / Umum, Aukner | 10 Tersimpanny
mengarsipkan  surat & Lemari menit a surat
teguran D teguran




Nomor SOP Ws8-U/ /HK/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN LAPORAN TAHUNAN DARI PN SE WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. S-1Sarjana Hukum

2. Dl Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
3 2
3 v | 5
- =
’: Aktivitas %) s _§ 5 S & | Persyaratan/ | o0 Output
o, T o o 22 Perlengkapan
I 8 @ 2.8
g ® 5
3 g
1 Menerima Laporan Laporan 5 menit | Dicatatnya
Tahunan dari PN [ Tahunan dari dalam buku
se-wilayah Hukum PN se-wilayah kendali
PT Bkl Hukum PT BKI
Meneliti, Buku Register | 1 hari Disusunnya
Mengoreksi & rekapitulasi
menganalisa
yaltdk
Menyampaikan 60 Draf hasil
Hasil Laporan e A —p 1 menit analisis &
Tahunan dari PN rencana
se-wilayah Hukum tindak yang
PT BKI & telah
Merekomendasikan disetujui
Mengirimkan / Umum, 10 Tersimpanny
mengarsipkan . < Aukner & | menit a surat
Lemari teguran




Nomor SOP W8-U/  /HK/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENGADUAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

SURAT KEPUTUSAN MARI
Nomor : 076/KMA/SK/2009

1. S-1Sarjana Hukum
2. DIl Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Surat pengaduan, Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana Mutu Baku
° =
>
s -z |3 o
3 oy | @ = c
L 3 s i x |99 - © | Persyaratan
Aktivitas 4 s S s |83 |22 | 523 / Wakt Outout
ES T | B ® 5 = |5 TR Perlengkap axtu utpu
£/ |9 |¢gk 2| 3 an
c % o, =) %
3 8 3
Menerima Surat 10 Dicatatnya
surat . pengadua | meni dalam_ buku
kendali
pengaduan n t
Meneliti,
mencatat Buku 60 Pencatatan
nomor, Ijj Register | meni diregister
tanggal, t
identitas
pelapor &
terlapor
Pengelomp ya/ Surat 1hr |Telah
okan tdkv pengadu glketahm yg
menentuka an erwenang
menangani
n O O pengaduan
kewenanga
n untuk
menangani
pengaduan




Penelaaha lyk/t 7 Telah

n, hari | diketahui

melakukan &O (terg hgaleriksaaﬂr

pemeriksaa antu Eengaduan

n , hasil ng dr

pemeriksaa jenis

an, tindak peng

lanjut hasil adua

pemeriksaa n)

n &

penjatuhan

hukuman.

Pengetikan 1 Hasil

Hasil < hari | pemeriksaan
; < selesai d

ﬁen1enksaa Katik

Pengoreksi ya/tdk 3 _ _

anHasil RO hari Hasil koreksi

SRS L

pemeriksaa ditandatanga

n dan ni

penandata

nganan

Hasil 1 Hasil

Pemeriksaa < hari | Pemeriksaan

n yg sudah selesai

final

Mengirimk Umum, 10 Tersimpanny

an hasil Aukner & | meni | @ surat

pemeriksaa Lemari t teguran

n/mengarsi

pkan




PENGADILAN TINGGI

BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan | 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA KASASI
PIDANA, PERDATA & TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

Buku Il Pedoman tugas administra

3. S-1 Sarjana Hukum

4. D Il Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana, Perdata & Tipikor

Buku register

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana Mutu Baku
3 2
= o |5
Aktivitas 2 = 8 2|3 ) Persyaratan/ Waktu Output
= I o ® | @@ | Perlengkapan
B B
< =
3 g
Menerima Berkas 5 menit Dicatatnya
berkas Kasasi Perkara dalam buku
dari Kasasi kendali
kepaniteraan
pidana, Perdata
& Tipikor
Buku Register | 10 menit Disusunnya
Meregister | I rekapitulasi
Meneliti berkas ya |/ - 30 menit Draf hasil
perkara tidak analisis &
rencana
tindak yang
telah
J disetujui
—
Menyimpan / Box & Lemari | 10 menit Tersimpann
mengarsipkan ya Dberkas
berkas putusan putusan
perkara perkara




Nomor SOP ws8-U/  /PDT/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman
3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penelitian Berkas

-. Buku Register

-. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
=
S o Z
> c )
No Aktivitas 2 s |8 [29] 2 /
) S S S 5§ b Persyaratan
o, T 0 2 |83 T | Perlengkapan Waktu Output
] > o o g
S |3
s g
. Berkas
Menerima berkas Perkara yang Dicatat dalam
1 perkara yang masuk DA .
. . terdiri dari 5 menit | buku agenda
dari  Sub. Bagian
Umum Bundel A, B surat masuk
dan CD
Mencatat berkas yang
diterima ke dalam Berkas Dicatat dalam
2 Buku Agenda Surat Perkara 5 menit | buku agenda
Masuk Sub Bagian surat masuk
Perdata
Berkas .
Menyerahkan berkas P Berkas di
. erkara yang .
perkara ke Panitera AR .| terima oleh
3 terdiri dari 5 menit
Muda Perdata untuk Panmud
; Lo Bundel A dan
Kemudian di Teliti Perdata
B serta CD
liti kelengk 4 li
Meneliti kelengkapan Formulir
4 berkas perkara yang O Penelitian 30 . Berkas .
o ) menit lengkap / tidak
diterima Tidak Berkas




Memberi Nomor

No perkara

Perkara dan Mencatat Berkas 60 menit masuk

ke Dalam Buku Induk Perkara dalam

Register Perkara register
Biaya

Mencatat biaya perkara perkara

ke dalam Buku Induk Berkas 60 menit tercatat

Keuangan Perkara Perkara dalam buku

Perdata induk
keuangan

¢ Biaya

Mencatat biaya perkara perkara

ke dalam Buku Jurnal . Berkas 60 menit tercatat

Keuangan Perkara Perkara dalam buku

Perdata jurnal

keuangan




Nomor SOP ws8-U/  /PDT/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU NO. 48 Tahun 2009

kehakiman

3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

tentang kekuasaan

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penujukan Panitera Pengganti

-. Buku Register

-. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
- v |3 _|&5
o 2 Q.
No Aktivitas (] g g pég %_ §'§ g 3 2 | Persyaratan/ Waktu Outout
2 |g3| B & [g25| | Perlengkapan P
o = N iy
]
Berkas yang telah .
diberi nomor perkara . Formu!lr

. Formulir Penunjukan

1 & dicatat dalam . . o
. . Penunjukan 5 menit Majelis
register, dibuatkan S . -

) - Majelis Hakim Hakim
FormulirPenunjukan terlampir
Majelis Hakim P
Menyerahkan .

. . Formulir
Formulir  Penunjukan i iuk
Majelis Hakim kepada Formulir . Penunjukan

2 Penunjukan 5 menit Majelis
Panmud perdata » S . -
. ) Majelis Hakim Hakim
untuk diketahui dan .
. terlampir
diparaf
Menyerahkan .

. . Formulir

Formulir  Penunjukan . .
. . Formulir Penunjukan
Panitera  Pengganti . . S
3 . Penunjukan 5 menit Majelis
kepada Wakil o . -
- Majelis Hakim Hakim
Panitera untuk terlampir
diketahui dan diparaf P
Menyerahkan Formulir
Formulir  Penunjukan Formulir 5 menit Penunjukan
4 Majelis Hakim kepada rl_‘l I Penunjukan Majelis
Panitera untuk Majelis Hakim Hakim
diketahui dan diparaf terlampir
Menyerahkan
Formulir  Penunjukan Maielis
Majelis Hakim kepada Formulir €
; . . Hakim telah
5 Ketua Pengadilan Penunjukan 30 menit di tuniuk oleh
Tinggi untuk >I I Majelis Hakim ketuaJ
kemudian di tunjuk
Majelis Hakim
Berkas yang telah Penunjukan
ditunjuk Majelis Formulir Majelis
6 Hakimnya diserahkan . Penunjukan 10 menit Hakim sudah
kembali ke Majelis Hakim dimasukkan
Kepaniteraan Perdata ke dalam




berkas




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP ws8-U/  /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi 1. S1-Hukum
dan Tata Kerja Mahkamah Agung 2. S1-Hukum
2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman
3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Pengiriman Berkas -. Buku Register
-. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
o R ©
o
N Aktivitas 0w | &5 s EERIER Persyaratan /
o o 23 © = @2 e Waktu Output
£ o = o 2o @Z2§5| 3= Perlengkapan
(oY = o iy n
>
B_erk:_as yang tgla_h Formulir Formulir
1 ditunjuk Majelis . .
) . Penunjukan . Penunjuka
Hakimnya,dibuatkan . 5 menit
. - Panitera n PP
Formulir ~ Penunjukan . Pengaanti terlampir
Panitera Pengganti 99 P
Menyerahkan Formulir . .
. . Formulir Formulir
2 Penunjukan  Panitera . .
: Penunjukan . Penunjuka
Pengganti kepada . 5 menit
Panitera n PP
Panmud Perdata untuk gl Penqaanti terlampir
diketahui dan diparaf 99 P
3 Menye_rahkan Forr_nuhr Formulir Formu!lr
Penunjukan  Panitera . Penunjuka
- Penunjukan . .
Pengganti kepada Pani 5 menit n PP di
? . anitera
Wakil Panitera untuk Penqqanti paraf
diketahui dan diparaf 1] 99 wapan
4 Menyerahkan Formulir
Penunjukan  Panitera i
Pengganti kepada Formu_lrk lah di
Panitera Sekretaris Penunjukan 30 menit PP tela di
: . Panitera tunjuk
untuk  kemudian di :I I Penqaanti
tunjuk Panitera L 99
Pengganti
5 Berkas yang telah Formulir Formulir
ditunjuk Panitera | I Penunjukan sudah
Penggantinya Panitera 10 menit | lengkap
diserahkan kembali ke Pengganti dalam
Kepaniteraan Perdata berkas
6 Menyerahkan  berkas Berkas 10 menit | Berkas
perkara kepada Ketua . Perkara telah di
Majelis Hakim ketua
Majelis




Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PDT/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung

2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman

3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
S z
> U Q
3 ) 0] o Persyaratan
N Aktivitas w| £ | 5|8 |32F| & /
© 8 T D 5 |[@8E | I | Perlengkap | WaKU Output
o 5 = Q =g )
S s o = an
) 3
[<})
| M bere
perkara yang telan Perkara dan | 5 menit perkara di
diminutasi dari Panitera .
. Putusan terima staf
Pengganti
Meneliti kelengkapan Ticjak
berkas minutasi dan Berkas hasil
2 memberi paraf pada ’Q Perkara dan | 1 hari penelitian ya /
lembaran salinan o Putusan tidak
putusan
Meregister Putusan ke Berkas IF; l:]tuks:n
3 Buku Register Induk Perkara dan | 60 menit gkap
dalam
Perkara Putusan :
register
Mencatat uang Redaksi .
ke Buku Register . . Uang redaksi
4 - Register 15 menit telah
Penerimaan Uang Hak- ;
. dibukukan
Hak Kepaniteraan
Mencatat uang materai Uang materai
5 dan redaksi ke dalam Register 15 menit & redaksi
Register Induk Keuangan 9 telah di
Perkara bukukan
Membuat Surat Berkas Surat
6 Pengantar Pengiriman Perkara dan | 15 menit
pengantar
Berkas Putusan
Menyerahkan surat Egtgfa Surat
7 pengantar pengiriman > Putusan dan | 15 menit pengantar
berkas ke panmud untuk I_l telah di paraf
; ) ) surat
dikoreksi dan di paraf oleh panmud
pengantar




Berkas
Perkara,

Menyerahkan surat Surat
engantar pengiriman Putusan dan engantar
8 peng peng surat 15 menit pengarl
berkas ke wapan untuk telah di paraf
: ) . pengantar
dikoreksi dan di paraf . oleh wapan
pengiriman
berkas
Berkas panitera telah
Perkara, mengesahka
] Putusan dan n salinan
Mengesahkan salinan
surat putusan dan
9 putusan dan pengantar 30 menit mentandatan
menandatangani surat . .
- pengiriman gani surat
pengiriman berkas
berkas pengantar
pengiriman
berkas
Mengirim salinan Berkas berkas
10 putusan dan berkas Perkara dan 1 hari perkara telah
bundel A beserta cd ke salinan dikirim ke PN
PN pengaju Putusan penggaju
Berkas
perkara dan
Menyerahkan berkas Berkas putusan telah
11 | perkara yang telah inkra Perkara dan | 5 menit diserahkan
ke Kepaniteraan Hukum Putusan ke

kepaniteraan
Hukum




Nomor SOP W8-U/ /PDT/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efekiif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP KEUANGAN PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Mahkamah Agung

2. Pasal 29 ayat (1) (2) dan (3b) KUHAP

3.  UU Nomor 8 Tahun 1981

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
o) ~ gz,
2 2| @
) o >
- =
No Aktivitas (] s 5 5_ 53 I Persyaratan /
2, o ® o a3 = Perlengkapan Waktu Output
o > o = 3
o o
'g_)'_ =
) g
Bendahara biaya Cek giro telah
1 proses menaikkan cek . 120 ditandatangg
giro ke panitera untuk . Cek Giro menit | ani
ditandatangani
Setelah ditanda
tangani oleh Panitera, Uang ada
5 Bendahara Biaya Cek Giro 15 pada
Proses  mencairkan menit bendahara
uang Perkara ke Bank
BRI
Bendahara Biaya + Uang biaya
Buku
Proses membukukan Keuanaan 120 proses
3 ke buku Keuangan ) 9 . tercatat
: Biaya Proses menit
Biaya Proses Perkara Perkara dalam
pembukuan
Bendahara Biaya
Proses menggunakan Buku Biava
4 uang perkara untuk Prosues y 1 hari ATK Perkara
keperluan perkara Perkara Perdata
perdata (belanja ATK)
Bendahara menutu Keluar/masuk
buku keuangan biapa Buku Biaya 30 uang Perkara
5 roses setiag / Proses menit tercatat
p P Perkara dalam  buku
bulannya K
euangan
biaya proses




Nomor SOP Ws8-U/ /PDT/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP LAPORAN BULANAN KEUANGAN PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Peraturan MA-RI NO. 02 Tahun 2009

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

-. komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
X
N o =
3 - 5 | 2
N . c = ) 29 2
0 Aktivitas % - 3 = |39 2 52&3???% Waktu Output
= @ 2 e | Qa > gkap
= QD 9’ x
5 = | 3
5 g
1 Membuat laporan Laporan
keuangan perkara Laporan 30 menit | bulanan telah
bulanan di buat
Menyerahkan laporan Tidak
Laporan
keuangan ke panmud .
2 - - . Laporan 5 menit bulanan telah
untuk di koreksi dan di di paraf
paraf Ya p
Menyerahkan Laporan Laporan
3 Keuangan perkara ke Laporan 5 menit bulanan di
wapan untuk diparaf I I paraf wapan
Menaikan Laporan '—l: Telah di tanda
4 | Keuangan ke Panitera ,El Laporan 15 menit | tangan
untuk ditandatanggani panitera
Kepaniteraan Perdata Lgporan telah
mengirim Laporan diserahkan ke
5 9 b W Laporan 5menit | bagian
Keuangan Perkara
: . numum untuk
melalui Bagian Umum S
di kirim




Nomor SOP Ws8-U/ /PDT/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP KASASI PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Mahkamah Agung

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

-. Register
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
=
Y o =
=} c Q
3 o ® D
No Aktivitas ) s N g = 7 Persyaratan /
5 = 5 = a8 @ Y Waktu Output
3 o o @ @ a T Perlengkapan
) 5 3 =9 o
5 25
ny g
Diketahui
1 Menerima laporan Laporan .. | perkara
- - 5 menit
kasasi . Kasasi tentang
kasasi
Menerima salinan Salinan
. . Laporan .
2 putusan kasasi dari Kasasi 5 menit | putusan
MA dari MA
Putusan
Meregister putusan Salinan kasasi
3 kasasi pada nomor utusan 30 telah di
perkara tersebut Easasi menit register ke
dalam buku register dalam buku
register
Salinan
. putusan
4 np putusan 5 menit | telah
kasasi ke - :
. kasasi diserahkan
Kepaniteraan Hukum ke
kepanitera
an hukum




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP ws8-U/ /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP LAPORAN BULANAN PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

-. Register
-. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
X
S o =
=} c Q
3 o o o
No Aktivitas ) s 5 g 5' 3 & Persyaratan /
£ = @ iz
8 D K g g2 T Perlengkapan Waktu Output
a : N =
2 = 3
) g
Mengidentifikasi
1 laporan perkara Buku register 15 _Menge_tahu
yang masuk, putus . i posisi
. ’ perkara menit
dan sisa setiap perkara
bulannya
Menutup dan Register
menandatangani Buku register 15 telah
2 - . ;
register perkara —DD perkara menit ditandatan
setiap akhir bulan ganni
Membuat laporan
Laporan
bulanan perkara
30 bulanan
3 yang masuk, putus Laporan . -
. ; menit selesai di
dan sisa setiap buat
akhir bulan
Menyerahkan
laporan bulanan
perkara yang
masuk, putus dan Laporan
sisa setiap bulan ke 15 bulanan
4 bagian umum untuk Laporan menit telah
dikirim dan diserahkan
menyerahkan untuk di
laporan ke kirim

Kepaniteraan
Hukum




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP ws-U/  /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Mahkamah Agung

2. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi
Pengadilan Buku Il

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penelitian Berkas

SOP Penunjukan Majelis Hakim
SOP Penunjukan PP

SOP Pengiriman Berkas

Buku Surat Masuk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
o
QO
]
N . 3
%)
o tivitas & s Persyaratan / Waktu Output
£ o Perlengkapan
Q
QD
>
QD
Menerima berkas

1 perkara yang masuk
dari Sub. Bagian
Umum

Berkas Perkara
yang terdiri dari | 5 menit
Bundel A dan B

Berkas di terima di
Kepaniteraan Pidana

Mencatat berkas yang ¢

Dicatatnya berkas yang

diterima ke dalam Buku .

2 Surat Masuk  Sub | I Berkas Perkara | 5 menit | masuk ke dalam buku
. . surat masuk

Bagian Pidana

Menyerahkan be.rkas Berkas Perkara Berkas Perkara  telah
3 perkara ke Panitera ang terdiri dari 10 diserahkan ke Panmud

Muda Pidana untuk yang menit .

Bundel A dan B Pidana

Kemudian di Teliti

Menerima berkas
perkara yang masuk
4 setelah di catat ke
dalam  buku  Surat
Masuk

Berkas Perkara telah di
Berkas perkara | 5 menit | terima oleh panmud
Pidana

o
o
)
~

Meneliti  kelengkapan
5 berkas perkara yang
diterima

Berkas Perkara telah di
Berkas Perkara | 1 Jam teliti dan di catat ke dalam
Formulir Penelitian

Memberi Nomor
Perkara dan Mencatat
ke Dalam Buku
Register Perkara

8 <

Perkara telah di beri
Berkas Perkara | 1 Jam Nomor dan di catat ke
dalam Register




Nomor SOP W8-U/ /PID/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENUNJUKAN MAJELIS HAKIMPERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 1. S1-Hukum
Tata Kerja Mahkamah Agung 2. S1-Ekonomi Akuntansi
2. Pasal 238 ayat (1) KUHAP
3. UU Nomor 8 Tahun 1981
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi
Pengadilan Buku Il
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas Peralatan komputer, Buku-Buku
SOP Penunjukan PP
SOP Pengiriman Berkas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
)
T
o o
3 5
3 s 9
.. o) =
Aktivitas %) c 59
5 | = | B 2 | 2 g | Persvaratan /iy, Output
= T o @ <@ o | Perlengkapan
o = ) )
o =
2 )
o >
Berkas yang telah
diberi nomor perkara & Dibuatnya
1 dicatat dalam register, Berkas Perkara 15 Formulir
dibuatkan formulir . menit Penunjukan
Penunjukan Majelis Majelis Hakim
Hakim
. Berkas Formulir
Menye_rahkan Fo_rmullr Perkara& Penunjukan
5 Penunjukan Hakim Formulir 10 Majelis
kepada Wapan untuk T p Uk menit Hakimdi f
diketahui dan diparaf enunjukan aximdipara
Majelis Hakim oleh Panmud
Menyerahkan Formulir Berkas Formulir
h . Perkara& .
Penunjukan Hakim - 10 Penunjukan
3 . = Formulir . S .
kepada Panitera untuk . menit Majelis Hakim
) . : Penunjukan :
diketahui dan diparaf Maielis Hakim diparaf oleh
J Panitera
Menyerahkan Formulir
; : Berkas
Penunjukan Hakim
Perkara& T
kepada Ketua : 30 Ditunjuknya
4 . N Formulir . . -
Pengadilan Tinggi . menit Majelis Hakim
. . > Penunjukan
untuk kemudian di 'L Maielis Hakim
tunjuk Majelis Hakim |
Berkas yang telah Berkas
ditunjuk Majelis Perkara& 10 Majelis Hakim
5 Hakimnya diserahkan Formulir menit telah ditunjuk
kembali ke Penunjukan oleh KPT
Kepaniteraan Pidana Majelis Hakim




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI PERKARA PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Pengadilan Buku Il

1. S1-Hukum

2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penelitian Berkas
SOP Penunjukan Majelis Hakim
SOP Pengiriman Berkas

Peralatan komputer, buku-buku

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
o =z
g o 2
N o = o @
%) < e
o Aktivitas 2 s 8 = 7 Persyaratan / Waktu Output
&, o) o @ I Perlengkapan
o s} =
S 3
QD
Berkas yang telah
1 ditunjuk Majelis 15 Dibuatnya Formulir

Berkas Perkara

Penunjukan

Hakimnya,dibuatkan menit
Formulir Penunjukan . Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Menyerahkan Formulir Berkas Formulir

5 iggggj:rﬁ?ﬂ el;zrg;era Perkar:_a& 10 _ Penunjukan PP di
Panmud Pidana untuk Formulir menit paraf oleh Panmud

. . ; 1] Penunjukan PP Pidana

diketahui dan diparaf
Menyerahkan Formulir Berkas Formulir

3 Ezggggﬁ?ﬂ eFr’)E;r:jl;era Perkara& 10 Penunjukan PP

Formulir menit diparaf oleh Wapan

Wakil Panitera untuk | I
diketahui dan diparaf =

Penunjukan PP

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera

; Berkas
4 g:gﬁg?;g:ﬁr%?gﬁs Perkara& 30 Ditunjuknya PP oleh
. . Formulir menit Panitera Sekretaris
untuk kemudian di gl Penuniukan PP
tunjuk Panitera I
Pengganti
Berkas yang telah
ditunjuk Panitera | | 10 PP telah ditunjuk
5

Penggantinya

Berkas Perkara

oleh Panitera

diserahkan kembali ke menit Sekretaris
Kepaniteraan Pidana
Menyerahkan berkas 15 Berkas Perkara

6 perkara kepada Majelis ;. Berkas Perkara menit lengkap, siap untuk

Hakim

disidangkan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Mahkamah Agung

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi
Pengadilan Buku Il
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas Peralatan komputer, register dan buku-buku
SOP Penunjukan Majelis Hakim
SOP Penunjukan PP
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
T
)
3 T
N .. = )
Aktivitas %) c
o] > o 8 = Persyaratan / Waktu Output
= T o ® Perlengkapan
g | ° o
Q
>
D
Menerima berkas )?;Zas Perkara
1 p_erl@ra yang t_elah _ . Berkas Perkara | 10 ) putusdiserahkan
diminutasi dari Panitera dan Putusan menit .
Penqaanti ke Kepaniteraan
99 | Pidana
Meneliti kelengkapan Tidak
berkas minutasi dan Putusan diteliti
: Berkas Perkara .
2 memberi paraf pada 1jam oleh Panmud
; dan Putusan .
lembaran salinan b dan diparaf
putusan
Meregister Putusan ke Berkas Perkara Putusan di
3 Buku Register Induk 1jam register ke buku
dan Putusan . .
Perkara induk register
Dibuatnya Surat
Membuat Surat ¢
4 Pengantar Pengiriman Berkas Perkara | 10 ) Peng_a_ntar untuk
dan Putusan menit pengiriman
Berkas
berkas
Mengesahkan salinan .
putusan dan Berkas Perkara . S_allnan Putusan
5 . 1jam disahkan oleh
menandatangani surat dan Putusan -
- Panitera
pengiriman berkas
Menyerahkan Berkas Berkas Perkara
6 | Perkara ke Sub. Berkas Perkara | 15 | qiirim ke Bag
. dan Putusan menit
Bagian umum Umum
) v Arsip di
Menyerahkan Arsip Berkas Perkara | 10 serahkan ke
7 perkara ke . . )
- dan Putusan menit Kepaniteraan
Kepahiteraan Hukum
Humum




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

vvo-u/ Al =/ FAVEE, J

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PERKARA PIDANA
Pasal 29 KUHAP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1

2.
3.

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Mahkamah Agung

Pasal 29 ayat (1) (2) dan (3b) KUHAP

UU Nomor 8 Tahun 1981

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peralatan komputer dan register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
| = A
5 2 c
N Aktivit o | 2 2 |23 |p tan /
[0} Ivitas 5 a % 8 g ersyaratan Waktu Output
=4 T S Q@ Perlengkapan
5 | 5§ | &
D o )
Menerima permohonan Surat 5 menit | Dicatat ke dalam Surat
1 perpanjangan permohonan Masuk
penahanan q‘; perpanjangan
penahanan
Meneliti surat Tidak Surat 30 Permohonan
2 permohonan L permohonan menit Perpanjangan
perpanjangan perpanjangan Penahanan telah
penahanan Ya penahanan dipelajari oleh Panmud
3 Memberi nomor Surat 30 Dicatatnya perpanjangan
penetapan dan permohonan menit penahanan ke dalam
mencatat pada buku D perpanjangan buku induk register
register tahanan penahanan
4 Mengetik  penetapan Surat 30 Dibuatnya penetapan
perpanjangan permohonan menit perpanjangan
penahanan perpanjangan penahanan
penahanan
5 Menyerahkan Surat 30 Penetapan Perpanjangan
penetapan permohonan menit Penahanan telah diparaf
perpanjangan perpanjangan
penahanan kepada ﬂ’l_j penahanan
Panmud Pidana dan
Panitera untuk
dikoreksi dan diparaf
6 Penetapan Permohonan 30 Penetapan Perpanjangan
perpanjangan N| I Penetapan menit Penahanan telah
penahanan oleh Ketua g - perpanjangan disetujui
Pengadilan Tinggi Penahanan
7 Membuat  pengantar Permohonan 15 Dibuatnya Surat
pengiriman Penetapan menit Pengantar
perpanjangan | J-L perpanjangan
penahanan Penahanan
8 Menandatangani Permohonan 15 Ditandatanganinya Surat
pengantar D Penetapan menit Pengantar
perpanjangan perpanjangan
penahanan Penahanan
9 Mengirimkan Penetapan 10 Penetapan Perpanjangan
perpanjangan perpanjangan menit Penahanan dikirim ke
penahanan melalui -< Penahanan Sub. Bag Umum




Sub. Bag. Umum




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENETAPAN PENAHANAN PERKARA PIDANA
Pasal 27 KUHAP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 1. S1-Hukum
Tata Kerja Mahkamah Agung

2. Pasal 27 ayat (1) (2) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP

3. UU Nomor 8 Tahun 1981

2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peralatan komputer dan register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
U
358
=] S a s
N . 3 2 | 8%
o Aktivitas ) = 2 == | Persyaratan/ |\, .. Output
o - o | 52 | Perlengkapan P
o g 42
2|8 |35
o)) o)) «Q
Menerima permohonan Surat 5 menit | Dicatat ke dalam Surat
1 laporan banding permohonan Masuk
laporan banding
Meneliti laporan Tidak Surat 30 Permohonan
2 permohonan banding permohonan menit Perpanjangan
Q laporan banding Penahanan telah
Y dipelajari oleh Panmud
3 Memberi nomor Surat 30 Dicatatnya perpanjangan
penetapan dan permohonan menit penahanan ke dalam
mencatat pada buku m laporan banding buku register induk
register tahanan
4 Mengetik  penetapan Surat 30 Dibuatnya penetapan
penahanan permohonan menit perpanjangan penahanan
laporan banding
5 Menyerahkan Penetapan 30 Penetapan Perpanjangan
penetapan penahanan Penahanan menit Penahanan telah diparaf
kepada Panmud
Pidana dan Panitera Dﬂ
untuk dikoreksi dan d
diparaf
6 Penetapan penahanan Penetapan 30 Penetapan Perpanjangan
oleh Hakim Pengadilan Penahanan menit Penahanan telah
Tinggi 1 disetujui
7 Membuat  pengantar i Surat 15 Dibuatnya Surat
pengiriman penetapan Pengantar menit Pengantar
penahanan I__I Penetapan
Penahanan
8 Menandatangani Surat 15 Ditandatanganinya Surat
pengantar penahanan Pengantar menit Pengantar
’D Penetapan
Penahana
9 Mengirim  penetapan Penetapan 10 Penetapan Perpanjangan
penahanan melalui .F Penahanan menit Penahanan dikiim ke
Sub. Baa. Umum Sub. Baa Umim




Nomor SOP W8-U/  /PID/2014
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 25 April 2014
BENGKULU Tanggal Revisi
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Bengkulu Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENETAPAN PENAHANAN PERKARA PIDANA
Pasal 48 UU No Th 1997

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pasal 48 ayat (1) (3) UU Nomor 3 Tahun 1997

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peralatan komputer dan register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
Y]
> | 5|3
S| 8 |as
N Aktivit = | 5 |B%|p /
ivitas 9] = == ersyaratan
o] & o
N - s g & | Perlengkapan Waktu Output
o = | 22
2 | 8 |35
QD QD [te)
Menerima permohonan Surat 5 menit | Dicatat ke dalam Surat
1 laporan banding permohonan Masuk
laporan banding
Meneliti laporan Tidak Surat 30 Permohonan
2 permohonan banding permohonan menit Perpanjangan
Q laporan banding Penahanan telah
Y

dipelajari oleh Panmud

3 Memberi nomor Surat 30 Dicatatnya perpanjangan
penetapan dan D permohonan menit penahanan ke dalam
mencatat pada buku laporan banding buku register induk
register tahanan |

4 Mengetik  penetapan Surat 30 Dibuatnya penetapan
penahanan permohonan menit perpanjangan penahanan

laporan banding

5 Menyerahkan Penetapan 30 Penetapan Perpanjangan
penetapan penahanan Penahanan menit Penahanan telah diparaf
kepada Panmud
Pidana dan Panitera Dﬂ
untuk dikoreksi dan d
diparaf

6 Penetapan penahanan Penetapan 30 Penetapan Perpanjangan
oleh Hakim Pengadilan Penahanan menit Penahanan telah
Tinggi N disetujui

7 Membuat  pengantar " Surat 15 Dibuatnya Surat
pengiriman penetapan Pengantar menit Pengantar
penahanan I_—JI Penetapan

Penahanan

8 Menandatangani Surat 15 Ditandatanganinya Surat

pengantar penahanan Pengantar menit Pengantar
’D Penetapan
Penahana

9 Mengirim  penetapan Penetapan 10 Penetapan Perpanjangan
penahanan melalui .‘ < Penahanan menit Penahanan dikirim ke
Sub. Bag. Umum Sub. Bag Umum




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP

ws8-U/ /P1D/2014

Tanggal Pembuatan

25 April 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP

KASASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Mahkamah Agung

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi
Pengadilan Buku Il
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Register dan buku-buku
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
N Aktivitas ) Persyaratan /
0 a Waktu Output
& Perlengkapan

1 Menerima laporan

Laporan kasasi dicatat ke dalam

Hukum

kepaniteraan hukum

Kkasasi ’ Laporan Kasasi | 5 menit surat masuk
Mencatat kasasi pada
2 nomor perkara Lavoran Kasasi | 5 menit Kasasi dicatat ke dalam buku
bersangkutan dalam P register
buku register perkara
3 Menerima salinan
putusan k_asa3| dari MA Salinan putusan | 30 Putusan kasasi telah dicatat
dan diregister pada ) . . .
? . kasasi menit kedalam register induk
buku register induk
perkara
4 | Menyerahkan arsip v
salinan putusan kasasi Sallna_n putusan | 10 _ Arsip telah diserahkan ke
ke Kepaniteraan kasasi menit




Nomor SOP W8-U/ /PID/2014

PENGADILAN TINGGI

Tanggal Pembuatan 25 April 2014

BENGKULU

Tanggal Revisi

JI. Pembangunan No 21

Tanggal Efektif

Bengkulu

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP LAPORAN BULANAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Mahkamah Agung

Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan

Buku Il

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

setiap bulannya

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer, register dan buku-buku
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
o
Q
=}
N Aktivi 3
)
o tivitas 2 s Persyaratan / | \\...+, Output
2, o) Perlengkapan
I
Q
>
Q
Mengidentifikasi Dicatatnya  laporan  keadaan
1 laporan perkara yang Buku register 30 perkara
masuk, putus dan sisa perkara menit

Menutup dan

Ditutupnya buku register induk

Hukum & IT

2 menandatangani ¢ Buku register 15 pada akhir bulan
register perkara setiap D——DD perkara menit
akhir bulan
3 Membuat laporan Dibuatnya laporan bulanan
bulanan perkara yang 30 keadaan perkara
; Laporan .
masuk, putus dan sisa menit
setiap akhir bulan
4 Menyerahkan laporan Diserahkannya laporan ke
; 10 .
ke Kepaniteraan Laporan menit Kepaniteraan Hukum




Nomor SOP ws8-U/  /PID/2014
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan 25 April 2014
JI. Pembangunan No 21 Bengkulu Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENYELESAIAN PERKARA BANDING PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung

2.

Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan

Buku 11

1. S1-Hukum

2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP PenetapanPenunjukanMajelis
SOP PenetapanPenunjukan PP
SOP PP

SOP Pengirimanberkasperkara

Peralatan komputer dan Register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
T
2 5 | 5
N AKEiVi 3 S ©
tivit 9] S = ~
o as 2 s T = o 3 Persyaratan / Waktu Output
=4 - o T — Perlengkapan
o > 2
2
Y 4 =
s 2 |3
1 . 5 menit Diterimanya
Manerimaberkasperkara Berkasperkara berkas
perkara
Tidak
2 Menelitikelengkapanberk ; Berkasperkara 1jam Berkas telah
asperkara ditelit
Ya
. Perkara
3 Peemgfar(ljaiamgicr’e ister | l< Berkasperkara 1 hari telah
P 9 J diregister
Ditunjuknya
4 I\/_IembuatpepetapanPenu =I| I Berkasperkara 15 . Majelis
njukanMajelis menit Hakim
Membuatpenetapanpenu | I 15 Ditunjuknya
5 nukan PP < Berkasperkara menit PP
Berkas
perkara telah
7 Menyerahkanberkasperk N Berkasperkara 15 diserahkan
arakeMajelis Hakim P menit kepada
Majelis
Hakim
v
KetuaMajelismembacabe gier;:satrcielah
8 rkas | | Berkasperkara 6 hari A,Eh VJ,\ 1




Berkas telah

9 Hakim Anggota | Berkasperkara 6 hari dipelajari
membacaberkas oleh HA |
. Berkas telah
10 Hakim Anggota Il Berkasperkara 6 hari dipelajari
membacaberkas olehHA |
Majelis
11 | MusyawarahMajelis Berkasperkara 1 hari mengadakan
musyawarah
Mengetikputusandanberit LJ < .| Dibuatnya
12 aacara <t Berkasperkara 6 hari putusan
Majelismengoreksihasilk Tid}l\ Putusan
13 etikan Wg/ Berkasperkara 6 hari telah
| dikoreksi
Putusan final
14 Pengucapanputusan dan di
Berkasperkara 1 hari .
ucapkan di
persidangan
Membuatsalinanresmiput Dibuatnya
15 | usan | I Berkasperkara 1 hari salinan
putusan
Berkas
Menyerahkanberkasperk giesrela(?ar:kan
16 | arakePanmud Berkasperkara 1 hari ke
Kepaniteraa
n Pidana
17 Menerimaberkasperkara 15 Diterimanya
yang sudahdiminutasi | I Berkasperkara menit berkas
putusan
Pengirimanberkasperkar Berkas
18 | ake PN. Pengaju melalui Berkasperkara 1 hari perkara dan
Sub. Bag Umum P putusan

telah dikirim




PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan 23 April 2014
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi -
Bengkulu Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

Nomor SOP 04 / Pidsus

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan -S.1 Hukum
tata Kerja Mahkamah Agung

-SLTA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian berkas Perkara
SOP Penetapan Penunjukan Majelis
SOP Penetapan Penunjukan PP

-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Pelaksana Mutu Baku
@ 5
Aktivit % z3g s S| % |p tan /
ivitas o 3 o | 5 = 3 = ersyaratan
= S =5 T = « Waktu| Output
a | a8 |7|3 = ® | T | Perlengkapan P
wn o =] - Q
c Q Q =
e 3
Tidak Surat pengan
Membuat Surat Berkas perkara [10 menit Eﬂ;elesm di
Pengantar
Mengoreksi surat | Ya _ .
pengantar Berkas perkara [10 menit Piketahui ke
kurangannya
Diparaf oleh WAPAN r:l Berkas perkara [10 menit Dlikﬁtahui
ole
WAPAN
Panitera menanda r Berkas perkara [15 menit | Panitera Tan
. da tangan
tangani surat I_—I
Berkas siap

Berkas dikirim ke PN
Pengaju

Berkas perkara (15 menit dikirim




Bengkulu

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Nomor SOP 05 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP TAHANAN / PERPANJANGAN PENAHANAN PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

PASAL 29, 27 KUHAP

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara

-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas S| 25 s = S 2 | Ppersyaratan
o 2 £ 3 I B E E @ Y / Waktu| Output
o. S o o = o I Perlengkapan
4 o 3 3 o 2
c =
@ = 3
Tidak
Membuat Laporan/Permoh Penetapan
1 . 60 A
Penetapan/Perpanjanga onan . selesai di buat
n Penahanan menit
Mengoreksi penetapan Ya Penetapan
2 Laporan/Permoh 10 menit Panmgt_j
onan meneliti
3 | Diparaf oleh Wapan VLI Laporan/Permoh (10 menit| Diketahui
| [ onan WAPAN
4 | Diparaf oleh Panitera Laporan/Permoh (10 menit| Diketahui
| I onan PANITERA
5 | Menyerahkan ke A Pen. Selesai
Ketua/Wakil untuk B Laporan/Permoh .. | ditanda ta-
) . 10 menit ;
ditandatangani onan ngani
6 | Diterima kembali oleh | _¥ Laporan/Permoh |15 menit| Penetapan
Staf Pidsus onan ditangan
Staf
7 | Penetapan di Kirim ke Penetapan
PN Pengaju Laporan/Permoh 15 menit siap di kirim
onan




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP 05 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP TAHANAN / PERPANJANGAN PENAHANAN PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

PASAL 29, 27 KUHAP

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara

-Register
-Blanko

-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana Mutu Baku
<
§ o % o Q
Aktivitas .y £S5 | o 5 2 £ z Persyaratan /
E ng,- E © § § § ::F Perlengkapan Waktu Output
c Q 3 Q E
e 3
Tidak
Membuat Laporan/Perm | 60 Penetapan
Penetapan/Perpanjan ohonan menit
gan Penahanan
Mengoreksi Ya Penetapan
penetapan Laporan/Perm (10 menit
ohonan
Diparaf oleh Wapan ‘LI Laporan/Perm (10 menit| Penetapan
LI ohonan
Diparaf oleh Panitera I__I Laporan/Perm [10 menit| Penetapan
ohonan
Menyerahkan ke Penetapan
Ketua/Wakil untuk Laporan/Perm (10 menit
ditandatangani ohonan
Ketua/Wakil Laporan/Perm 20 menit| Penetapan
menandatangani D ohonan
Penetapan
Diterima kembali oleh Laporan/Perm (15 menit| Penetapan
Staf Pidsus m ohonan
Penetapan di Kirim ke ‘ Penetapan
PN Pengaju Laporan/Perm (15 menit

ohonan




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP 06 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP LAPORAN DAN PUTUSAN KASASI PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
tata Kerja Mahkamah Agung

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara

-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
1)
o pY e
. = z = o | T
No Aktivitas g_' s % % ) % § %‘. % PPerIsyarI?tan / Waktu Output
o0 o — ® | 3= erlengkapan
wn ) = N 7
@
Diketahui ada
1 | Menerima laporan - Laporan 5 menit [permohonan
kasasi Kasasi Kasasi
Mencacat kasasi pada ¢ Dicatat
2 nomor perkara Laporan 30 menit | dalam
bersangkutan  dalam Kasasi Regisdter
buku register induk Induk
3 Menerima salinan M Salinan 5 menit Putusan di
putusan Kasasi dari IJ putusan terima
Mahkamah Agung
4 Mencatat putusan | _¥ Putusan di
Mahkamah agung D Salinan 30 menit | catat dalam
dalam Register induk 1 putusan Register
5. Menyerahkan salinan | v Putusan di
putusan MARI ke Salinan 15 menit serahkan ke
Kepaniteraan Hukum D putusan Bag. Hukum




Nomor SOP 07 / Pidsus
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan 23 April 2014
JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi 25 April 2014
Bengkulu Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP LAPORAN BULANAN PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

PMA No0.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan -S.1 Hukum

tata Kerja Mahkamah Agung -SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
-Register

SOP Penyelesaian perkara -Blanko

-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana Mutu Baku
0
L g > s |z
No Aktivitas o EZL % 3 _§ a % ¥ & | Persyaratan / |\, Output
o @ ) — ® | 3= Perlengkapan
& o > ® @
[0}
MenGIDENTIFIKAS Laporan 5 menit register
LAPORAN PERKARA Kasasi
YANG MASUK,
PUTUS DAN SISA
SETIAP AKHIR
BULAN
Mencacat kasasi pada Berkas
nomor perkara Laporan 30 menit perkara
bersangkutan  dalam Q Kasasi
buku register induk
Menerima salinan | Salinan 5 menit Berkas
putusan Kasasi dari L—rl putusan perkara
Mahkamah Agung
4 Mencatat putusan v Berkas
Mahkamah agung D Salinan 30 menit perkara
dalam Register induk 1 putusan
5. Menyerahkan salinan | v Berkas
putusan  MARI ke Salinan 15 menit perkara
Kepaniteraan Hukum I:l putusan







Nomor SOP 01/ Pidsus
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan >3 April 2014
Jl Pemeill:l](g;lljnU;nUNo 21 Tanggal Revisi 25 April 2014
' Bengkulu Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP PENYELESAIAN PERKARA BANDING PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
tata Kerja Mahkamah Agung

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penetapan Penunjukan Majelis
SOP Penetapan Penunjukan PP

-Register
-Blanko

SOP Pengiriman berkas perkara

-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana Mutu Baku
-
o | g 5
Aktivi = & s = = P /
tivitas o @ - o o ersyaratan
a | 2 T I 3 T | Perlengkapan | VaKtU Output
wn < 5 )
c = )
[7) g- 3
Tidak
Manerima berkas .u— Berkas 5 Berkas diterima
perkara perkara menit | Staf
Meneliti kelengkapan Berkas 30 Diketahui
berkas perkara > perkara menit | lengkap/tidak
nya berkas
catatan
Pemberian no perkara Ya Berkas 1 hari | Tercatat dalam
dan diregister I:l<~— perkara register
Membuat penetapan | v Berkas 15 Blanko pene
Penunjukan Majelis D perkara menit | tapan Majelis
terlampir
Membuat penetapan Berkas 15 Blanko
penunukan PP | i perkara menit | Penetapan PP
terlampir
Menyerahkan berkas Berkas 15 KPT menunjuk
perkara ke KPT D perkara menit | majelis Hakim




Nomor SOP 01/KEU/2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan 04 Januari 2016
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Tanggal Revisi
Bengkulu 38225 Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU
SOP PENGELOLAAN PNBP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Mahkamah Agung

Surat Mente | Keuangan Rl No. S-3391/AG/2010 perihal
Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi PNBP

Perdifjen Perbendaharaan No. Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

1. S.1 Ekonomi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP Pengelolaan SAIBA

Komputer, Printer, Kertas, Ordner

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak cilaksanakan, maka dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan disiplin yang berlaku bagi PNS.

2. BKUPNBP

1. Bukti Penerimaan PNBP

3. Laporan Realisasi

Pelaksana Mutu Baku
3@ »
o B35 ; )
No Aktivitas o | @2 & = Persyaratan /
g_n B T & Waktu Qutput
7y - Perlengkapan
83 | 3 g H % ¢
g3 (=] w
1. |[Menerima setoran biaya Form Bukti Penerimaan 10 Bukti Penerimaan
redaksi putusan dari bagian - PNBP menit |PNBP
perdata |
2. |[Membuat bukti tagihan pada l Bukti Pembuatan 20 Print out Bukti
aplikasi Simponi dan Tagihan PNBP menit |Penerimaan
menyetcr biaya redaksi N
putusan perkara ke kas - RN (ENCR
negara melalui ATM (MPN) |
3. [Menyerahkan print out bukti \L Laptop/PC, print out 10  |LRA Pendapatan
PNBP kepada operator bukti penerimaan menit |dalam aplikasi
SAIBA untux di input ke - negara (PNBP) SAIBA
dalam aplikasi SAIBA I
4. |Menginput data PNBP pada v Print out penerimaan 20 [Data PNBP
aplikasi SIMARI PNBP - negara (PNBP) menit
|
5. [Mencetak Buku Kas Umum J( Komputer, Printer 20  |Buku Kas Umum
serta Buku Pembantu, dan menit |dan Buku
diperiksa kasubbag/kabag 1‘2! ’ Pembantu PNBP
dan ditandatangani oleh g > 1
Sekretaris |
6. |Mencetak Pembukuan / J( Komputer, Printer 20 |Laporan
Laporan Realisasi PNBP menit |Realisasi PNBP
dan diperik=a Kasubbag/ ‘
Kabag dan ditandatangani | 1\ | > - A
oleh Sekretaris
7. |Memonitor Laporan PNBP v Data PNBP, Aplikasi 15  |Laporan PNBP
satker dibawahnya - SIMARI menit
(9 satker )
L
8. |Mengarsipk an Bukti dan l Ordner 10  |Arsip
Laporan PNBP ke dalam menit
e &=




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP

02/KEU/2016

Tanggal Pembuatan

04 Januar 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh

KPT BENGKULU

SOP PENGUJIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Mahkamah Agung

PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rancka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

1. S.1 Ekonomi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan SPM Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
SPM
Pelaksana Mutu Baku
o E = E w
w3 A Y ®
No Aktivitas E€2|(332| ¢ P 3 3 Persyaratan / ——
xXES|5¢F g| & g |»5 Perlengkapan
g 2 2l 2. = g‘ = a‘
3 s> (=] bl
1. [Menerima Surat Permintaan SPP 10 SPP
Pembayaran (SPP) beserta * —> -‘ menit
lampiranny 4
2. [Menguji dan mengkoreksi tidak SPP 30 SPP
SPP beserta lampirannya ’ menit
3. |[Membuat can menanda- v SPM 10 |SPM
tangani Surat Perintah - menit
Membayar |SFM)
4 |Menyerahkan SPM ke A SPM 10 SPM
petugas pengantar SPM - menit




Bengkulu 38225

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Nomor SOP 03/KEU/2016

Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN DISPOSISI SURAT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

SOP Penge/olaan Surat Keuangan

1. PMA No 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. S.1 Ekonomi
Mahkamah ~Agung
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kertas

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Lembar disposisi
Pelaksana Mutu Baku
x w
af |3 2 S
No Aktivitas 2@ | c & x Persyaratan /
= w =
>3 |38| g |8 | & Perlengkapan Wakau Output
44 | @ 4 0 3.
e |3 @ ]
1. |Menerima surat masuk - Surat 5 Lembar disposisi
dari bagian umum menit
2. |Mempelajar surat masuk Surat 30 Surat
bagian keuzngan 1 - menit
|
3. [Melaksanak an disposisi 4 Lembar disposisi 60 |Surat
surat - menit
4. |Menyerahkzn surat untuk 5 Surat 5 Arsip
diarsip menit




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

o

U:

Nomor SOP 04/KEU/2016
Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS KEUANGAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

Mahkamah Agung

1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. S.1 Ekonomi

kepada staf keuangan

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Melaksanakan tugas sesuai uraian yang telah dibuat Uraian Tugas
Pelaksana Mutu Baku
2 Sy &
@
No Aktivitas ] * oy - Persyaratan /
o c
a g g g % Perlengkapan Vestu Outpt
[ w - 3
3 @ @
1. |[Mengadakan rapat Kertas 3 Uraian Tugas
pembagian tugas bagian - jam
keuangan I
2. [Menyusun uraian tugas v Komputer 2 Uraian Tugas
bagian keuangan - jam
e
4. |Uraian tugas diperiksa dan 2 |Uraian Tugas 1 Uraian Tugas
ditandatancan oleh ’ jam
Kasubbag/Kabag dan
Sekretaris
5. |Menyerahkan uraian tugas Uraian Tugas 10 Uraian Tugas

menit




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 05/KEU/2016
Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN REKAPITULASI PERMINTAAN REMUNERASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. PMA No 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Mahkamah Agung

2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 596/Sek/01/V1/2008
dan Nc 099/Sek/01/111/2009 perihal Pedoman Pelaksanaan
Pembayaran Remunerasi Mahkamah Agung RI

1. S.1 Ekonomi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Permintaan Remunerasi

Komputer, Printer, Kertas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

Permintaan Remunerasi tidak boleh melebihi batas waktu
ketentuan agar pencairan tepat waktu

2. Aplikasi Komdanas

1. Daftar Permintaan Remunerasi Satker

Pelaksana Mutu Baku
2 | E8 | 5 |, £
No Aktivitas S w = c 9 x Persyaratan /
® = a
a g g 2 >8 Perlengkapan ety Outpast
] - (=] =¥
5| 82 '

1. |Menenma Daftar Permintaan Daftar Permintaan 5 Daftar Permintaan
Remunerasi dari satker (9 - Remunerasi hari Remunerasi
satker)

2. |Melakukan verifikasi Daftar Komputer 1 Daftar Permintaan
Permintaan Remunerasi hari Remunerasi
pada aplikasi Komdanas

3. [Mencetak Rekapitulasi N Komputer 2 |Rekapitulasi
Permintaan Remunerasi - jam Permintaan
dari satker (9 satker) ‘j Remunerasi

4. |Rekapitulasi Permintaan ¥ |Rekapitulasi 1 Rekapitulasi
Remunerasi diperiksa oleh - ’ Permintaan Remunerasi jam  |Permintaan
Kabag dan ditandatangani Remunerasi
oleh Sekretaris

5. |Mengirnmkan Rekapitulasi Rekapitulasi Permintaan 1 Rekapitulasi
Permintaan Remunerasi v Remunerasi dan jam  |Permintaan
beserta lampirannya yang - lampiran Remunerasi dan
telah ditandatangani ke lampiran
Biro Keuangan Mahkamah
Agung RlI




PENGADILAN TINGG!I BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP

06/KEU/2018

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2016

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

04 Januari 2018

Disahkan oleh

KPT Bengkulu

SOP PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

Peraturan mente

tentang tata care
anggaran penda|

keuangan RI NO.180 /PMK 05/2012
embayaran dalam rangka pelaksanaan
tar dan belanja Negara

1 5.1 Ekonomi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP Pengelolas

SAIBA

Komputer, Printer, Kertas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanaka
dengan peraturan disiplin y:

maka dikenakan sanksi sesuai
3 berlaku bagi PNS

1 Aplikasi GPP
2 Aplikasi SPM

3 SK-5K

No

-

itivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ndd) JOWEY

JEyeQ lENquagy

Wds seyuebuadnfen

Beqgnsey

Beqey

UBWIMWOY
jenquiad jeqefad

|lueseB6uy eunb6uad
BSENY | S|EjBINES

vedeyBuapag
| uejesedsiag

Waktu

Output

Membuat daftar

gaji susulan, kek
menggunakean a:
{GPP),memtuat
dan menyusun F
gaji

iji induk,uang makan
angian gaiji,

kasi gaji

13ji nakim adhoc
engkapan daftar

q

SK, Absen dan Data Pendukung
Lainnya

jam

Perhitungan
Besaran Gaji

Membuat surat :
pajak ( SSP ) pr

woran
pasal 21

=
L

Perhitungan PPh

15
menit

SSP

Membuat Surat
tanggung javrab
{ SPTJM ) dain &

‘myataan
utlak
at perintah

pembayaran ( S/ ) yang di

tandatangan ol
pembuat koritr
penguj SPM

pe abat
ndan

1

W

Komputer,
Printer

30
menit

SPTJM / SPP

Data yang terka
ke Aplikasi sura
membayar ( SP!
diprint out 3 em
yang ditanda tar
PPSPM

fiinput

entah
) dan

ir SPM
ani oleh

Komputer, Printer

menit

File SFM

Menyerahkan S '
data komputer (
beserta data pe
lainnya ke K2P!

Aassip
DK )
ukung

File beserta data
pendukung

File SFM

KPPN memerik: : kelengkapan

berkas yang dis:
untuk diproses | :

ahkan
sih lanjut

Komputer, Printer

Berkas

Unit pengeicla r
surat perintah p:
dana (SP2D )¢
Khusus gaji ind
diterbitkan satia

ngambil
cairan
KPPN.
SF2D
anggal 25

Berkas SP2D

SP2D




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 07/KEU/2016 N
Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN SURAT KEUANGAN

Dasar Huk:

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. PMA

Manke

2. UU Nt
3. PP Nc

.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

ah Agung

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

26 Tahun 2012 tentang Pelaksana UU No. 43 Tahun 2009

1. S.1 Ekonomi

tentan Kearsipan
Keterkaita Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP I ng2lolaan Surat Masuk Umum Buku, File Ordner, Komputer
Peringatar Pencatatan dan Pendataan :
Penatausa' 1ar harus dilakukan agar mempermudah pencarian Buku Agenda
surat mast - keluar
Pelaksana Mutu Baku
v 5o
x P e
@
o Aktivitas & E 7
N 3 .g § gl g g 3 g 238 Waktu Output
33 § % © z 3 é
3 [+ 438 '2 =
1. |[Mener na surat masuk D Absensi, Surat Izin Cuti 10 Absensi, Surat
dari b: niar TU dan RT dan é menit |lzin Cuti
di disp sis ke Kabag
serta « serahkan kasubbag
2. [Meng: ;endakan dan m Buku,Ordner 30 Arsip
Meng: sipkan surat masuk menit
3. |Memt it surat keluar y Komputer, Printer 1 Surat
keuan 1n dan diperiksa I }—)Q jam
olen K subbag
4. [Memir 1 tanda tangan cL.' Surat 15 Surat B
atasar kebag - | menit
5. |Memir 12 nomor surat dan Surat 15 Surat N
menye ihkan ke bagian menit
TUda RT untuk dikinm EL
6. |Meng: ;endakan arsip Buku, Ordner 30 Arsip
surat b luer D menit




()

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 08/KEU/2016
| Tanggal Pembuatan 04 Januari 2016
Tanggal Revisi

04 Januan 018

Diiathan oah
isahkan oleh

KPT Bengkuli
SOP PENGELOLAAN Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturar enter keuangan RI NO 190 /PMK 05/2012 1 5.1 Ekonomi
tentanjte cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan
angga-an 2ndapatan dan belanja Negara
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1 SOP Fen lolsan Belanja Pegawai Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : - Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak di aks ~akan, maka dikenakan sanksi sesuai Aplikasi GPP
dengan peraturar dic lin yang berlaku bagi PNS. 2 Aplikasi SAS
3 SK Mutasi
Pelaksana Mutu Baku
(2]
&= v
& 3 ¢
3 ) 3 g
No Aktivitas g ,E : g z § g | 5 g 3
5 5 o » # Waktu
3 | dg | £ $ | 3=
3 ~ 5 g é e 3
4 % g H ® 5 —_
= g
1. Membuat after Rincian Gaji, Uang SK mutasi 10
Makar ya . te-akhir dibayarkan menit
kepada p« awai yang bersangkutan ( y >O
serta kelu ja yang menjadi tanggungan
pegawai t- setut yang ditandatangani
oleh Kuas Pengguna Anggaran
2 Membuat rat permintaan penonaktifan Komputer, printer 10
data supp 1 yang ditandatangani oleh E 2 Lr menit
Pejabat P- nbuat Komitmen
3 Data peg: ai yang terkait dinonaktifkan File beserta data dukung 5
dari Aplik:  GPP dan diimpor ke folder Ej menit
pindal
4 Menyerah n Rincian SKPP, surat Dokumen kelengkapan 5
penonakt 1 data supplier dan data menit
pendu<ur wa ke KPPN
5 KPPN me erilsa kelengkapan Komputer, Printer 15
berkas ya | diserahkan menit
untuk dipr s lebih lanjut
) KPPN me etujui dengan menerbitkan Berkas Rincian Data Supplier 2
surat pen:  aktfan data supplier ] han




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 09/KEU/2016
Tanggal Pembuatan |04 Januar 2016
| Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN KONFIRMASI PENE

RIMAAN NEGARA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

PMA No.1C Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Mahkamal Agung

Surat Men'=ri Keuangan RI No. S-3391/AG/2010 perihal
Mekanism« Penyampaian Laporan Realisasi PNBP

Perdirjen Ferbendaharaan No. Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggur gjawaban Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/K antor/Satuan Kerja

1. S.1 Ekonomi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP Pengelolaan SAIBA

2. SOP Pengelolaan PNBP

Komputer, Printer, Kertas

Peringatan : _

Pencatatan dan Pendataan :

konfirmasi ke KPPN

operator SAIBA untuk di

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses rekonsiliasi SAIBA 1. SSP
tidak dapat dilak ukan 2. SSBP
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas < 'g E E & = g Persyaratan /
> s @ c a n W
53 S8 = R aktu Output
gd| 3% g g | >8 Perlengkapan
= 3 (=1 o
1. |Menginput data penerimaan SSP, SSBP 15 Data Penerimaan
negara ke aplikasi K2PN &3 menk: |Negans
2. |Mencetak Jata penerimaan Data Penerimaan Negara 20 Data Konfirmasi
negara dan ditandatangani v menit |Penerimaan
oleh Kasubbag Keuangan
dan Pelaporan -‘9‘ Negara
3. |Menyerahkan data Data Konfirmasi 2 Konfirmasi
penerimazn negara ke v Penerimaan Negara jam  |Penerimaan
- Negara




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 10/KEU/2016

Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

04 Januari 2016
KPT BENGKULU

N

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. PMA No.10
Mahkamah ¢
UUNo. 171
UUNo. 1Te
PPNo. 71T
PP No.8Ta
Instansi Fen
6. PPNo. 45T
Pendapatan
7. PMK No 23
No. 171/PMt
Keuangan P
8. Peraturan D
Pedomar Pt
Lembaga

QO hwn

ihun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

ung

aun 2003 tentang Keuangan Negara

in 2004 tentang Perbendaharaan Negara

wr 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
in 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
rintah

wr 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
an Belanja Negara

PNMK 05/2011 tentang Perubahan atas PMK
15/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
nerintah Pusat

an Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang
yusunan Laporan Keuangan Kemenlerian Negara/

1. S.1 Ekonomi

[Keterkaitan :

1. SOP Pengel
2. SOP Penge!
3. SOP Pengel

aan SIMAK-BMN
aan SPM GUP
aan SPM LS

Peralatan / Perlengkapan :

Komputer, Printer, Kertas

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan Ket
2. Format/isi Li
yang beriakt

ingan tidak boleh melebihi batas waktu ketentuan
oran Keuangan harus sesuai dengan peraturan

Aplikasi SAIBA
Aplikasi SIMAK-BMN
SP2D

NERACA/LRA

Fo L, Nt

No

Pelaksana

Mutu Baku

Aktivitas

vaIvs
J0jes0d0
NIWE-MVINIS
JojesedQ

ueBueney
Beqqgnsey
Beqey

VdX
| suejenjag

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu

Output

1. [Menerima d:
dari Apilik.as
Pengeluarar
SSBP ke ap

1 (P20, dil)

5AS Bendahara

ian menginput data
asi SAIBA

Komputer, berkas Data 15 |[LRA

menit

2. |Menerima d.
SIMAK-BMN
melakukzn F
Internal ante
SIMAK-BMN

3 dari aplikasi

jan [:‘j

‘konsiliasi
 SAIBA dan

Komputer 30 |Neraca

menit

3. |Melakuken ¢
data keuang
bulan antara
KPPN

Rekonsiliasi
1 s2lama 1
atker dengan

ADK, Komputer, berkag 2
Laporan, Jaringan Inter] hari

BAR & Laporan
Hasil Rekonsiliasi

4. |[Membual L&
Keuangan u'
oleh Kasubb
ditandatang:

wan

uk diperiksa I'Jil
y/Kabag dan

i oleh KPA/Sekretaris

N
Vv

Komputer, berkas 1
Laporan han

Laporan




. |[Membuat Cata
Laporan Keuar

Semester sarti

n atas

an

Tahunan

untuk diperikse <asubbag/Kabag

dan ditandatar

:ani KPA/Sekretaris

v

Komputer, Laporan

minggu

CalK

. [Mengirnmkan L
Keuangan dan
telah ditandata
KPA ke Korwil
dan Ditjen Bac

noran

alLK yang

1jani oleh

UA MARI,
m

Laporan

hari

Laporan, CalLK




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu 38225

Nomor SOP 11/KEUR2016
Taggal Pembuatar|04 Januari 2016
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januar 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOF PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL WILAYAH (SAIBA-W)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

y

o s wN

PMA No.10 Ta

Mahkamah Ag

UU No. 17 Tat

UU No. 1 Tahu

PP No. 71 Tah
PP No. 8 Tahu
Instansi Peine:
PP No. 45 Tah
Pendapatarn d:
PMK No. 233/
No. 171/PNK.(
Keuangan Per
Peraturan Ditje

Pedoman Fen.

Lembaga

in 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

g

n 2003 tentang Keuangan Negara

2004 tentang Perbendaharaan Negara
1 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
tah

12013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara

1K 05/2011 tentang Perubahan atas PMK

2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
rintah Pusat

Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang
:sunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/

1. S.1 Ekonomi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP Pengelol:

in SAIBA

Komputer, Printer, Kerlas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.
2.

Laporan Keua:
Format/isi Lap
yang berlaku

:an tidak boleh melebihi batas waktu ketentuan
an Keuangan harus sesuai dengan peraturan

1. SAIBA
2. SAIBA-W

Akt

Pelaksana

Mutu Baku

vaivs
Jo0jesedQ
M-vaIvVS
iojesedQ

ueBueney
Beqqnsey

Beqey

VdX

| suBjaies

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

. |Mendownload

dari aplikasi e-

ita SAIBA
-kon (9 satker)

Komputer, Jaringan
Internet

jam

ADK

. |Membuat Lap«

Triwulan, Sem

utk diperiksa ¢ -

Kabag dan dit:
oleh KPA/Seki

an Keuangan
ster & Tahunan
h Kasubbag/
datangani

‘ans

Komputer, Laporan

han

Laporan

3. [Membuat Catz

Laporan Keua
Trwulan, Sem
utk diperiksa ¢
Kabag dan dit:
oleh KPA/Sek:

in atas

jan (CaLK) 3, ‘L

ster & Tahunan
h Kasubbag/

>R

R
L

[

l—)Q —><>

datangani
lans

Komputer, Laporan

minggu

CalK

. |Mengirimken |

Keuangan Triv
Semester, Tal

CalK yang tel

tangani olen K
BUA MARI da
Jenderal Badil

poran
lan,

nan dan
1 ditanda

A ke Korwil,
Direktorat
n

Laporan

hari

Laporan, CalK




@& PENGADILAN TINGGI BENGKULU
= JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

\U/ Bengkulu 38225

Nomor SOP 12/KEU/2016

Tanggal Pembuatan{04 Januari 2016

| Tanggal Revisi

Tanggal Efekltif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
1. PMA No.10 1hun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. S.1 Ekonomi
Mahkamah - jurg
2. Surat Keoal 3UA MARI No. 13a/S-Kel/BUA-KEU//2010
tentang Peri ntaan Laporan Penyerapan Anggaran Mahkamah
Agung RI
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Perge iaan SAIBA Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Laporan Re. sasitidak boleh melebihi batas waktu ketentuan 1. LRA SAIBA
2. Format/isi L. »oran Realisasi harus sesuai dengan peraturan
yang berak
Pelaksana Mutu Baku
o | ¥ 2z &
No A tivitas 8 c -]
2% §e § g g =3 Persyaratan / Wiktis Output
g E @ E @ 3 » B Perlengkapan
N 5 -] ng %
1. |Menerima d :a raalisasi (:D Komputer, ADK 10 Laporan
belanja dari AIBA menit
2. |Mengirimka: 2ackup data Komputer, Jaringan 30 ADK
dari Aplikas >AI3A ke Internet menit
Komdanas
3. [Meng-updat. data Realisasi Komputer, Jaringan 1 ADK
Anggaran d -plikasi ﬁ Internet jam
Komdanas
4. |Membuszt L oran Realisasi Komputer 1 Laporan
Penyerapar .nggaran \&_I [—tl han
{manual) da diperiksa oleh I_ é'_:'l I Q
Kasubbag d - ditandatangani T
oleh KPA/S¢ - retaris
@ <




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP

13/KEU/2016

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh

KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN PERMINTAAN REMUNERASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.

PMA No.10 Tehu
Mahkamah Agun:
Surat Sekretaris [
dan No. 099/Sek
Pembayaran Fen

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

ahkamah Agung RI No. 596/Sek/01/\/1/2008
1/111/12009 perihal Pedoman Pelaksanaan
inerasi Mahkamah Agung RI

1. SMA
2. S.1 Ekonomi

1.

Keterkaitan :

SOP Pengelolaar

Peralatan / Perlengkapan :

Absensi Hakim dan Pegawai

Komputer, Printer, Kertas

1.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Permintaan Remu
ketentuan agar pe

'erasi tidak boleh melebihi batas waktu
icairan tepat waktu

1. Absensi Pegawai

No

Aktivita -

Pelaksana

Mutu Baku

uebBuenay
es
uebueney
Beqqgnsey
Beqey

uejemeBeadey
ueibeg

V)
| suRjaijes

Persyaratan /

Perlengkapan SRl

Output

Menerima daftar f
absensi pegawai «
lampiran surat izir

:dir,

uti

10
menit

Absensi, Surat Izin Cuti,
Surat Izin Sakit

Absensi, Surat
Izin Cuti, Surat |zin
Sakit

Membuat Daftar F
Remunerasi

‘rmintaan

Komputer 1
jam

Daftar Permintaan

Daftar Permintaar
Remunerasi ditan
seluruh pegawai

itangani

Epmll

Daftar Permintaan 2
hari

Daftar Permintaan

Membuat Kwitzns
Surat Pertanggun
Mutiak sebagai lai
Permintaan Remu
utk diperiksa Kasu
Kabag dan ditand:
oleh KPA/Sekreta:

lan
awaban

piran

> <1
<

aresi

pay/

angani

Komputer 1
jam

Laporan

Mengirimkan Daft:

Permintaan Remu
beserta lampirann
Rekapitulasi Perm
yang telah ditandz
ke Biro Keuangan
Mahkamah Agung

arasi

J

1dan
taan
ingani

A

Daftar Permintaan 2
jam

Rekapitulasi
Permintaan




Nomor SOP 14/KEUI2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan § 04 JANUARI 2016
Ji. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Tanggal Revisi
Bengkulu 38225 Tanggal Efektif 04 JANUAR! 2016
()isabkan aleh prt BENGKLILLL

SOP PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI (SIMAK )

Kualifikasi Pelaksanaan :

Dasar Hukur :
1. PMK No. 20 TH 2007 Tentang Penatausahaan BMN 1. &1
2. PMKNo 02TH 2009 & Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 Tentang tata
cara rek siliasi BMN dalam rangka penyusunan Lap Keuangan
Pemerin h Fusat
3. PMK No.  VEMK.DB/2013 Tentang penyusutan BMN Berupa aset
tetap pa: ' ertitas pemerintah pusat
4. PMK No. 9FMK.06/2016 tentang tata cara rekonsiliasi BMN
dalam rai ka penyusunan Lap. Keuangan Pemerintah Pusat
5 PMK No 0 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN
6. PMK 10 3 tahun 2013 perubahan atas PMK No. 125/PMK . 06/2011 tentang
pengelol. in BMN
7. PMK No. 74 tahun 2013 tentang perubahan atas PMK No. 33 tahun 2012
tenteng ita cara pelaksanaan sewa BMN
8. PMK No. 23 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tindak
lanjut ha:  penertiban BMN pada K/L
|
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pe 3elolaan PERSEDIAAN Komputer, Printer, Kertas
2. SOP Pe 3jelolaan SAIBA
3. SOP Pe jelolaan SPM GUP
4. SOP Pe' gelolaan SPM LS
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : N
1. Laporar SIMAK BMN tidak boleh melebihi batas waktu ketentuan 1. Aplikasi SIMAK-BMN
2. Forrat/ - Laporan SIMAK BMN harus sesuai dengan peraturan 2. Aplikasi PERSEDIAAN
yang be aku 3. Aplikasi SAKPA
4. SP2D
Pelaksana Mutu Baku
o] o] 1]
m I
1803 71| 3 3
No Alctivitas @ = <
=8 23! 8 S o |33 éa Waktu Output
Zw |5g | © g | & > F
s |3 B 2 L
= > £ -
1. |Mengin; it cata dari Komputer, 1 Neraca
Bencah ra Pengeluaran berkas data hari
(SP2D)
2. |Menerin 1 data dari Aplikasi Komputer 1 Neraca
Persadi: an dan f hari
Mengin; it cata tersebut
ke dalar Aplikasi SIMAK
BMN
3. [Melakut n Rekonsiliasi Komputer, SSP 1 BAR Internal
Internal ntzra SIMAK BMN hari |Satker
dan SAF PA Per bulan




Membuat |
SIMAK BN
oleh Kasut

iperan
| dan diperiksa
Bag

Komputer,
berkas Laporan

hari

Laporan Hasil
Rekonsiliasi

Membuat (
Laparan B’
Semester
dan diperit
Bag

itatan atas

‘N

arta Tahunan
a oleh Kasub

vV

Komputer,
berkas Laparan

Laporan

Melakukar
ke KPKNL
Persemes’

Rekonsiliasi

‘ergkulu
rdan tahunan

Komputer,
Laporan

minggu

Mengirimk
SIMAK BA
telah ditan

1 Laporan

I dan CalLK yang

atangani oleh

KPB ke KF <NL, Korwil,

BUA MAR
Badilum

dan Ditjen

R —

Laporan

jam

Laporan, CaLK
BAR KPKNL




INorranOP

5 'g.": 1S/KEU/2016
ﬁﬁ PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan | 04 JANUARI 2016
% Ji. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Tanggal Revisi
k‘-’fj’ Bengkulu 38225 Tanggal Efektf 04 JANUARI 2016
- [Pratscan len KPT BENGKULU

< OF PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI WILAYAH (SIMAK-W)

Kualifikasi Pelaksanaan :

Dasar Hukur :
1. PMK Mo. 20 TH 2007 Tentang Penatausahaan BMN 1. 81
2 PMK No. 12 TH 2009 & Peraturan Dirert KN 07/KN/2009 Tentang tata
cara ek siliast BMN dalam rangka penyusunan Lap. Keuangan
Pemerin' 1 Pusat
3. PMK MNo. 1/PMK.06/2013 Tentang penyusutan BMN Berupa aset
tetap pac entitas pemenntah pusat
4. PMK No. ¥PMK 06/2016 tentang tata cara rekonsiliasi BMN
dalam rar ka penyusunan Lap. Keuangan Pemerintah Pusat
5. PMK No. 1 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN
6 PMK no 7 iahun 2013 perubahan atas PMK No. 125/PMK 06/2011 tentang
pengelole 1 BMN
7. PMK No. 74 -ahun 2013 tentang perubahan atas PMK No. 33 tahun 2012
terieny @ c2ra peiRinvamaam Yewa T
8. PMK No. 23 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tindak
lanjut ha= penertiban BMN pada K/L
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pe jelolaan SIMAK Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Laporar <euangan tidak boleh melebihi batas waktu ketentuan 1. SIMAK
2. Format/ | Laporan Keuangan harus sesuai dengan peraturan 2. SIMAKW
yang be: aku
Pelaksana Mutu Baku
w -]
m D o
o (Yo s = 3
No Aktivitas $3 |23 [ @ = 2 s 2
=3 o3 = o4 a @ Waktu Output
IR 2R E | T2 58
i :S @ 2 B3
w = -
1. [Menerir 3 data SIMAK | Komputer 3 ADK
dari satt =r (9 satker) q hari
2. [Menging it data SIMAK " Komputer 2 ADK
dari sath =r ke aplikasi jam
SIMAK- "/ | I
3. (Melakui in Rekonsiliasi 7 Komputer 2 Laporan Hasil
Semeast. ~dan D han Rekonsiliasi
Tahuna ke Direktorat |




Jender

Badilum

Jender: | Kekayaan Negara I

Merrbu 1 Laporan \L Komputer, Laporan 1 Laporan
Semast-- serta Tahunan hari

dan dip+ riksa oleh Kasub D’

Bag

Membu “t Catatan atas Komputer, Laporan 1 CalLK
Lapora: Keuangan (CalK) v minggu

Semes! r serta Tahunan |

dan dip- -iksa oleh Kasub

Bag

Mengiri 'kan Laporan Laporan 2 Laporan, CaLK
Semes! 'r, Tahunan dan jam

CalLKy ng telah ditanda

tangan: -leh KPB ke Korwil,

BUA M. U dan Direktarat.




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 17/KEU/2016
Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN SPM GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Mant: i Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara 1. S.1 Ekonomi
Pembayaran D= am Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pengelola. 1 SAKPA

Komputer, Printer, Kertas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dila+ ~anakan, maka dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan ¢ =iplin yang berlaku bagi PNS.

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu

Pelaksana Mutu Baku
Py
o % @ Ps x » 7T ] ]
° ] b ? ® x 7
No| Aktivitas %é -3 é- SES g 3 g-; é § E 3% Waktu Output
=38 83 |%ZE| @ gg £35S 58
- g a 3 2 i B =]
=
1. [Menyusun dan - Bukti Pengeluaran 120 |- Daftar Rincian
Mengklasifikasi [ukti - Dokumen menit | Permintaan
Pengeluaran se'a Pendukung Pembayaran
Dokumen Pend: kung - Bukti
- SSP yg telah
dikonfirmasi
KPPN
2. [Menerbitkan Surat 20 |SPP-GUP
Permintaan Per bayaran menit
Ganti Uang Per: diaan
. |Menerbitkan Su it SPP-GUP 20 |SPM-GUP
Perintah Memb: ar _|< menit
Ganti Uang Per: »diaan
. [Mengajukan SF'.-GUP SPM-GUP 1 SP2D-GUP
ke Kantor Pelay :nan h harn
Perbendaharaa: Negara




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Nomor SOP 16/KEU/2016

Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016

JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Tanggal Revisi
Bengkulu 38225 Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU
l SOP PENGELOLAAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Me "teri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara 1. 8.1 Ekonomi
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengelc aan SAKPA Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak d//aksanakan, maka dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturar disiplin yang berlaku bagi PNS.

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu

Negara

Pelaksana Mutu Baku
- ] J0
] o @ = » T °
) 27| 3 v|oFdv| 3@ a8
iy 38|l @3 o 3 X
i ARpT 9eE| eg g %éw 235(83¢ as Waktu |  Output
=2g| 55 | & |=2E(|3§8|5¢5¢8 58
¥ g3 8 g$= 35 3
=5 -

1. |Menyusun Recana - Draft Rencana 60 |Perhitungan
Kegiatan Keb.tuhan y Y Kegiatan menit |Besaran UP
Uang Persedizan

2. |Menerbitkan = urat Perhitungan 20 |SPP-UP
Permintaan P=mbayaran - Besaran UP menit
Uang Persedizan A

3. |Menerbitkan & urat SPP-UP 20 |SPM-UP
Perintah Mem cayar menit
Uang Persedizan

4. [Mengajukan &£PM-UP ke v SPM-UP 1 SP2D-UP
Kantor Pelayz an hari
Perbendaharz=n




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

Nomor SOP 18/KEU/2016
Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU

SOP PENGELOLAAN SPM LS NON GAJI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Mern!ari Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara 1. S.1 Ekonomi
Pembayarzn [ 1lam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negai
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengelolan SAKPA Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dil: - sanakan, maka dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan siplin yang berlaku bagi PNS.

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu

ke Kantor Felz , anan
Perbendahara: 1 Negara

Pelaksana Mutu Baku

o P ]

s o [ X1 » 0 -]

@ 0 37T o | 539 = § )
3 3

o N ﬁ% % g& § ‘é g% E % g-'é 88 § %E Waktu Output

@ c

g 8 3 s~ 3 g g H B3

3 3 2 -

1. |Menyusun dan Draft Rencana 60 |Perhitungan
Mengklasifikas Bukti Kegiatan menit |Besaran LS
Pengeluaran s ta
Dokumen Pen: i1ikung

2 |Melakukan Pe: qujian - Kontrak 60 |SPP-LS
atas Tagihan y ng diterima - Berkas Tagihan menit
dari pihak ke ti 1a untuk A - Dokumen Pendukung
selanjutnya me erbitkan
SPP-LS

3 [Melakukan Pe: qujian atas SPP-LS 20 |SPM-LS
SPP-LS untuk - zlanjutnya menit
menerbitkan S/ 'M-L.S

4 |Mengajukan S! M-LS SPM-LS 1 SP2D-LS

har




Nomor SOP 19/KEU2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tanggal Pembuatan |04 Januari 2016
JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Tanggal Revisi
Bengkulu 38225 Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT BENGKULU
SOP PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Mente  Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara 1. S.1 Ekonomi
Pembayaran Da/-m Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengelclaa" SAKPA Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilak-anzkan, maka dikenakan sanksi sesuai 1. Buku Kas Umum
dengan peraturan di-= plin yang berlaku bagi PNS. 2. Buku Pembantu

Pelaksana Mutu Baku
T
? x » D 2 o
o ] ] o )
; » g » @ =
o S -.,g _g g g s gg‘; %ég i Waktu | Output
* a’ § Q g ® g g a5 5 g
- g ] - = o 3 g .§ -
1. |Mengidentifikasi - DIPA/POK 15 Draft Buku Kas
Dokumen Sumb: - SPM & SP2D menit |Umum/ Buku
- Bukti Pembayaran Pembantu
- SSP/SSBP/SSPB
- Rekening Koran
- Cek
2. |Menganalisis Tr:1saksi Draft Buku Kas 15 |Draft Buku Kas
Umum/ Buku menit |Umum/ Buku
Pembantu Pembantu
3. |Melakukan Panc tatan Draft Buku Kas 120 |Buku Kas
Umum/ Buku menit |Umum/ Buku
Pembantu Pembantu
4. |Menutup Pembu - uan Buku Kas 30 |Buku Kas
pada Buku Kas | /mum Umum/ Buku menit |Umum/ Buku
dan Buku-buku | “mbantu Pembantu Pembantu
setiap bulan nya
5. |Pemeriksaan da Buku Kas 60 |[Buku Kas
Penandatangan::n Buku Umum/ Buku menit |Umum/ Buku
oleh Kuasa Pencouna Pembantu Pembantu
Anggaran A
6. |[Mengarsipkan B «u Kas Buku Kas 60 |Buku Kas
Umum dan Buku -buku Umum/ Buku menit |Umum/ Buku
Pembantu Setia; Bulanya _< Pembantu Pembantu




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.01
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016 =
Disahkan oleh KPT

SOP PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR) DIPA BUA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahuri 2009 2. 181
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4, SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentangPerubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tzhun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga,
Pasal 7;
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementrian
Lembaga;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Peralatan Komputer
2. Printer
3. Jaringan Internet
4. Buku Pedoman/SBU
5. Alat Tulis Kantor
6. Media penyimpanan/Flasdisk
7. BOXFile
8. Lemari Arsip
9. Data Dukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak 1. Menginventarisir BMN
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada 2. Menginventarisir kebutuhan sarana dan
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan prasarana
peraturan yang berlaku 3. Menginventarisir jumlah SDM




AMA SOP : PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR) DIPA BUA

MUTU BAKU
SEKRET
KUASA
NO URAIAN KEGIATAN o STAF w WAKTU | OUTPUT
UNA
ANGGA
RAN
1| penugasan untuk Nota dinas | 15 Menit | Diteriman
| membuat usul Q ya nota
ftwwmm dias
2 | Mempelajari dan Nota dinas | 15 Menit | Diteriman
: kebutuh ya nota
| serta meneruskan dan dias
| memerintahkan pembuatan
| TOR
3 | Membuat Konsep TOR Komputer, 2Hari | Konsep
termasuk pengumpulan data Printer, TOR dan
| Jaringan RAB
Imemet, RK
AKL,
Konsep
TOR dan
| RAB
4 | Mengetik, menyusun dan Komputer, | 15 Menit | Konsep
| mengumpulkan data dukung Printer, TOR dan
| TOR RKAKL, e
]
Konsep
! ROR dan
i RAB
5 | Meneiii konsep TOR dan |l . Konsep 15 Menit | Konsep
kelengkapan TOR dan TOR dan
RAB RAB
3 dan 3 Konsep 15 Menit | Konsep
Konsep KAK dan RAB serta TOR dan TOR dan
menyerahkan kembali kepada RAB RAB
Kasubbag Rencana Program Ya
__| dan Anggaran .
7 dan TOR dan 5 Menit | TOR dan
mengirim kebagian TOR dan RAB, RAB
Box File.




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.02
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR) DIPA BADILUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahuri 2009 2. S1
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentangPerubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga,
Pasal 7;
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementrian
Lembaga;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Peralatan Komputer
2. Printer
3. Jaringan Internet
4. Buku Pedoman/SBU
5. Alat Tulis Kantor
6. Media penyimpanan/Flasdisk
7. BOXFile
8. Lemari Arsip
9. Data Dukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

1. Menginventarisir BMN

2. Menginventarisir  kebutuhan
prasarana

3. Menginventarisir jumlah SDM

sarana




'AMA SOP : PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR) DIPA BADILUM

)

MUTU BAKU
SEKRET
ARIS/
HO URAIAN KEGIATAN st sTar | KELENGK | wucry | ouTpur
UNA
ANGGA
RAN
1 penugasan untuk Nota dinas | 15 Menit | Diteriman
membuat  usul @ ya nota
anggaran termasuk rincian item. dias
2 | Mempelajari dan Nota dinas | 15 Menit | Diteriman
kebutuhan ya nota
serta meneruskan dan dias
memerintahkan pembuatan
| konsep TOR
3 | Membusat Konsep TOR Komputer, 2 Hari | Konsep
Jaringan
Internet, RK
AKL,
Konsep
TOR dan
RAB
4 | Mengetik, menyusun  dan Komputer, | 15 Menit | Konsep
data dukung Printer, TOR dan
TOR RKAKL, RAB
Konsep
ROR dan
RAB
1 Konsep 15 Menit | Konsep
5 | Meneliti konsep TOR dan bk TOR e TOR dan
RAB RAB
Menyetujui Konsep 15 Menit | Konsep
Konsep K‘?m RAB serta ) TOR dan TOR dan
menyerahkan kembali kepada RAB RAB
l;:m Rencana Program Ya
T e dan f TORdan | 5 Menit gm
mengirim kebagian TOR dan RAB,
Box File.




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.03
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi =

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. 51
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3

undang Nomor 14 Tahun 1985;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012;

5. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
143/KMA/SIWII/2007 tentang
pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung
tentang Administrasi Perencanaan, Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Poia Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R,

4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Prototype Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi
Perbendaharaan
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Lembaga (RKAKL)
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan 1. Peralatan Komputer
(Term of Reference) dan Rencana Anggaran 2. Printer
Biaya. 3. Jaringan Internet
2. SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung 4. Buku Pedoman/SBU
Jawab Mutlak (SPTIM) 5. Alat Tulis Kantor
3. SOP Rencana Kerja dan Anggaran 6. Media penyimpanan/Flasdisk
Kementrian Lembaga (RKAKL) 7. BOXFile
8. Lemari Arsip
9. Data Dukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

1. Pencatatan surat permohonan
2. Pencatatan data dukung




NAMA SOP : PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG

PELAKSANA MUTU BAKU
KETUA | SEKRET | KABAG | KASUBBA | STAF | KELENG | WAKTU OUTPUT
ARIS/ PERENCA G KAPAN
URAIAN
NO AN KUASA NAAN | RENCANA KET
PENGG DAN PROGRA
UNA KEPEGA | MDAN
ANGGA WAIAN ANGGAR
- RAN AN

1 | Memberikan 10 Menit
penugasan  untuk
membuat usul (D_,.p .
permohonan

termasuk.
rincian item

2 M data TOR, 15 Menit | Permoho

ukung ngka RAB, nan
Acuan  Kegiatan 4 SPTIM, Penamba
(Angga‘rm 8 Biaya ::;garn
f
%'ﬂnn Surat Printer, n Biaya
Tanggung Jawab m‘
Mutiak (SPTJM)

3 | Mengonsep TOR, 15 Menil | Permoho
Permohonan RAB, nan
Usulan/Penambaha SPTIM Penamba
n Anggaran Baiaya han

Anggara
n Biaya

4 | Mengetik Konsep TOR, 15 Menit | Permoho
Permmohonan RAB , nan
Peanambahan SPTJIM, Penamba
Anggaran Biaya Kompute han

| f, Anggara
Printer, n Biaya
Usulan

5 [ Meneliti dan TOR, 15 Menit | Permoho
memaraf Konsep RAB, nan
Permchonan 4 < SPTJM Penamba
Penambahan Biaya i han

Anggara
nB

6 | Menyetujui Tidsk TOR, 10 Menit | Permoho
penambahan Yal| .7 Ya ] Pon

& SPTIM Penamba
anggaran \/ han
Anggara
: n Biaya

7 | Menandatangani TOR, 15 Menit | Permoho
surat RAB , nan
permohonan/usulan Y SPTJM, Penamba
penambahan Kompute han
anggaran biaya r, Anggara

Printer, n Bays
Konsep
Usulan
== |




Menerima TOR, RAB, | 15 Menit | Permohan

permohonan SPTIM, an

penambahan Komputer Penamba

anggaran dan han

Mengirimkan ; Anggaran
Printer,

permohonan Konses Biaya

penambahan Usulan

anggaran blaya ke

Mahkamah Agung RI

melalul  subbaglan

tata usaha dan rumah

tangga

Mengarsipkan TOR, RAB, | 15Menit | ekspedisi

permohonan/usulan SPTIM

penambahan

anggaran biaya




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

‘i
1 |
2

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.04
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari2016
Disahkan oleh KPT

SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA DIPA BUA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. .54
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas undang- Peralatan / Perlengkapan :
undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1. Peralatan Komputer
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Printer
Tahun 2012; 3. Jaringan Internet
5. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 4. Buku Pedoman/SBU
143/KMA/SIWII/2007 tentang 5. Alat Tulis Kantor
pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung 6. Media penyimpanan/Flasdisk
tentang Administrasi Perencanaan, Pola 7. BOXFile
Kelernbagaan Peradilan, Administrasi 8. Lemari Arsip
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata 9. Data Dukung

Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Poia Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI,
Prototype Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi
Perbendaharaan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan DIPA

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/PMK.02

8. Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKAKL

Keterkaitan :

1. SOP penyusunan Renstra

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku




"JANMA SOP : PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA DIPA BUA

PELAKSANA MUTU BAKU
™ KETUA | SEKRETARIS/ KASUBB | KELENG | WAKTU | OUTPUT
Mahkama KPA AG KAPAN
h Agung RENCAN
HO URAIAN KEGIATAN A
PROGRA
# DAN
ANGGAR
AN
1 Surat Tugas dani pimpinan Surat 5 Menit
untuk mengikuti [ } Tugas,
pelaksanaan penyusunan Data
pagu anggaran sementara Dukung
KAK dan
RAB
2 Melaksanakan pembahasan Draf 3 Han | Konsep
penyusunan pagu Hasil RKAKL
sementara dan data r pembaha
. pendukung bersama TiM 1| san
| 1 [ | Ricax
r Pmu
| Angaran
3 | Membuat dan memvalidasi ¥ POK RK- Konsep
draf penyusunan annggaran AKL 10 RKAKL
pada aplikasi RK-AKL Menit
4 | Memeriksa dan
menandatangani kertas /\ POK 30
kerja RK-AKL Pagu N Menit
Anggaran
Memeriksa POK dan | 120
kertas kefja RKA-KL 1 data Menit
dukung
lainnya
Mengirimkan kertas Kerja POKRK- | 30
RK-AKL ke Biro Renog BUA ﬁd’l Menit
MA




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
s JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP WB8-U/SOP/RENPROG.05
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA DIPA BADILUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. 81
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas undang- Peralatan / Perlengkapan :
undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1. Peralatan Komputer
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Printer
Tahun 2012; 3. Jaringan Internet
5. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 4. Buku Pedoman/SBU
143/KMA/SIWII1/2007 tentang 5. Alat Tulis Kantor
pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung 6. Media penyimpanan/Flasdisk
tentang Administrasi Perencanaan, Pola 7. BOXFile
Kelembagaan Peradilan, Administrasi 8. Lemari Arsip
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata 9. Data Dukung

Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Poia Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI,
Prototype Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi
Perbendaharaan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan DIPA

7. Peraturan Menteri Keuangan
194/PMK.02

8. Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKAKL

Nomor

Keterkaitan :

1. SOP penyusunan Renstra

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kincrja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku




NAM/ S0P : PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA DIPA BADILUM

PELAKSANA MUTU BAKU
™ SEKRETARIS/ | KABAG KASUBB | KELENG | WAKTU | OUTPUT
h“_ KPA PERENC AG KAPAN
URAIAN KEGIATAN DAN A
KEPEGA | PROGRA
WAIAN | MDAN
ANGGAR
AN
surat Tugas dari pimpinan ) Surat § Menit
Atk mengikuti Tugas,
-ial sanaan penyusunan Data
‘agu anggaran sementara Dukung
KAK dan
_RAB
‘‘elaksanakan pembahasan m 3 Har | Konsep
anyusunan pagu RKAKL
+and ukung bersama TiM san
‘arl Mahkamah Agung Kertas
Kerja
[ ] || Reara
1 Pagu
| Angaran
*emoust dan memvafhidasi ¥ POK RK- Konsep
af penyusunan annggaran AKL 10 RKAKL
| ada apiikasi RKK-AKL Menit
Tidak
I\amariksa dan -
. orja RK-AKL Pagu <>~ POK Menit
‘nggaran
‘emeriksa  kelengkapan - POK dan | 120
=rtas kerja RKA-KL data Menit
dukung
o lainnya
‘iengirimkan kertas Kerja POK RK- | 30
“K-AKL ke Biro Renog BUA AKL dan | Menit
A ADK




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.06
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF DIPA BUA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 281
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peralatan / Perlengkapan :
tentang Perubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989; 5. Peralatan Komputer
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 6. Printer
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 7. Jaringan Internet
Tahun 2012; 8. Buku Pedoman/SBU
5. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 9. Alat Tulis Kantor
143/KMA/SIWIIN/2007 tentang 10. Media penyimpanan/Flasdisk
pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung 11. BOX File
tentang Administrasi Perencanaan, Pola 12. Lemari Arsip

Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Poia Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI,
Prototype Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi
Perbendaharaan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan DIPA

7. Peraturan Menteri Keuangan
194/PMK.02

8. Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKAKL

Nomor

Keterkaitan :

2. SOP penyusunan Renstra

13. Data Dukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

1. Laporan rekap usulan, checklist kelengkapan
data dukung




NAMA SOP : PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF DIPA BUA

PELAKSANA MUTU BAKU
TiM KETUA | SEXRETARIS/ | KABAG |KASUB BAG| KELENGK | WAKTU | OUTPUT
Mahkamah KPA PEREN | RENCANA |  APAN
URAIAN KEGIATAN Agung CAMAAN W
% ANGGARAN
2 WAIAN
1 | Surat Tugas dari pimpinan ‘== Surat 5 Menit
mM — r
s KAK dan
RAB
2 | Melaksanakan Draf Hasil | 3 Hari m
pagu indikatif dan data 1 l l an Kertas
pendukung bersama TIM Kerja RK-
dari Mahkamah Agung AKL Pagu
AT I ]; I J~ [PokRK | 10| Konsep
memvahkdasi draf § AKL Menit | RKAKL
penyusunan
pada aplikasi RK-AKL
4 | Memeriksa dan ricak POK 30
kertas ‘/\ Menit
| kerja RK-AKL Pagu o
|
5 | Memeriksa kelengkapan POKdan | 120
!mmm - data Menit
| ainnya
3 | Mengirimkan kertas Kerja POKRK- | 30
RK-AKL ke Biro Renog AKLdan | Menit
BUA MA ADK




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

ﬁ; Bengkulu

Nomor SOP W8-U/'SOP/RENPROG.07

Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efexktif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF DIPA BADILUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. 54
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peralatan / Perlengkapan :
tentang Perubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989; 5. Peralatan Komputer
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 6. Printer
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 7. Jaringan Internet
Tahun 2012; 8. Buku Pedoman/SBU
5. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 9. Alat Tulis Kantor
143/KMA/SIWII/2007 tentang 10. Media penyimpanan/Flasdisk

pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung
tentang Administrasi Perencanaan, Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Poia Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI,
Prototype Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi
Perbendaharaan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan DIPA

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/PMK.02

8. Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKAKL

Keterkaitan :

2. SOP penyusunan Renstra

11. BOX File
12. Lemari Arsip
13. Data Dukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dergan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

1. Laporan rekap usulan, checklist kelengkapan
data dukung




NAMA SOP : PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF DIPA BADILUM

PELAKSANA MUTU BAKU
™ KETUA | SEKRETARIS/ | KABAG |KASUB BAG| KELENGK | WAKTU | OUTPUT
Mahkamah KPA PEREN | RENCANA APAN
NO URALAN KEGIATAN Agung CANAAN | PROGRAM
DAN DAN
KEPEGA |ANGGARAN
. WAIAN
1 | Surat Tugas dari pimpinan Surst 5 Menit
untuk mengikuti [ - Tugas,
pm:amym Data
pagu indilkatif Dukung
KAK dan
RAB
2 | Melaksanakan Draf Hasil 3Hari | Konsep
pembahasan pembahas RKAKL
pendukung bersama TIM Kerja RK-
dari Mahkamah Agung AKL Pagu
v T T Angaran
3 | Membuat dan 1 1 J POK RK- 10 | Konsep
memvalidasi draf - AKL Menit | RKAKL
penyusunan
pada aplikasi RK-AKL
4 | Memeriksa dan Tidak POK 30
menandatangani kertas Menit
Anggaran N
5 | Memerksa kelengkapan . POK dan 120
Kertas kerja RK-AKL data Menit
dukung
o lainnya
| 8 | Mengirmkan kertas Kerja POKRK- | 30
RK-AKL ke Biro Renag AKLdan | Menit
BUA MA ADK




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

" _ Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.08

Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS/REVIU RENSTRA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009; 1. S-2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2:. 51
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peralatan / Perlengkapan :
tentang Perubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989; 1. Peralatan Komputer
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 2. Printer
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 3. Jaringan Internet
Tahun 2012; 4. Buku Pedoman/SBU
5. Disesuaikan dengan arah kebijakan yang 5. Alat Tulis Kantor
tertuang dalam Rencana Pembangunan 6. Maedia penyimpanan/Flasdisk
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 7. BOXFile
dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka 8. Lemari Arsip
Menengah (RPNJP) 2015-2019; 9. Data Dukung
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun
2015
Keterkaitan :
1. SOP Indikator Kinerja Utama/Reviu IKU
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan vang berlaku




NAM 4 SOP : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS/REVIU RENSTRA

—

T

MUTU BAKU
KETUA | SEKRETARIS | HAKIM | PJBNSTR | KASUB | STAF | KELENG| WAKTU| OUTPUT
URAIAN KEGIATAN TINGGI AL & BAG KAPAN
FUGSNAL | RENOG
AR
SK Tim ( ) SK, IKU 30
penyusunan PTA Menit
RENSTRA/Reviu
Renstra
Malaksanakan K 2 ¥ 1KU, 2Han | Konsep
pembahasan laporan RENSTRAY
rencana strategis/ bulanan Reviu
reviu renstra T T T Renstra
|

Moemeriksa dan i KU, 30 Konsep
mengoreksi konsep laporan Menit [RENSTRA
rencana bulanan /Reviu
strategis/reviu Renstra
rerstra |
Menandatangani KU, 15 Dokumen
konsep rencana < tidak laporan Menit RENSTFA‘
strategis/ reviu bulanan IReviu
rerstra / Renstra
Mengarsipkan dan ye IKUfreviu| 15 | Dokumen
menyampaikan l IKU Menit F:IENSTRA
dobumen /Reviu
RENSTRA/reviu D Renstra
renstra kepada sub
bagian tata usaha
dar rumah tangga
Jntuk digandakan
dan dikirim kepada
pihak terkait.




; ¥ Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.09
i PENGADILAN TINGGI BENGKULU| | Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016
is | JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi -
Bengkulu Tanggal Efexktif 04 Januari 2016
' Disahkan oleh KPT

SOP REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB DIPA BUA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara 1. S-2

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 2. 51
2. PMK No : 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016 3. D3

4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peralatan Komputer

Printer

Jaringan Internet

Buku Pedoman/SBU

Alat Tulis Kantor

Media penyimpanan/Flasdisk
BOX File

Lemari Arsip

Data Dukung

©CENDU A WN R

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

1. Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi




NAMA SOP : REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB DIPA BUA

KPA KABAG KASUBB KASUBS STAF KELENG WAKTU OUTPUT | KET
PERENCAN AG AG KAPAN
AAN DAN KEUANG | RENCAN
NO|  URAIAN KEGIATAN n g [ O
| AN M DAN
ANGGAR
AN
1 | Melakukan perhitungan Data Dipa 1 Jam Data Dipa
kembali penggunaan POK POK
anggaran yang terdapat LRA LRA
dalam DIPA & RIKAKL Balanja Belanja
|| berdasarkan LRA Belania
2 | Mengevaluasi pariu Tidak Dats Dipa 30 menit | Data Dipe
tidaknya dilakukan revisi POK POK
menentukan < LRA LRA
jenis dan kewenangan —<>r‘ Balanja Bolary
el i .
|| ketentuan yang berlaku rs
3 | Meneruskan proses Data Dipa | 30 menit | Data Dipa
revisi atas kewenangan 3 l POK POK
KPA i [ LRA Rencana
Belanja Revisi
i Anggaran
4 | Menghimpun data awal v DstaDipa | 30 .00. | Dsts
. i -
| phusiie
5 | Menginput  usuian Draft 30 menk | Soft copy
revisi anggaran dan b usudan dan hard
dokumen ke ] revisi, s
apiikasl RKA- KL dan j den revisi
mencetak apikasi
B RKAKL
= | Memeriksa hasll input data Hard copy 30meni | Hard copy
ot [ e m wm
vokumen dan | | sudah
- diparal
~ | Memeriksa hasil input data Hardcopy | 15menit | Usulan
revisi dan usadan revisi yang
::vwln Soiei yorg
menandatanganinya sugat —an
N , [ va diparat
= | Mengirim usulan revisi ke Soft copy 1jam | Terkirmny
DJP8 dan hard a soft copy
copy dan hard
| ||-.l|n copy serla
revisi data
_duking
Menerima Notiflkasi komputer 1 hadi Motifikasi
o i C|&
janingan
Intemet
47 | Menerima DIPA Revisi Komputer, 3 hari ADK REA
cari DJPB melalui - jaringan KL dan
VWebsite RKA- KL online !i'-'ﬂl' petikan
dan merestore ke dalam dan DIPA
apikasi RKA-KL aplikasi
| = rka-kd
17 | Memfotocopy RKA-KL RKA-KL Smenit | Ekspedisi
yang sudah E" Revisi
ditandatangani dan IM
mendistibusikannya ke sudah
samua pengelola ditandatan
kauangan gani
1. | Mengupload adk Revisi Komputer, S5menll | Terupdate
RKA- KL pada aplikasi A 4 jaringan nya data
komdanas dan intemet pada
memberikan ADK RKA- (D dan aplkasi
fasdisk komdanas




Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG. 10
PENGADILAN TINGGI BENGKULU ™[ Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016
Bengkulu Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB DIPA BADILUM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1.

2. PMKNo  65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016

PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015

S-2
S.1
D-3
SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

ot ol >

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peralatan Komputer

Printer

Jaringan Internet

Buku Pedoman/SBU

Alat Tulis Kantor

Media penyimpanan/Flasdisk
BOX File

Lemari Arsip

Data Dukung

0NN W

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan derngan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

1. Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi




NANA SOP : REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB DIPA BADILUM

KPA KABAG | KASUBB | KASUBB | STAF | KELENG ] WAKTU | outpuT
PERENCAN AG AG KAPAN
AAN DAN KEUANG | RENCAN
m AN DAN A
NO URAIAN KEGIATAN PELAPOR | PROGRA
AN M DAN
ANGGAR

- o AN

1 Meiakukan perhitungan Data Dipa 1 Jam Data Dipa
kembali penggunaan POK POK

yang terdapat LRA LRA
dalem DIPA & RKAKL Belanja Beiarga
| bemiasarkan LRA Belanja_

2  Mengevaluasi periy Tidak Data Dipa 30 menit | Data Dipa
tidanya ditakukan revisi POK POK
anggaran, menentukan LRA LRA
1an alasan revisi sesuai
«stentuan yang bertaku Ya

3 | Merneruskan proses Data Dipa 30 menit | Data Dipa
revisi atas kewenangan Al | POK POK
| KPA, LRA Rencana
| Belanja Revisi

iz | Anggaran

4 | Menghimpun data awal v Doto DIP8 | 30 et | Do12

e POK rencana
L J Revisi
. Anggaran

5 | Menginpul usulan Draft 30 menit | Soft copy
-2visi anggaran dan ! usulan dan hard
slengkapan dokumen ke feviel copy
aolikasi RKA- KL dan Komputer meyors
enoetak oned o

apikasi
REKA-KL

§ | Memeriksa hasdl input data Hard copy | 30menil | Hard copy
“okumen dan ] I revisi revisl yang
—emarafnya sudah

Giparal

7 | \emeriksa hasil input data Hardcopy | 15menit | Usulan
revisi dan kelengkapan usulan revisi yang
Zokumen dan revisi yang disetujul
menzndatanganinya seh) wtasan

Ya diparaf
8 | !Vengirim usulan revisi ke L Soft copy 1jam | Terkirimny
CJPE dan hard a soft copy
copy dan hard
usulan copy serla
revisl data
dukung
€ | lenerima Notifikasi komputer 1 harl Notifikasi
usulan revisi dari DJPB dan
jaringan
intemet

10 | Iz2nenma DIPA Revisi E Komputer, 3 havl ADK RKA
dan DJPB melalui jaringan KL dan
\*/absite RKA- KL online | internet petikan
2an merestore ke dalam dan DIPA
apiikasi RKA-KL aphkasi

rka-ki

11 | 1amfotocopy RKA-KL RKA-KL Smenit | Ekspedisi
-;ﬂm = L Revisi
d atangani yang
~=nd sibusikannya ke I__] sudah
s=Tua pengelola ditandatan
kemp gani

12 | Mengupload adk Revisi Komputer, S5menit | Terupdate
F KA- KL pada aplikasi 4 Jaringan nya data
ko dan intermet pada
r-wk:mmxm dan apikasi
KL i flasdisk komdanas
L Bagian Keungan




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.11
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG DIPA BUA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
2. PMK No : 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016

1. 52
2 51
3. D3
4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peralatan Komputer

Printer

Jaringan Internet

Buku Pedoman/SBU

Alat Tulis Kantor

Media penyimpanan/Flasdisk
BOX File

Lemari Arsip

Data Dukung

©ONOWEWN R

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

2. Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi




NAM /. SOP : REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG DIPA BUA
et | xamae T xesms |

[ KPA KABAG | KASUBS [—m STAF | KELENG | WAKTU | OUTPUT
PERENCAN AG AG KAPAN
| AANDAN | KEUANG | RENCAN
NO | URAIAN KEGIATAN o e | i
[ AN M DAN
ANGGAR
AN
1 | Melakukan perhitungan ac« 1 Jam aup
il LRA LRA
yang
| dalam DIPA & RKAKL { ) ke A
rerdasarkan LRA Belanja
2 “Aengevaluas: periu Tidak Data Dipa | 30menit | Data Dipa
Inggaran, menentukan < LRA
=nis dan kewenangan / Belargs ¥
an alasan revisi sesuai Ya
" atentuan yang beriaku
3 | “lenslazh dan Data Dipa | 30 menit | Data Dipa
Tenginventarisis rencana . | POK m‘
s program/kegatan L LRA Revist
‘an memerintahkan e Anggaran
k renprogar
mmm
reviai
4 | tienghimpun data awal oY | dmen [
] = ~
Rovisi
e:mﬁ::-nh revisi, copy
splikasi RKA- KL dan | J —— hnarvrg
ancetak aphias:
RKA-KL
6 " \amuriksa hasd input data Hardcopy | 30ment | Hard copy
revisi dan kelengkapan ::1 -"-':"“
cokurnen dan L1 sudah
nemarafrya Tidak diparaf
7 | amerksa hasi input data Hard copy | 15menit | Usulan
risi dan kelengkapan ::‘m revisi yang
ookumen dan sudah stasan
ranandatanganinya Ya Siparat
8 | \angrim usulan revisi ke L Soft copy 1jem | Terkrmay
e Agug e ——"
usudan copy serta
revisi dats
Notifikasi
9 | 1'enerima Notifikasi komputer 1 hard
\~an revisi dari DJPB FF_I dan
intornet
10 | Manedma DIPA Revisi Komputer, 3hai | ADKRKA
21 DJPB melaku 4 jasingan KL dan
\" sbade RKA- KL onfine ] inmemet petikan
.41 merestore ke dalam dan DIPA
Vikasi RKA-KL ﬂ
11 | Memifotocopy RKA-KL RIKA-KL S5menit | Ekspedisi
e g dan |:JL:| vang
and
7 =ndistibusikannya ke sudah
(o s
" F:;Ln-w:‘w I -~ (eanaadl B o
b danas dan memberkan ( ) intemet pada
£ K RKAKL ke Bagian dan aplkasi
K. .ngén dan Pelaporan flasdisk komdanas




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.11

Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

&_ l JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi -
Bengkulu Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG DIPA BADILUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara 1. §-2

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 2 Sl
2. PMK No : 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016 3. D3

4, SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peralatan Komputer

Printer

Jaringan Internet

Buku Pedoman/SBU

Alat Tulis Kantor

Media penyimpanan/Flasdisk
BOX File

Lemari Arsip

Data Dukung

CENOVAWN R

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

2. Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi




NAMA SOP : REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MA

[

LHKAMAH AGUNG DIPA BADILUM

_LI

KPA KABAG KASUBB | Kasuss STAF KELENG WAKTU OuUT PUT
PERENCAN AG AG KAPAN
AAN DAN KEUANG | RENCAN
NO URAIAN KEGIATAN L Ao | i
AN M DAN
ANGGAR
AN
1 | Melakukan perhitungan Data Dipa 1Jam | Dsta Dipa
kembali penggunaan POK POK
yang LRA LRA
dalam DIPA & RKAKL , - Bertanja Belanja
berdasarkan LRA i
2 | Mengevaluasi periu Tidak Data Dipa | 30 menit | Data Dipa
tidaknya dilakukan revisi POK POK
menentukan < LRA LRA
jenis dan kewenangan / Betanja Belanja
dan alasan revisi sesuai Ya
| ketentuan yang bertaku
i | Menelaah dan Data Dipa | 30menit | Data Dipa
IWW N l POK POK
revisi program/kegiatan =1 J LRA Rencana
dan memerintahkan Belanja Revisi
kasubbag Anggaran
untuk membuat konsap
_revisi
Menghimpun data awal Data Data
"_I mm Noment | -
R revisi
Revisi
Menginput  usulan Draft 0 menit | Soft copy
revisi anggaran dan usulan dan hard
kelengkapan dokumen ke revisi, copy
mencetak
aplikasi
. RKA-KL
Memeriksa hasil input data Hard copy 30 menit | Hard copy
revisi dan kelengkapan I L usulan usulan
dokumen dan 1 g revisi revisi yang
diparaf
Memeriksa hasil input data Hardcopy | 15menil | Usulan
revisi dan kelengkapan usulan revisi yang
dokumen dan revisi yang disetpu
menandatanganinya sudah atasan
Yo diparaf
Mengirim usulan revisi ke * Soft copy 1jam | Terddmny
Mahkamah Agung dan hard a soft copy
I:],j i oy
usulan copy serta
revisi data
Menerima Notifikasi komputer 1 hari Nofifikasi
usulan revisi dari DUPB Er I dan
jaringan
inlemst
Menerima DIPA Revisi Komputer, 3han | ADKRKA
dari DJPB melahsi ‘L:I jaringan KL dan
Website RKA- KL online | Imemet petikan
dan meresiore ke dalam dan DIPA
zplikasi RKA-KL apikas
rka-ki
Memiotocopy RKA-KL RKA-KL S5menit | Ekspedisi
yang sudah 4 Rewisi
ditandatangani dan I yang
mendistbusikannya ke sudah
semua pengelola ditandatan
| keuangan gani
adk Revisi Kompuler, | Smenkt | Ti
RKA- KL pada apiikasi 4 jaringan n;u::;.
dan membarikan intemet pada
ADK RKAKL ke Bagian -
dan Pelaporan apikasi




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
| JI. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.12

Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi =
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK DIPA BUA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
2. PMK No : 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016

S-2
S.1
D-3
SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

a5 W e

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peralatan Komputer

Printer

Jaringan Internet

Buku Pedoman/SBU

Alat Tulis Kantor

Media penyimpanan/Flasdisk
BOX File

Lemari Arsip

Data Dukung

CENOU A WN R

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

| peraturan yang berlaku

3. Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi




NAMA SOP : REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK DIPA BUA

N

KPA KABAG KASUBB | KASUBB STAF KELENG WAKTU ouT PUT
PERENCAN AG AG KAPAN
AAN DAN KEUANG | RENCANM
AN AT Sl
AN M DAN
| ANGGAR
. AN
| Melakulan Data Dips 1Jam | DataDipa
|Inm'ﬂp.w POK POK
anggaran yang LRA LRA
dalam DIPA & RKAKL Betarya Belanja
berdasarkan LRA
_Bolanja
periu Tidak Data Dipa 30 menkt | Data Dipa
ticaknya dilakukan revisi POK POK
menentukan - LRA LRA
jenis dan kewenangan '<> Belaya Belarya
dan alasan revisi sesuai Ya
_ketentuan beriaku
Meneruskan proses Data Dipa | 30ment | Data Dipa
reisi atas kewenangan POK POK
KPA LRA Rencana
Bedanja Revisi
Anggaran
Menghimpun data awal v Dota Dipa | a0, | Data
POK rencana
I_‘j Rencana revisi
Revisi
Anggaran
Menginput  usulan Draft 30 mentt | Soft copy
revisi anggaran dan usulan dan hard
kelengkapan dokumen ke iz, copy
apikasi RKA- KL dan e oo
mencetak
aplikasi
RKA-KL
Memeriksa hasil input Hard copy | 30 menit | Hard copy
dala revisi dan usulan usutan
dokumen et Pl oy
dan memarafnya bricak Sperst
Memeriksa hasd input Hard copy 15 menit | Usulan
data revisi dan usulan revisi yang
dokumen revisi yang dsetujus
dan menandatanganinya Ya MW Si—_—
Memiotocopy RKA-KL : RKA-KL Smenit | Ekspedisi
yang sudah fj Revisi
ditandatangani dan yang
mendistibusicannya ke sudah
serus pengeiola ditandatan
. keuangan gani
Me ‘-:t Revisi i Komputer, Smenil | Terupdate
RKA- aplikasi :t Jaringan data
komdanas dan intermet a
memberikan ADK RKA- dan aplikasi
Rasdisk komdanas




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
b Ji. Pembangunan No 21
|

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.13
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK DIPA BADILUM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan :

1. PMK No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
2. PMK No : 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016

S-2
S
D-3
SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

il ol

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peralatan Komputer

Printer

Jaringan Internet

Buku Pedoman/SBU

Alat Tulis Kantor

Media penyimpanan/Flasdisk
BOX File

Lemari Arsip

Data Dukung

CENOVAWN R

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

3. Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi




NALA SOP : REVIS| ANGGARAN MELALUI REVISI POK DIPA BADI

hl ul-

ol

UM

KPA KABAG | KASUBB | KASUBB | STAF | KELENG | WAKTU | OUTPUT
PERENCAN AG AG KAPAN
AAN DAN KEUANG | RENCANM
w AN DAN A
URAIAN KEGIATAN PELAPOR | PROGRA
AN M DAN
ANGGAR
! AN
Metakulkan perhitungan Data Dipa 1Jam | Data Dipa
kembali penggunaan POK POK
anggaran yang terdapat LRA LRA
datam DIPA & RKAKL Belarya Betarja
MLRA
_Belanja
Mengevaluasi periu Tidak DataDipa | 30ment | Data Dipa
ticaknya dilalukan revisi POK POK
arggaran, menentukan LRA LRA
jenis dan kewenangan _<>= Belarga Belanja
den alasan revisi sesuai Ya
__ketentuan yang beriaku
Meneruskan proses Data Dipa | 30menit | Data Dipa
revisi atas kewenangan , POK POK
KPA LRA Rencana
Beianja Revisi
Anggaran
Menghimpun data awal r Data Data
] I Rl
| S Revisi
Anggaran
Menginput  usulan Draft 30 ment | Soft copy
revisi anggaran dan usutan dan hard
keiengkapan dokumen ke ovisl, copy
aplikasi RKA- KL dan ———- v
mencetak
apbkasi
RKA-KL
Memeriksa hasil input Hard copy | 30 menit | Hard copy
dat i usulan usutan
a revisi dan | [_ - A
dar sudah
asscnsa 'L“" dperst
Memeriksa hasd input Hard copy 15 ment | Usulan
data revisi dan :':n revisi yang
dan menandatanganinya 4 sodan -
a
Memfotocopy RKA-KL " RKAKL Sment | Exspedisi
yarg sudah Revisi
ditindatangani dan yang
mendistibuskannya ke sudah
serua pengelola ditandatan
kevangan gani
Me- adk Revis! Komputer, | Sment | Terupdate
RKA- KL pada aplikasi ) Jaringan nya dsta
komdanas dan internet pada
memnberikan ADK RKA- dan aplikasi
Rasdisk komdanas




Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.14

Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

. PENGADILAN TINGGI BENGKULU
@ JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi =
Bengkulu Tanggal Efekif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)/REVIU IKU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 1. S-2

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 2. 51
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 .
Tahun 1985; 3. D3

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
Perubehan Kedua atas undang-undang Nomor 7
Tahun 1989;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Peralatan / Perlengkapan :
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;

5. Disesuzikan dengan arah kebijakan yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka 1. Peralatan Komputer
Panjang  (RPNJP)  2005-2025 dan  Rencana 2. Printer
Pembangunan Nasional Jangka Menengah 3. Jari et
(RPNJF) 2015-20189; rll'lg;n.;ntern i

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 4. Buku Pedoman/SBU
Negara Nomor : PER/O9 M.PAN/5/2007 Tentang 5. Alat Tulis Kantor
Padom;znu Umum  Penetapan Indikator  Kinerja 6. Media penyimpanan/Flasdisk
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 7. BOX File

Keterkaitan : 8. Lemari Arsip

9. Data Dukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku




N AMA SOP : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)/REVIU IKU

PELAKSANA MUTU BAKU
KETUA | WAKIL PARA | PEJABA | PARA STAF KELE | WAKT | OUT
KETUA | KABAG T KASUB NGKA u PUT
N3] URAIAN KEGIATAN KEPANI BAG PAN
TERAA
L N
5K Tim penyusunan SK, 30
IKU/Reviu IKU :'—'r—': IKU Menit
i 8 B "*

- | Melaksanakan KU 2 Hari | Kons
pembahasan indikator I I L | | MA &p
kinerja utama / reviu IKU KU

{ [ [ eviu
n 1 T KU
Memeriksa dan J Konse 330 Kons
mengoreksi konsep Tidak pIKU Menit ep
indikator kinerja MA IKU/r
utamalreviu IKU eviu
r!’.!_ KU
< | Menandatangani KU 15 IKUir
| indikator kinerja MA Menit | eviu
| utama/reviu IKU IKU
£ Mengarsipkan dan IKU/rev 15 Doku
| menyampalkan iu KU Menit men
dokumen IKU/reviu IKU IKUir
kepada sub bagian tata d) eviu
| usaha dan rumah L]
tangga untuk
digandakan kepada
pihak terkait.




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

@ JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.15

Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

1. Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009; 1. S-2

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. S1
tentang perubahan kedua atas undang- 3. D3
undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas undang- Peralatan / Perlengkapan :
undang Nomor 7 Tahun 1989;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1. Peralatan Komputer
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Printer
Tahun 2012; 3. lJaringan Internet

5. Disesuaikan dengan arah kebijakan yang 4. Buku Pedoman/SBU
tertuang dalam Rencana Pembangunan 5. Alat Tulis Kantor
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 6. Media penyimpanan/Flasdisk
dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka 7. BOX File
Menengah (RPNJP) 2015-2019; 8. Lemari Arsip

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 9. Data Dukung
Aparatur Negara Nomor : PER/09
M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Struktur Organisasi

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama/ Reviu

IKU

2. SOP Peanyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

lika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku




NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP)

PELAKSANA MUTU BAKU
KETUA ‘ WAKIL } PARA | PEJABA PARA STAF KELEN | WAKT | OUT
NO| URAIAN KEGIATAN KETUA KABAG T KASUB GKAP u PUT
KEPANI BAG AN
TERAAN |
1 | SK Tim penyusunan SK, 30
Laporan Kinerja Instansi ( ) 1KU Menit
Pemerintah PT
’ Renstr
| a
2 | Melaksanakan ¥ 2 ¥ 8K, 2 Hari | Kons
pembahasan Laporan ! ' l KU ep
Kinerja Instansi PT" LigIiP
Pemerintah - 1‘ Y Ranst
a
3 | Memeriksa den ! IKU 30 | Kons
mengoreksi Laporan Tidsk PT Menit ep
Kinerja Instansi Renstr LKjIP
Pemerintah a, data
a3 dukung
lainnya
4 | Menandatangani Konsep KU 15 Doku
Laporan Kinerja Instansi y PT . Menit
Pemennian ] Renstr LKjIP
a, data
dukung
_._~| lainnya
5 | Mengarsipkan dan IKU 15 Doku
menyampaikan dokumen FT Menit men
LKjIP kepada sub bagian Renstr LKjIP
tata usaha dan rumah a, data
tangga untuk dukung
digandakan kepada lainnya




Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.16
PENGADILAN TINGGI BENGKULU | | Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016
| JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi -
F Bengkulu Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh KPT

SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. KMA No. 144 tahun 2007 tentang 5. §-2
Keterbukaan Informasi di Pengadilan KMA & 153
No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman 7. D3
Pelayanan Informasi di Pengadilan 8. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI

No.143/KMA/SK7VIII/2007 tentang
pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung
tentang Administrasi Perencanaan, Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI,
Prototype Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung RI dan Administrasi
Perbendaharaan.

Peralatan / Perlengkapan :

Keterkaitan :

2. SOP Bagian Umum

10. Peralatan Komputer

11. Printer

12. Jaringan Internet

13. Buku Pedoman/SBU

14. Alat Tulis Kantor

15. Media penyimpanan/Flasdisk
16. BOX File

17. Lemari Arsip

18. Data Dukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidzk dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

1. Buku agenda surat masuk
buku agenda surat keluar
dokumen surat masuk
dokumen surat keluar
Buku Ekspedisi

v AW




NAMA SOP: SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK

== Pelaksana Muto Baka
KPA/ Kabay Kasab Staf Hagian Persyarstan/ | Walkin Outpat
Krtua Perenca Bag Perenca Umum Perfengkapa
Urnian Keglatan masn Perenca 1] "
dan naan
Kepegaw
aian
F— - m“
Menyerahiom surt/berkas & 2 menit
T ) | sesutan
. Mierermma sural susat’herkas 10 Dncatat
- Meneiaah surat/berkas yg yg sudah di it | dim
surst
. masuk
Jikn surat memerhukan suratberkes 30 Ada surat
butassn mals perio dibust ¥ sudah di memt | balasan
surat balasan = disposisi
Meneiiti dan memanfian Konsep surat 10 Surat yang
surt/berkns balasan, yg memt | sudsh di
ielsh dibont yg kemudisn paraf
Perencansan dan D
Kepegawman
Memandutangani sural yang Surst yang 10 | Surst yang
telah diparaf oleh Kasub bag \ : sucah di peraf | menit | sudahdi
Perencansan dan Kabsg tidak mndntangan
Perencanaan dan ( i
Kepegawaimsn
Meminta nomor surst kehuar ya Surat yang 3 menit | Ada nomor
sudah di sural
Memfotocopy surst, Surdw:s 5 mennt | Amip surat
mencatat dim agonda sumt sudah di ketoar dao
program dan anggaran dan dan diberi bk agenda
ok nOomor surat kelusr
Menyerahkah surat/berias i Suratberkas | 2 menit | Ekspedisi
Utk dikirim oleh bag. urmm yang sudsh st
dumesukan ke
dalam
amplop




= Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.17
i PENGADILAN TINGG!I BENGKULU ™| Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016
6 JI. Pembangunan No 21 Tanggal Revisi B
Bengkulu Tanggal Efektif 04 Januari 2016
' Disahkan oleh KPT

SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR

Pelayanan Informasi di Pengadilan

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI
No.143/KMA/SK7VIIN/2007 tentang
pemberlakuan BUKU | Mahkamah Agung
tentang Administrasi Perencanaan, Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R,
Prototype Gedung Kantor dan Rumah

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. KMA No. 144 tahun 2007 tentang 5. S-2
Keterbukaan Informasi di Pengadilan KMA 6. S.1
No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman 7. D3

8. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Peralatan / Perlengkapan :

Jabatan Badan Peradilan Dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi
Perbendaharaan.

Keterkaitan :

2. SOP Bagian Umum

10. Peralatan Komputer

11. Printer

12. Jaringan Internet

13. Buku Pedoman/SBU

14. Alat Tulis Kantor

15. Media penyimpanan/Flasdisk
16. BOX File

17. Lemari Arsip

18. Data Dukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

1. Buku agenda surat masuk
buku agenda surat keluar
dokumen surat masuk
dokumen surat keluar
Buku Ekspedisi

wn: B Wi




NAMA SOP: SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR

Pelnksana ll.'_ll_!an
KPA/ Kabag Kasab Stxf Bagisn Persyaratan/ | Walkiu Ouipat
Ketua Perenca Bag Perenca Umam Perfeaglapa
Uratan Kegintan nasn Perenca aRan n
dan nas®
Kepegaw
sian — =
i L’_) ygsodshdi | 2 e
e sudah di disposis: disposzsi
- Menerma surat surst’berkas 10 Dictat
- Menciash surat/berkas yg ¥g sudah di memt | dim
surst
masuk
Jika surm memeriuican surat/berkas 30 Ads surst
batasan raka perio dibust yg sudsh di menit | balasan
surat balasan L disposisi
Menelii dan memarnfkan Konsep surat 10 Surst yang
:ht-h-u,n memit xd
dibost yg | s
akan diserabkun kpd Kabag. Dl—-—
Perencanaan dan
Kepegawaian
Morandatangani St yang Surst yeng 10 Surat yang
telsh dipacaf oich Kasub bag 4 o sucsh di paaf | menit | sodah di
Perencanasn dan Kabag \ tandatangan
Pevencanasn dan / i
Kepepawan
Memminta nomor surat kehuse yu 5“):‘ 3 menit :\:‘m
Memibeocopy surat, Swlyl; Smennt | Arsip surst
mencatat dim agenda surat 1j sudah di leehesr dan
keluar bagian rencana tendatangan dicatmt dim
Mcycrahksh surel/bercas v Surat/berkss | 2 menmit | Ekspedsi
Utk dikirim olch bag. umum mmdlbh surat
dalsm
amplop




PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP W8-U/SOP/RENPROG.18
Tanggal Pembuatan | 04 Januari 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

Disahkan oleh KPT

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. KMA No. 144 tahun 2007 tentang 1. S-2 Hukum
Keterbukaan Informasi di Pengadilan KMA 2. S-1Hukum
No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman 3. S-1 Ekonomi
Pelayanan Informasi di Pengadilan
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Peralatan / Perlengkapan :
No 143/KMA/SK/VII/2017 tentang
Pemberlakuan Buku | Pada Bagian Ketiga 1. Peralatan Komputer
(Prosedur Penyampaian Laporan 2. Printer
Pelaksanaan Kegiatan) 3. Jaringan Internet
Keterkaitan : 4. Buku Pedoman/SBU
5. Alat Tulis Kantor
6. Maedia penyimpanan/Flasdisk
7. BOXFile
8. Lemari Arsip
9. Data Dukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak
berjalan dengan baik dan akan berimbas pada
penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku

Tim Penyusun Laporan Tahunan




1 1

bahan - bahan
dari masing -
masing saiuan
kerja di wilayah
Bengkulu  dan

menywsun nya
dalam sebuah

Konsep Laporan
Tahunan

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

——



BENGKULU

PENGADILAN TINGGI

JL.PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKUU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Dasar Hukum :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

134/KMA/SK/VI111/2007 tentang memberlakukan Buku |I.

Keterkaitan :

1. SOP Surat Keluar

Peringatan :
Jika tidak disusun maka akan kesulitan melacak surat yang
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pimpinan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami aturan hukum tentang tata persuratan.
2. Memahami tata cara pembuatan surat masuk.

3. Berpengalaman dalam mencatat surat masuk.

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer

2. Alat Tulis
3. Printer
4. Buku Pencatatan Surat Keluar

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA MUTU
No. KEGIATAN Kasubb Kab
Staf :-BU&R-?Q VIV(IEII{I' sef:rr abag Kelengkapan Waktu Output Ket
" S | —)
enerima Surat
1 masuk ,\B/Iear:jf Surat 10 menit|Surat masuk
"—| Surat masuk
Mengagendakan yang sudah
2 surat .de.m Surat masuk | 10 menit | diagendakan
Mengisi lembar dan diberi
disposisi lembar
disposisi
Surat masuk
Memeriksa "_| yang sudah Lembar
3 kelengkapan diagendakan 5 menit | disposisi yg
surat masuk dan diberi sudah diberi
lembar pengantar
disposisi
v Lembar Lembar
Memeriksa surat |:_| disposisi yg disposisi yg
4 dan memberikan sudah 10 menit | sudah diparaf
disposisi diberi untuk
pengantar diteruskan
Z/Iemerikss S_Llirat Lembar Surat yang
_‘f’m m_e'_n erikan v disposisi yg telah diperiksa
5 d|5pp$|3| ke 1 sudah 10 it dan jika
bagian . l— diparaf men dianggap
l;esekretanatan T untuk perlu diberi
an diteruskan disposisi
kepaniteraan.
Meneruskan
mask dan Surat yang
6 memberi paraf Y tellah. 10 menit Disposisi
pada lembar diperiksa
disposisi
Menerima dan
mencatat surat
7 yang telah Disposisi 5 menit | Hasil disposisi
didisposisi
Mendistribusikan v ) . Distribusi dan
8 | surat sesuai D D|spos.|5| Yang[ 5 menit| tanda terima
tujuan surat. telah dicatat surat




PENGADILAN TINGGI

JL. PEMBANGUNAN NO. 21
BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENATAUSAHAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

Keterkaitan :

1. SOP Surat Masuk

Peringatan :

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pimpinan.

134/KMA/SK/V111/2007 tentang memberlakukan Buku 1.

Jika tidak disusun maka akan kesulitan melacak surat yang

Printer

HpPON =~

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami aturan perundang-undangan tentang surat-
menyurat.

2. Memahami tata cara pembuatan surat keluar.

3. Berpengalaman dalam mencatat surat keluar.

Peralatan / Perlengkapan :

Komputer
Alat Tulis

Buku Pencatatan Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Bidang| Staf Kasubbag | Kabag Sekret |Ketu | Kelengkapan | Waktu Output Ket
TU&RT aris a
Menyampaikan surat masuk Draft surat
draft surat keluar
yang yang keluar
1 [ ] membutuhkan | 3 menit
memerlukan _J jawaban,
tanda tangan A o
koordinasi dll
Ketua
Draft surat
_ keluar yang
Menerima Draft surat ) sudah
2 | draft surat 1 menit dicatat
keluar
keluar pada buku
agenda
Draft surat :
Menyampaikan X keluar yang Penyampai
A : . an draft
3 | draft surat sudah dicatat 3 menit
keluar pada buku surat
agenda keluar
Draft surat
Meneruskan Penyampaian yang telah
4 | dan memaraf 1 draft surat 3 menit | diperiksa
draft surat > [ keluar dan di
paraf
Draft surat
keluar
yang
v sudah
Memeriksa Ny Draft surat diperiksa
T yang telah . dan atau
5| dan memaraf -2 3 menit .
A diperiksa dan jika
draft surat . )

di paraf dianggap
perlu
ditandatan

N( gani
/v Eulrat
eluar
Meneliti dan _<\> Draft surat yang telah
6 | menandatanga T keluar yang 5 it i
ni surat keluagr telah diperiksa men dltan_data
dan paraf ngani




PELAKSANA

MUTU BAKU

No{ KEGIATAN Kasubbag | Kabag | pany Ket
Bidang| Staf TU&RT Sek Ketua |Kelengkapan| Waktu Output
Surat
keluar
Mengagendakan, Surat keluar yang telah
7 memberikan yang telah di [ 5 menit ditandata
nomor dan Y tandatangani ngani,
memberi cap diberikan
nomor dan

cap




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL.PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

Dasar Hukum :

1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara):
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas
mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang
dipimpinnya.

2. Pasal 44 Bab VIl UU 1/2004 (Perbendaharaan

Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D

yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-

baiknya.

PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah).

PP 6/2006 (Pengelolaan BMN).

PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi

BMN).

PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN).

PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Pemerintah Pusat).

8. Per DJPB 51/PB/2008.

arw

No

Keterkaitan :

1. SOP Pemeliharaan
2. SOP Pengarsipan
3. SOP Laporan

Peringatan :

Apabila tidak segera dilakukan penghapusan maka biaya
pemeliharaan barang bertambah sedangkan pemanfaat
barang sudah tidak maksimal lagi.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami aturan perundang-undangan tentang
Penatausahaan Persediaan.

2. Memahami tata cara Penatausahaan Persediaan.

3. Berpengalaman dalam melakukan Penatausahaan
Persediaan.

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer

2. Alat Tulis

3. Printer

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA

MUTU BAKU

No. KEGIATAN Bendahara

Pengeluaran

Kasubbag

TU&RT PPK

Penerima

Persediaan Waktu

KPA Kelengkapan Output

Ket

Membuat
usulan barang-
1 b?rang yang D
dibutuhkan A
pegawai dan
stock/cadangan
persediaan

Usulan
Persedia
an

Usulan
Persediaan

1 hari

Memeriksa
usulan

persediaan, jika T Y
2 | setuju

memparaf surat
usulan
persediaan, jika
tidak
dikembalikan
ke Kasubbag
TU dan RT

Usulan
Persedia
an

Usulan
Persediaan

60 menit

Memeriksa
usulan
persediaan, jika
setuju
menandatanga
ni surat usulan
persediaan

3 | selanjutnya
melakukan
pembelian
barang,
dikembalikan

Usulan
Persedia
an yang
telah
disetujui

Usulan
Y Persediaan

60 menit

dan Kasubbag
TU
dan RT




No.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kasubbag
TU&RT

Bendahara
Pengeluaran

PPK

KPA

Penerima
Persediaan

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Mencairkan
dana pembelian
persediaan
sesuai dengan
usulan

F

[ ]
L

Usulan
Persediaan
yang telah
disetujui

60 menit

Persediaan

Membeli
barang sesuai
dengan
usulan
persediaan

Usulan
Persediaan
yang telah
disetujui

1 hari

Persediaan

Memeriksa
barang apakah
sama dengan
usulan yang
telah disetujui,
bila setuju
didistribusikan
kepada pegawai
/ disimpan. Bila
tidak
dikembalikan
kepada
Kasubbag TU

Persediaan

30 menit

Hasil Data
Rekon
siliasi

Persedia
an

Mendistribusika
n kepada
pegawai sesuai
kebutuhan /
disimpan
berdasarkan
kodefikasi
barang

A 4

Persediaan

60 menit

Tanda
Terima

Menginput
kedalam
Aplikasi
persediaan

Persediaan

60 menit

Laporan
Persediaan

SOP
Peng
arsipan
Dokumen




Nomor SOP

PENGADILAN TINGGI

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

BENGKULU

Tanggal Efektif

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PELAKSANAAN BELANJA RUTIN

Dasar Hukum :

1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara):
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas
mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang
dipimpinnya.

2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara):

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah).

PP 6/2006 (Pengelolaan BMN).

PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi

BMN).

PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN).

PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Pemerintah Pusat).

8. Per DJPB 51/PB/2008.

ok w

No

Keterkaitan :
1. SOP Pengarsipan
2. SOP Persediaan

Peringatan :

Apabila tidak segera dilakukan penghapusan maka biaya
pemeliharaan barang bertambah sedangkan pemanfaat
barang sudah tidak maksimal lagi.

Rutin.

1. Komputer
2. Alat Tulis
3. Printer

Kualifikasi Pelaksana :
1. Memahami aturan perundang-undangan tentang

Pelaksanaan Belanja Rutin.
2. Memahami tata cara Pelaksanaan Belanja Rutin.
3. Berpengalaman dalam melakukan Pelaksanaan Belanja

Peralatan / Perlengkapan :

Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Kasubbag| Bendahara Penerima Ket
Staf TU&RTg Pengeluaran PPK Barang Kelengkapan | Waktu Output

Membuat
rencana barang-
z.a;)ralpg yang Merencana Merencana

e o | e

) barang 1 hari | barang

pegawal dengan yang akan yang akan
memperhatikan dibsli dibeli.
stock/cadangan ’
barang yang
masih tersedia.
Memeriksa dan
memaraf rencana Menyetujui
barang - barang Merencana rencana
yang dibeli A 4 barang-

5 | sesuai kebutuhan E:l E::z:g' 1 hari | P2
pegawai dengan A 9 yang akan
memperhatikan yang akan dibeli
stock/cadangan dibeli. sesuai
barang yang kebutuhan
masih tersedia.

Memeriksa

rencana barang

- barang yang

dibeli sesuai

kebutuhan

pegawai ‘L Menyetuijui Mena.mdata
dengan T rencana ngani
memperhatikan barang- E:;::Eg]'
stock/cadangan barang i

° barang yangg Y yang akan 60 menit ygng_akan
masih tersedia, dibeli dibeli .
jika setuju sesuai sesuai
ditanda tangani, kebutuhan kebutuhan
jika tidak
dikembalikan ke []

Kasubbag TU
dan RT.




PELAKSANA

MUTU BAKU

No| KEGIATAN . Ket
Kasubbag| Bendahara Penerima
Staf TUSRT Pengeluaran PPK | persediaan Kelengkapan | Waktu Output
D Mencairkan
. Menandatan dana uqtuk
Mencairkan . pembelian
. gani barang-
dana pembelian barang van barang-
4 | persediaan < akan 3it))leli 9 60 menit|barang yang
sesuai dengan L . disetujui
usulan sesual sesuai
kebutuhan kebutuhan
Pegawai
Mencairkan
dana untuk
pembelian Pembelian
Membeli barang v barang- barang-
5 | sesuai dengan j barang yang | 60 menit|barang
kebutuhan disetujui sesuai
sesuai kebutuhan
kebutuhan
Pegawai
Memeriksa Pembelian
barang dan A 4 Barang- Stock
6 | mendistribusika l barang 30 menit|Barang yang
n kepada sesuai tersedia
. kebutuhan
pegawai.
Mendistribusika A 4 Stock
7 | n kepada :I Barang 60 menit Tan.da
egawai sesuai yang Terima
peg tersedia
Menginput
SOP
kedalam Tanda .. |Laporan )
8 Aplikasi [j Terima 60 menit stock barang Per::dla

persediaan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

Dasar Hukum :

1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): 1.
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas 2.
mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi 3.
tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang
dipimpinnya.

2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara):
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah).

PP 6/2006 (Pengelolaan BMN).

PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi
BMN).

PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN).

PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Pemerintah Pusat).

8. Per DJPB 51/PB/2008.

ok w

No

Keterkaitan :

Apabila tidak segera dilakukan penghapusan maka biaya
pemeliharaan barang bertambah sedangkan pemanfaat

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami aturan perundang-undangan tentang
Pemeliharaan sarana prasarana.

Memahami tata cara Pemeliharaan sarana prasarana.
Berpengalaman dalam melakukan Pemeliharaan sarana
prasarana.

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pemeliharaan 1. Komputer

2. SOP Pengarsipan 2. Alat Tulis

3. SOP Laporan 3. Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

barang sudah tidak maksimal lagi.

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Ket
Petugas PPK KPA Bendahara Kelengkapan Waktu Output €
Pengeluaran
Petugas
menilai kondisi Blangko
isi ] isi fisi emeriksaan
1 fisik sarana B Kondisi fisik 3 hari ? .
prasarana 7'y barang ISk yang
yang telah terisi
memerlukan
Melakukan
analisi Usulan
perawatan T Y Blangk.o kebutuhan
o | sarpras pemeriksaan | 450 menit perawatan
berdasarkan \/ fisik yang sarana
ketersediaan Y telah terisi prasarana
dana dan skala
priaritas
Menyetujui Usulan Usulan
usulan v kebutuhan kebutuhan
3 kebutuhan 1 15 it perawatan
perawatan perawatan menit | sarana
sarana sarana prasarana yang
prasarana prasarana telah disetujui
M " Usulan Dana
encairkan
perawatan
dana kebutuhan \ 4 kebutur;an sarana
4 | perawatan [ perawatan 60 menit
sarana sarpras yang prasarana,
prasarana telah Jadwal
disetujui perawatan
Laporan hasil
Dana
lgﬂ;l;\xz?::kan v perawatan . perawatan
5 | sarana :I sarana 1 hari sarpras, bukti-
prasarana prasarana, bukti
Jadwal perawatan
Laporan hasil
Mendokumenta perawatan Laporan SOP
sikan laporan v sarana ) perawatan )
6 erawatan 60 menit Pengarsipan
P prasarana, sarana D
sarana - : okumen
bukti-bukti prasarana
prasarana perawatan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENATAAN BUKU PERPUSTAKAAN

2.

3.

Dasar Hukum :
1.

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1990, tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Rl Nomor 10
Tahun 2004, tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Keterkaitan :
1.
2.

SOP Buku Kendali
SOP Pengarsipan

Peringatan :

Apablia prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan yang
distandarkan dapat menyebabkan keterlambatan pada
Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelayanan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami aturan perundang-undangan tentang
perpustakaan.

2. Memahami tata cara perpustakaan.

3. Berpengalaman dalam melakukan kegiatan
perpustakaan.

Peralatan / Perlengkapan :
Buku Kendali Peminjaman
Map File Pengarsipan
Pena

Komputer

Kertas

arwN =

Pencatatan dan Pendataan :
1. Mencatat buku kendali perpustakaan
2. Mengarsipkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Petugas Kasubbag . Ket
Perpustakaan| TUSRT Pegawai | Kelengkapan Waktu Output
A Pengolahan Buku
. . Juknis . .| Buku-buku
1 | Menginvantarisis Buku - l ] Keperpustaka Dlske;s;]ual yang telah di
buku yang di dapat an kelompokan
Buku - buku
v yang telah di
, | Mengkasifikasikan Buku - buku . Klasifikasikan
Buku yang telah di Jam berdasarkan
kelompokan judul dan
tema
Buku - buku
v yang telah di
3 Membuat katalog klasifikasikan 3 jam Katalog buku
Buku berdasarkan
judul dan
tema
v Buku yang
Membuat Label Pada - .
4 Katalog buku | Kondisional [ telah dibuat
Buku
Labelnya
Y Laporan buku
Menata Buku di Rak Buku yang , P
® | Buku telah dibuat | 15menit | yang telah
Label nya siap
\ 4 L buk Laporan buku
Membuat laporan ke aporan buku | oap tak
6 atasan yang telah 15 menit iPerpustaka
siap an




PELAKSANA

MUTU BAKU

No. KEGIATAN Petugas Kasubbag . Keterangan
Perpustakaan| TU&RT Pegawai | Kelengkapan Waktu Output
B Peminjaman Buku
Syarat untuk .
- Buk d
1 I;ermohonan B meminjam 15 menit i:.:rgang i
eminjaman Buku buku pinj
Buku yang di buku siap di
Mencatat dalam buku pinjam dan pinjamkan dan
2 | kendali peminjaman buku buku kendali 30 menit telah di catat
peminjaman dalam buku
buku kendali
buku siap di Buku yang
pinjamkan dipinjam yang
3 '\giny:g:k;”iﬁ:ﬁ Y dantelahdi | 10menit | telah dibubuhi
yang piny catat dalam tanggal
buku kendali pengembalian
Buku yang
by dipinjam Buku yang
Menerima buku yang yang telah - dipinjam dan
4 akan dipinjam dibubuhi Kondisional akan
tanggal dikembalikan
pengembalia
v Buku yang
5 Mengembalikan Buku dipinjam dan ) Buku siap
ibini k 15 menit dikembalikan
yang dipinjam axan I I
dikembalikan
6 Menerima Buku yang AL Buku siap 15 menit Buku yang
dikembalikan dikembalikan : dikembalikan
Buku yang
Mencatat dalam buku v dikembalikan
kendali peminjaman, Buku yang . dan dicatat
7 ) . 15 menit :
buku yang telah dikembalikan dalam kendali
dikembalikan buku
peminjaman
Buku yang
dikembalikan
Membuat laporan \ 4 dan dicatat ) Laporan
8 dal 15 menit
perpustakaan alam Perpustakaan
kendali buku
peminjaman
M ima | Y Laporan Laporan
9 enerima laporan Perpustaka 15 menit p
perpustakaan an Perpustakaan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

Noohrwn=

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996
Peraturan Menteri PAN No.Per/20/M.Pan/04/2008
Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VI11/2007
Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VI11/2007
Peraturan Sekma RI No.002 Tahun 2012

Perma No.7 Tahun 2015

Keterkaitan :
SOP Penatausahaan Persediaan

Peringatan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Peradilan akan terhambat

2. Printer

1. S1 - Ekonomi
2. Diploma
3. SLTA

Kualifikasi Pelaksana :

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop

3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :
Dokumen Persediaan Barang ATK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Petugas Kasubba . Persyaratan/
Persegiaan TU&RTg Sekretaris Perlezgkapan Waktu Output
1 Mengmput data . Terdatanya informasi
persediaan yang - Nota Pembelian 2 Jam )
barang persediaan
masuk
Menginput data A 4 - Nota Permintaan Tersimpannya
keluar/pemakaian ) . .
2 barang [:I - Buku Pengambilan 2 Jam |nform§S| barang
. Barang persediaan
persediaan
Mengecek data
pada aplikasi dan v Terdapat kesesuaian
3 pada_ lemari I::I - Aplikasi Persediaan 1 Hari antara data aplikasi
penyimpanan dan barang dalam
persediaan harus lemari ATK
sama
Membuat Laporan v
4 Kondisi Barang I:_|< - Laporan Persediaan 1 Hari | Laporan Persediaan
Persediaan
Menerima dan
5 Mengkoreksi - Laporan Persediaan 1 Jam Tersedjanya laporan
laporan tentang > < persediaan
aplikasi barang
Meneliti,
menyetujui
laporan
6 persediaan dan > - Laporan Persediaan 1 Jam Tersedianya laporan
memutuskan persediaan
untuk pengadaan
barang yang telah
habis
Menindak lanjuti
instruksi/keputusa
7 ;eunngt:zaan [:1 - Laporan Persediaan 1 Hari :)-Z:::gilzgr}:a laporan
barang

persediaan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum :

1. SEMA No.5 Tahun 1996

2. Per. Men. Pan No. Per/20/M.Pan/04/2006

3. Per. Sek. MA Tgl.24 Mei 2012 No.002 Tahun 2012

Keterkaitan :
SOP Bidang Keuangan

Peringatan :

Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan
peradilan

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1-Teknik Sipil

2. S1 - Ekonomi

3. Diploma llI

4. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Alat Transportasi

Pencatatan dan Pendataan :
1. Buku Kegiatan

2. Buku Kontrol

3. Kartu Kendali

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Bendahara Kasubbag Persyaratan/
Pengeluaran PPK TU&RT Perlengkapan Waktu Output
Membuat rencana - Program Kerja
kegiatan ] - RAB .. | Dibuatkannya
! pemeliharaan 'y - RKA - KL 30 Menit Rencana Kegiatan
kendaraan - ATK
\
Mempelajari dan 4 - RKA - KL Ditandatanganinya
2 menyetujui sarana < - Usulan 1 Jam rencana
pemeliharaan pemeliharaan
Melaksanakan - Usulan Dilakukannya
3 rencana ;l_ - Kendaraan Dinas 15 Menit | pemeliharaan
pemeliharaan kendaraan
Melakukan < - Uang Q|bukukan daq
4 ¢ dibuatkan bukti
pembayaran - Nota
pengeluaran
Ditempatkannya
Mengarsipkan v Dokumen
5 dokumen kwitansi - Kwitansi 10 Menit | pemeliharaan
+ pajak pada arsip
keuangan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN HALAMAN

Dasar Hukum :
1. SEMA No.5 Tahun 1996

2. Per. Men. Pan No. Per/20/M.Pan/04/2006
3. Per. Sek. MA Tgl.24 Mei 2012 No.002 Tahun 2012

Keterkaitan :
SOP Bidang Keuangan

Peringatan :

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1-Teknik Sipil

2. S1-Ekonomi

3. Diploma llI

4. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Alat Transportasi

Pencatatan dan Pendataan :

1.

Buku Kegiatan

Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan 2. Buku Kontrol
peradilan 3. Kartu Kendali
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasubbag Persyaratan/
KPA PPK TUSRT Perlengkapan Waktu Output

Membuat rencana
kegiatan

- Program Kerja
- RAB
- RKA - KL

Dibuatkannya

dokumen pada arsip

! pemeliharaan —C] - Dokumen Kontrak 30 Menit Rencana Kegiatan
bangunan dan
halaman - BA, Pelelangan
- ATK
2 Menerima - RAB 1 Jam Disetujui tidaknya
rencana kegiatan - RKA - KL rencana kegiatan
Menunjuk pihak X - RAB
3 ke-ll sebagai <> - RKA - KL 15 Menit | Dibuatkannya kontrak
mitra - Dokumen Kontrak
4 g;gs:;‘a;;n _|——| - RAB Dibuatkannya laporan
kegiatan ’ - RKA - KL hasil pengawasan
M:k”;_r;rgrf won v -RAB Dibuatkannya bukti
5 p ] ] - RKA - KL 10 Menit | pembayaran dan
melakukan . . . .
- Kwitansi penerimaan pekerjaan
pembayaran
Menerima dan
mengarsipkan v .
6 dokumen - Laporan 10 Menit Ditempatkannya

pelaksanaan
kegiatan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGELOLAAN TENAGA SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996
Peraturan Menteri PAN No.Per/20/M.Pan/04/2008
Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VI111/2007
Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007
Peraturan Sekma RI No.002 Tahun 2012

Perma No.7 Tahun 2015

Nookwh=

Keterkaitan :
SOP Kerja Tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga

Peringatan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
menjadi tidak nyaman.

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 - Ekonomi
2. Diploma
3. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :
Dokumen Kerja Tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Staf Kasubbag . Persyaratan/
TU & RT TU&RT Sekretaris KPT Perlengkapan Waktu Output
Menginventarisir
jumlah tenaga Terdatanya
honorer untuk .
) - Kontrak Kerja . tenaga honorer
1 kebersihan 1 Hari
- SK Honor dan kelengkapan
kantor dan o .
administrasinya
pengamanan
kantor
Menyusun
pembagian tugas \ 4 - Alat Tulis Kantor Terdatanya tugas

2 kepada masing- I::I (ATK) 1 Hari setiap tenaga
masing tenaga - SK Honor honorer
honorer
Mengetik v ) quputer/Laptop Tersedianya draf

. - Printer .
3 pembagian tugas T e , 2 Jam pembagian tugas
] - Draf pembagian
tenaga honorer t tenaga honorer
ugas
- Draf pembagian
. tugas Terselesaikannya
Mengkorek3| - Kontrak Kerja draf pembagian
4 pembagian yang P 2 Jam
telah disusun - SK Honor tugas tenaga
- Alat Tulis Kantor honorer
(ATK)
- Draf pembagian
Menandatangani tugas . .
y . Disetujuinya
daftar - Kontrak Kerja . .

5 . 1 Hari pembagian tugas
pembagian tugas - SK Honor tenaga honorer
tenaga honorer - Alat Tulis Kantor ¢

(ATK)
Menginformasika - Draf pembagian Q|ketahu_| dan
. dipahaminya
n pembagian tugas . .

6 P - Kontrak Keria 1 Hari pemabgian tugas
tugas kepada | ] oleh setiap tenaga
tenaga honorer - SK Honor honorer
Mengawasi
kegiatan petugas v - Program Kerja

7 Satpam dan —1 - RKA - KL Evaluasi
petugas - SK Honorer
Kebersihan - ATK
Kantor
Hasil ]
pengawasan [J

8 te_rsebut - Laporan Laporan
dilaporkan
kepada E j

Sekretaris




Sekretaris
melaporkan
kepada KPT
untuk dapat
tidaknya
diterbitkan SK
pengangkatan
tahun berikutnya
dalam DIPA

- Usulan Laporan

SK Honorer

10

Hasil Evaluasi
dilaporkan
kepada
Sekretaris

- Laporan

Dokumen




Nomor SOP

PENGADILAN TINGGI

Tanggal Pembuatan

BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGAWASAN PETUGAS CLEANING SERVICE / KEAMANAN / SOPIR / TUKANG KEBUN

Dasar Hukum :

1. SEMA No.5 Tahun 1996

2. Per. Men. Pan No. Per/20/M.Pan/04/2006

3. Per. Sek. MA Tgl.24 Mei 2012 No.002 Tahun 2012

Keterkaitan :
SOP Kerja Tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga

Peringatan :
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.
Kelalaian menerapkannya akan menghambat pembaharuan

Kualifikasi Pelaksana :
1. Diplomalll
2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer/ Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Alat Transportasi

Pencatatan dan Pendataan :
1. Buku Kegiatan
2. Buku Kontrol

peradilan. 3. Kartu Kendali
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN . Kasubbag Persyaratan/
KPT Sekretaris TUSRT Perlengkapan Waktu Output
a/leegri]ggvr:a;;tugas - Program Kerja
) - RKA - KL .
1 CIearung - SK Honorer Evaluasi
Service/Keamanan/
3 - ATK
Supir
Hasil Pengawasan v
2 tersebut dilaporkan JI_:I - Laporan Laporan
kepada Sekretaris 1}
Sekretaris
melaporkan kepada
KPT, untuk dapat
3 tidaknya diterbitkan <\ : tl;u(l)e:;n SK Honorer
SK pengangkatan / P
tahun berikutnya
dalam DIPA
Hasil Evaluasi
4 dilaporkan kepada > - Laporan Dokumen
Sekretaris




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan

Tinggi Bengkulu

SOP PENGELOLAAN TATA KEARSIPAN

Dasar Hukum :

- KMA No.137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas
keputusan Ketua MA Rl Nomor 143/KMA/SK/VI111/2007

- Peraturan Sekretaris MA Rl No.002 Tahun 2012 tentang
Pedoman SOP di lingkungan MA RI dan Badan Perdilan

2. SLTA

Kualifikasi Pelaksana :
1. DIII/S1 Teknik Informatika/Komputer

dibawahnya

Keterkaitan :
SOP Penatausahaan Persuratan

Peringatan :

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.
Kelalaian menerapkannya akan menghambat pembaharuan

1.

Peralatan / Perlengkapan :
Surat
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Tempat Arsip

Pencatatan dan Pendataan :

peradilan.
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Petugas Kasubbag . Persyaratan/
Arsip TU &RT Sekretaris Perlengkapan Waktu Output
Menerima surat / Tersimpannya

1 dokgmen d?n - Dokumen/Surat 1 Jam dokumen ke dalam
bagian-bagian yang tempat arsip
akan diarsipkan
Memasukan dan
menyusun setiap v Tersimpannya

2 surat/onumen | | - Dokumen/Surat 10 Menit | dokumen ke dalam
sesuai dengan tempat arsip
kode berkas ke
dalam box arsip
Memelihara surat-
surat di dalam

3 tsirgz;l; ?)rilsép | | - Obat Anti Hama Sef\gnja Terawatnya
dibutuhkan kembali - Dokumen Wakty | dokumen/arsip
dengan mudah
ditemukan
Menata kembali
arsip surat setiap

4 ;k:r"r f:jr;:lr(]aiagox | 1. - Box File (Odner) 5 Hari Tertatanya arsip dan

ny [~ Baru mudah dicari
arsip untuk tempat
arsip surat tahun
berjalan
Menyeleksi arsip . ) Terseleksinya arsip

S | aktif L T | -Arsip 2Han | ot
Membuat laporan - Komputer/Laptop Dibuatkannya laporan

6 keadaan arsip =|_. - Printer 1 Hari mengenai keadaan
kepada pimpinan - Arsip arsip

. Laporan yang akurat
Mengecek laporan - Laporan Arsip ) .

7 ) > . 1 Hari mengenai keadaan
kearsipan - Arsip arsip
Memusnahkan
arsip yang tidak

8 diperlukan dengan < Y - Dokumen/Arsip 5 Hari (?sll(tz:relzn/arsi
acuan peraturan P
yang berlaku




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PROTOKOLER DAN PENERIMAAN TAMU

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Mahkamah Agung No.
143/KMA/SK/VIIN/2007

Peraturan Sekretaris MA Rl No.002 Tahun 2012 tentang
Pedoman SOP di lingkungan MA RI dan Badan Perdilan
dibawahnya

Keterkaitan :

Kualifikasi Pelaksana :

- Strata 1
- Diploma 3
- SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

- Kendaraan
- Komputer
- Tempat/Ruangan
Peringatan : - Sopir
Pencatatan dan Pendataan :
KaSubBag Tata Usaha dan Rumah Tangga
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasubbag Petugas . Persyaratan/
TU &RT Protokoler Pengemudi Perlengkapan Waktu Output
Membuatdraft Combuter. Jadwal Jadwal Kedatangan
1 jadw_al kedatangan puter, 1 Jam dan Jadwal acara
dan jadwal acara acara tamu
tamu
Memerintahkan v Draft jadwal dan
2 petugas protokoler Computer, Jadwal 1 Jam .
acara petugas
dan pengemudi
Mempersiapkan
3 kendaraan untuk Kendaraan 30 Menit | Kendaraan
penjemputan
Mempersiapkan v
tempat untuk Ruangan 1Jam | Tempat acara
4 menerima tamu di Il—l 9 P
kantar
Menyambut/ A 4
_|A
5 | Menjemput tamu ¥ Kendaraan 2 Jam Fk’ela;yanan tamu
dibandara antor
6 Mengantarkan tamu Kendaraan 1 Hari Pelayanan tamu
sesuai kebutuhan kantor
7 Menerima tamu di Ruanaan 2 Jam Pelayanan tamu
kantor 9 kantor
8 Menyedlakan IE Snack/Makanan 1 Jam Pelayanan tamu
jamuan untuk tamu I kantor
g | Mengantarkan tamu (j Kendaraan 2 Jam | Pelayanan tamu
pulang ke bandara kantor




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP KEGIATAN RAPAT

Dasar Hukum :

- Surat Keputusan Mahkamah Agung No.
143/KMA/SK/VIIN/2007

- Peraturan Sekretaris MA Rl No.002 Tahun 2012 tentang
Pedoman SOP di lingkungan MA RI dan Badan Perdilan
dibawahnya

Keterkaitan :

Kualifikasi Pelaksana :
- Strata 1
- Diploma 3
- SLTA

Peralatan / Perlengkapan :
- Laptop
- Tempat Infokus
- Buku Agenda Rapat
- Kertas HVS

Peringatan : - Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan :
KaSubBag Tata Usaha dan Rumah Tangga
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN . Kasubbag Persyaratan/
Sekretaris | "y, gRT TU & RT Perlengkapan | ‘Vaktu Output
Membuat Jadwal ( ) Komputer, Jadwal .
! Acara Rapat Acara Rapat 30 Menit | Agenda Rapat
Memerintahkan
petugas-petugas > . .
2 untuk menata Draft acara rapat 10 Menit | Draft pembagian tugas
ruangan rapat
. Ruangan, Sound,
3 Mempersiapkan > .
ruangan rapat 'l_ computer, 30 Menit | Ruangan rapat
multimedia
Mempersiapkan
4 kebutuhan Snack/Makanan 45 Menit | Jamuan rapat
konsumsi rapat
5 Membersihkan |_+—_| Ruangan 40 menit Ruanggn bersih
ruangan rapat kembali




Nomor SOP W8 -U/ /S-01/X/2016
PENGADILAN TINGGI Tanggal Pembuatan 02 Juni 2014
Tanggal Revisi 18 Oktober 2016
BENGKULU Tanggal Efektif 01 November 2016
JL. Pembangunan No 21 Bengkulu Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012
Keterkaitan :
1. SOP Daftar Unit Senioritas (DUS) Hakim Peralatan/Perlengkapan :
2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Mutasi Hakim Dan PNS 2. Komputer / Laptop/Printer
4. SOP Usul Pensiun Hakim dan PNS
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SQP ini tidak dilaksanakan informasi data kepegawaian tidak 1. Dokumen Kepegawaian
tersedia.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasub |, Kabad Kewa/ | /
Staf | Kepegawaian | " o3caN%8N | selretaris | wakil Peﬂesyna‘gata“ Wakiu Output
dan IT Kepegawaian Ketua apar
Menginventari
. - Daftar .
1 sast dattar : ( ) Bezetting 1 hari Terd ; Jumiah
jumlah pegawai ; pegawai
. ) Pegawai
tiap triwulan
v
2 I\S/Iﬁg?uatdraf - AlatTulis 1 Jam Tersedianya draf
pengantar Kantor (ATK) surat pengantar
A 4
Mengetik P - Komputer/ Terselesakannya
3 bezetting dan | h Laptop 1 Jam | konsep bezetting
draf surat T T - Printer dan surat
pengantar - Draf Surat pengantar
Koreksi - Daftar . -
bezetting Y Y Bezetting Disetujuinya
; . | konsep bezetting
4 dan paraf Pegawai 1 hari
dan surat
surat - Draf surat
pengantar
pengantar pengantar
Menanda
tangani - Daftar
g v Bezetting Terselesaikannya
Daftar h :
5 ) Pegawai 1Jam | bezetting dan
Bezetting
- Draf surat surat pengantar
dan surat
pengantar
pengantar
Memberi
nomor surat, - Daftar
mengepak Bezetting Laporan Bezetting
6 dan < Pegawai 1 Jam | Pegawai slap
menyerahkan — - Surat dikirim
ke bagian Pengantar
umum
M ipkan fil - Daft
engarsipkanfie | ( ) oA 30 | Tersedianyaarsip
7 besetting PT Bezetting . .
; Menit | bezetting
Bengkulu Pegawai




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Nomor SOP

w8 -U/

/S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012
Keterkaitan :
1. SOP Bezetting Pegawai Peralatan/Perlengkapan :
2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Mutasi Hakim Dan PNS 2. Komputer / Laptop/Printer
4. SOP Usul Pensiun Hakim dan PNS
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SQP ini tidak dilaksanakan informasi DUS Hakim tidak 1. Dokumen Kepegawaién
tersedia.
Pelaksana Mutu Baku
i Kasub Kaba Ketua/
No Aktivitas . g
Staf Kepegawai | Perencanaan dan | Sekretaris Wakil Persyaratan/ Waktu Output
andan IT Kepegawaian Ketua Periengkapan
Menginventari sasi - Daftar
engnventan sas Senioritas Terdatanya
daftar jumlah . 1 :
1 . . Hakim . |daftar unit
hakim pada akhir . hari o
- Alat Tulis senijoritas
tahun
Kantor (ATK)
Membuat v - Daftar Urut Tersedianya
konsep DUSPT |_ Senioritas 1 draf DUS
2 | Mataram dan Hakim dan draf
surat - Alat Tulis Jam gt
pengantar Kantor (ATK) pengantar
- Daftar  Urut
Pengetikan DUS v Sen!orltas Terselesakkannye]
Hakim 1 konsep DUS dan
3 | dandraf surat <
< - Komputer/ Jam |draf surat
pengantar T
Laptop pengantar
- Printer
- Daftar Urut Dlsetujuiny
Koreksi DUS dan Y Senioritas a konsep
4 | draf surat ;/\><>- Y Hakim halri DUS dan draf
pengantar - AlatTulis surat
Kantor (ATK) pengantar
Menanda - Daftar Urut ]
tangani DUS dan \ 4 Senioritas Terselesaikann
5 | surat | Hakim 1 |yabusdan
pengantar - AlatTulis Jam |surat
Kantor (ATK) pengantar
- Daftar Urut
Senioritas
Memberi Hakim
nomor surat, I_—‘ - Buku agenda
k
. ?:nngepa Zurattkeluar 1 Laporan DUS
Jam |siapdikirim
menyerghkan pengantar P
ke bagian - AlatTulis
umum Kantor
(ATK)
- DUS Hakim Tersedi
. ) ersedianya
7 I\D/ILeJréglajr_?lpkan file \ 4 Surat - jr(])it arsip DUS
: Hakim




PENGADILAN TINGGI

BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PNS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1- Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012
Keterkaitan :
1. SOP Bezetting Pegawai Peralatan/Perlengkapan :
2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Mutasi Hakim Dan PNS 2. Komputer / Laptop/Printer
4. SOP Usul Pensiun Hakim dan PNS
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SQP ini tidak dilaksanakan informasi DUK PNS tidak 1. Dokumen Kepegawaian
tersedia.
Pelaksana Mutu Baku
Kabag
i Kasub Ketua/
No Aktivitas . -
Staf Kepegawaian Perer&gzra]naan Sekretaris | Wakil ls;rzaralan / Waktu Output
dan IT Kepegawaian Ketua grapal
Menginventarisasi - Daftar Urut
daftar unit C) Kepangkatan _ Terdatanya
1 ) 1 hari informasi
kepangkatan pada - AlatTulis DUK
akhir tahun Kantor (ATK)
v
Ili/c|> ilzLI?LtJK :I - Daftar Urut Tersedianya
2 |PNSPT Kupang Kepangkatan 1Jam | drafDUK dan
dan draf surat - AlatTulis draf surat
pengantar Kantor (ATK) pengantar
Mengetik DUK dan v - Daftar Urut Terselesaikan
drafsurat Kepangkatan nya konsep
3 pengantar yang | < - Komputer/ 1Jam DUK dandraf
T
telah dikonsep Laptop surat
- Printer pengantar
. - Daftar Urut Disetujuinya
Koreksi DUK dan
Kepangkatan . konsep DUK
4
dﬁ S;:‘:‘r / — Y - AlatTulis 1 hari dandraf surat
peng Kantor (ATK) pengantar
. - Daftar Unit Terselesakan
Menanda tangani Ke Katan DUK dan
5 |DUK dandrafsurat Pangk 1 Jam ya
enaantar - AlatTulis surat
peng Kantor (ATK) pengantar
- Daftar Urut
Memberi Kepangkatan
nomor surat, - Buku agenda
6 mengepak dan — surat keluar 1 Jam Laporan DUK
menyerahkan ke - Surat siap dikirim
bagian Tata pengantar
Usaha & RT - AlatTulis
Kantor (ATK)
. - Daftar Urut :
Mengarsipkan file J' Tersedianya
7 |DUKPNSPT ( ) Kepangkata 30 arsip DUK
- Surat menit .
Bengkulu Hakim
Pengantar




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU BIDANG KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1- Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Mutasi Hakim Dan PNS 2. Komputer / Laptop/Printer
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SQP ini tidak dilaksanakan informasi data kepegawaian tidak 1. Dokumen Kepegawaian
tersedia.
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Kasub ) Persyaratan /

; Staf Ketua Wakiu Output
Kepegawaian dan T Sekretaris Perlengkapan P
Membuat Tersedian
konsep surat C> - Alat Tulis . ya konsep

1 1 hari SK
keputusan Kantor (ATK)

K ; Kepegaw
epegawaian )
aian
Mengetik v
2 konsep Surat P | ) Egnmsel?tesrf 1 hari Tersedianya draf
Keputusan T L P SK Kepegawaian
. T Laptop
kepegawaian
Koreksi dan paraf Y
Y Y - Konsep SK ]
3 ir:f ﬁt“JZ‘;n —</ > - AlatTulis 1 hari E'paraﬁwaqrafSK
P . Kantor(ATK) epegawaian
kepegawaian
Menandatangani A 4 - DrafSK ;

4 |SuratKeputusan | - AlatTulis 1 hari 'Is'irs;;esaﬂ;inarzna
kepegawaian Kantor(ATK) Peg
Memberi nomor - SK kepega\A{a!an SK KPT
SKdan penyerahan - Buku ekspedisi .

5 < 1 Jam Mataram siap
kepada yang | - Buku agenda didistribusi
berkepentingan surat idistribusi

. ) Arsip SK KPT
g'j:gaffkﬁmgzn v - SKKPT Mataram

6 hL ( ) Mataram 1 Jam tersediapada
kepegawaian ) .

- Boxfile unit
dalam box file
pengelolah




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1- Ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA

4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP DUK Hakim Dan PNS 2. Komputer / Laptop/Printer
Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan kenaikan pangkat
PNS akan terlambat.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
Kabag
i Kasub | Perencana Ketua/
No Aktivitas
Staf Kepegawai| andan | Sekretaris Wakil Per:syaratan/ Wakiu Output
an dan IT |Kepegawai Ketua Perlengkapan
an
Menyiapkan Tersedianya
bahan usul
) - Bahan usul . |bahan usul
1 kenaikan . 1 hari ]
kenaikan pangkat kenaikan
pangkat PNS dan at
Hakim pang
Membuat konsep v - Bahan usulan lsrflzeedlanya
surat usulan kenaikan pangkat P

2 . ) 1Jam |usulan
kenaikan - AlatTulis Kantor }
pengkat (ATK) kenalkan

pangkat
Mengetik )
kons?ap A 4 - Konsep surat Tersedianya
B P P draf usulan
3 usulan < < usulan 1Jam ;
. — kenaikan
kenaikan T T T - Komputer/ Laptop
pangkat
pangkat
Kore!<5| usulan Y - Surat usulan Diparafnya
kenaikan Y Y ;

4 anakat dan >. . kenaikan pangkat 1 hari draf usulan
gargf surat - AlatTulis Kantor kenaikan
pengantar (ATK) pangkat
Menanda tangani v - Surat usulan Tersedianya

5 Daftar usulan kenaikan pangkat 1 Jam surat usulan
kenaikan - AlatTulis Kantor kenaikan
pangkat (ATK) pangkat
Memberi - Surat usulan
nomor surat, kenaikan Surat usulan
mengepak pangkat kenaikan

6 dan - AlatTulis 1 Jam |pangkatslap
menyerahkan Kantor(ATK) untuk
ke bagian - Bukuagenda dikirimkan
umum surat keluar

. ) Avrsip surat
Mengarsipkanfile usulan kenaikan
daftar usulan - Surat usulan Kat

7 kenaikan v kenaikan pangkat | 1 Jam [)eargﬁn pada
pangkat PT ( ) - Boxfile unit pan
Bengkulu

pengelola




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PENGADILAN NEGERI OLEH PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1- Ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA

4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP Mutasi Hakim Dan PNS

1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan informasi data kepegawaian tidak
tersedia.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
Kabag
i Kasub Ketua/
No Aktivitas
Staf Kepegawaian Pereggﬁnaan Sekretaris Wakil g:zgatan / Wakiu Output
dan IT Kepegawaian Ketua
Menerima - Buku agenda
usulan kenaikan penerimaan Tersedianya
1 pangkat PNS dan - Dokumen 1 Jam usulan kenaikan
Hakim dari ( ) usulan pangkat dari
Pengadilan kenaikan satker
Negeri pangkat
Meneliti bahan Terdatanya
usul kenaikan - Bahan - bahan . Y
v . . | keiayakan usulan
2 |pangkat PNS dan usul kenaikan 1 hari kenaikan Kat
Hakim Yang pangkat ) g
iteri dari satker
diterima
Membuat konsep - Alat Tulis Tersedianya
3 surat usulan v Kantor (ATK) 1 Jam konsep usulan
kenaikan - Dokumen kenaikan pangkat
pangkat usulan dari satker
M tik )
enget v - Konsep surat Tersedianya draf
konsep ;
< < < usulan usulan kenaikan
4 |usulan < < 1 Jam -
kenaikan - Komputer/ pangkat dari
T T T Laptop satker
pangkat
Koreksi draf
- Surat usulan ;
usulan Y urat usu Diparafnya surat
. Y Y kenaikan .
kenaikan . | usulan kenaikan
5 —> < pangkat 1 hari .
pangkat dan draf - Alat Tulis pangkat dari
surat Kantor(ATK) satker
pengantar
v - Surat usulan
Menanda tangani :I kzgalll((;tn Terselesaikannya
daftar usulan pang . surat usulan
6 . - Alat Tulis 1 Jam .
kenaikan kenaikan pangkat
Kantor(ATK) .
pangkat - Dokumen dari satker
usulan
Memberi - Surat usulan
nomor surat kenaikan Surat usulan
mengepak, pangkat kenaikan
7 v - Bukuagenda | 1Jam |pangkattelah
i:nb:eig)r/‘erahkan I surat keluar siap untuk
umun? - AlatTulis dikirm
Kantor(ATK)
Mengarsipkan Arsip surat
file daftar - Surat usulan .
. usulan kenaikan
usulan kenaikan
8 . 1 Jam [pangkat
kenaikan pangkat tersimpan pada
pangkat PT C) - Box file unit pengelolah

Bengkulu




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

w8 -U/

/S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012
o Peralatan/Perlengkapan :
TEteg(glltDagéngelolaan Surat Dinas L. Alat Tulis Kantor (ATK)
' 2. Komputer / Laptop/Printer
Peringatan : )
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan kenaikan Gaji Pelncatgt:Euaaerr]] PK(—:eAndataan..
. pegawaian
berkala PNS akan terlambat.

Pelaksana Mutu Baku
b Kabag o
. Kasu Perencana Ketu
No Aktviitas Syaratan
Staf Kepegawai| andan | Sekretaris Wakil gen / Waktu Output
an dan IT |Kepegawai Ketua erlengkapan
an
Inventansgs@NS - Bahan - bahan usul Tersedianya
dan Hakim yang . . . bahan usul
1 L kenaikan gaji 1 hari . "
akan naik gaji kenaikan gaji
berkala
berkala berkala
- Konsep surat Tersedianya
leeraTLkl)sulj;ﬁonsep A 4 usulan kenaikan konsep
2 Kenaikan qaii gajiberkala 1Jam | usulan
berkala % - AlatTulls Kantor kenaikan gaji
(ATK) berkala
Mengetik v - Konsep surat Tersedianya
3 konsep usulan I::I usulan kenaikan 1 Jam draf usulan
kenaikan gaji gaji berkala kenaikan gaji
berkala - Komputer/ Laptop berkala
Koreksi draf - Surat usulan
usulan kenaikan kenaikan gaji Diparafnya draf
4 |gajiberkala dan berkala 1 hari usulan kenaikan
memberi paraf - Alat Tulis Kantor pangkat
surat pengantar (ATK)
Menanda - Surat usulan Tersedianya
. v kenaikan gaji
5 tangani usulan berkala 1 Jam surat usulan
kenaikan gaji kenaikan gaji
- AlatTulls Kantor
berkala (ATK) berkala
Memberi - Surat usulan
nomor surat. kenaikan gaii Surat usulan
menae ak, dan berkala kenaikan gaiji
6 me 9 pkan - Alat Tulis Kantor 1 Jam | berkalasiap
ke bagian Tata — (ATK) untuk
9 - Buku agenda surat dikirimkan
Usaha & RT keluar
Avrsip surat
. ) - Surat usulan usulan
Mengarsipkanfile v . " ; "
7 |daftar usulan (j EZ??;;” g 1 Jam I;::(Z;:an ga
kenalkan gaj - Boxfile tersimpan pada
unit




BENGKULU

PENGADILAN TINGGI

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PNS

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998

NoopwhE

Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012

Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1- Ekonomi
2. S1- Sosial
3. SLTA

Keterkaitan :

SOP Pengelolaan Surat Dinas
SOP DUS Hakim

SOP Bezetting PNS

SOP DUK PNS

apwNE

BENGKULU

SOP Pembuatan SK Ketua PENGADILAN TINGGI

Peralatan/Perlengkapan :
1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat kekurangan

dokumen kepegawaian bagi Hakim dan PNS.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasub Persyaratan/
Staf ) Ketua . Wakiu Output
Kepegawaian dan IT Periengkapan P
Menerima dan mencatat - SK Mutasi 322:;?%261”

1 S i
SK méjitiaes: Il;:itall:lér::1 /PNS ( ) ﬁ;gae::js surat 1 Jam penerbitan SK
yang Hakim dan PNS

v Terdatanya data
Menelitti SK mutasi Hakim . 2 kepegawaian

2 ; - SK Mut

/PNS yang mutasi utast Jam [padaSK
Hakim/PNS
Mempersiapkan V_| - SK Mutasi Disiapkannya
3 |kelengkapan bahan - Ruangan 1 hari |kelengkapan
pelantikan Pelantikan pelantikan
A 4 - i i
Melantik dan m bil SKMutasi . Dllqkukannya
4 sumpah Hakim /PENQSE" - Ruangan 1 hari |kegiatan
Pelantikan pelantikan
S oee? — Sk s oo™

5 'abate;n dan < - AlatTulis Kantor 1 hari a dmin?strasi
jabatat L (ATK) !
pelantikan pelantikan

- SK Mutasi, konsep
Mengetik konsep v SPMT, Menduduki '

6 SPMT, menduduki o Jabatan dan 2 Tersgd!anya Qraf
; < . administrasi
jabatan dan I:J T Pelantikan Jam | o ntikan
pelantikan - Komputer/ Laptop P

- Printer
/ - SPMT. Menduduki
Koreksi draf SPMT, > »>| Jabatan dan Diparafnya draf

7 | menduduki jabatan dan Pelantikan 1 hari |administrasi

pelantikan - AlatTulis Kantor pelantikan
(ATK)
Menandatangan draf SPMT, I::I - SPMT. Menduduki ;erse'esa‘ka””y

8 |mendudukijabatan dan Jabatan dan 1 Jam - .

; ) administrasi
pelantikan Pelantikan .
pelantikan
Memberi nomor surat, P - SPMT Menduduki SPMT .
< Menduduki
mengepak dan Jabatan dan
] . Jabatan dan
9 [menyerahkan ke bagian Pelantikan 1 Jam .
Pelantikan
Tata Usaha & RT dan yang - Buku Agenda .
. siap untuk
berkepentingan Surat Keluar S
dikirimkan

136



Mengarsipkan file

10 pelantikan PT BENGKULU

SPMT Menduduki
Jabatan dan
Pelantikan

Box file

1 Jam

Arsip SPMT
Menduduki
Jabatan dan
Pelantikan
tersimpan
pada unit




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP W8 -U/ [/S-01/X/2016
Tanggal Pembuatan 02 Juni 2014

Tanggal Revisi 18 Oktober 2016

Tanggal Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP USULAN PROMOSI JABATAN

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998
Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012

NoopwhE

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1- Ekonomi
2. S1- Sosial
3. SLTA

Keterkaitan :

SOP Pengelolaan Surat Dinas

SOP DUS Hakim

SOP Bezetting PNS

SOP DUK PNS

SOP Pembuatan SK Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

aprpwdE

Peralatan/Perlengkapan :
1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat jabatan
lowong atau tidak terisi.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
i Kasubbag )

No Aktivitas ) Tim . Persyaratan /

Kepegawai Staf ; Sekretaris Ketua . Wakiu Output
g Baperjakat Periengkapan P
Membuat konsep - Dokumen usulan Tersedianya

1 |usulan promosi - Alat Tulis Kantor 1Jam [konsep usulan
jabatan (ATK) promosi jabatan
Mengetik draf v - Konsep usulan Tersedianya draf
usulan jabatan promosi jabatan usulan

2 ) .
yang akan dibahas - Komputer/ Laptop 1 Jam promosi
Baperjakat T - Printer jabatan

. - Konsep usulan Diparafnya draf
Mengoreksi promosi jabatan . |usulan

3 |draf usulan . 1 hari .
iabatan - Alat Tulis Kantor promosi
] (ATK) jabatan
Membuat - Konsep usulan Tersedianya
persiapan promosi jabatan .

4 bahan | - AlatTulis Kantor 1 hari Ezhaer:ia;a(:ata
baperjakat (ATK) pell
Menentukan
waktu A\ 4 - Konsen usulan Terjadwalnya

5 |pelaksanaan Pt 1 hari |pelaksanaan

promosi jabatan .
rapat baperjakat
Baperjakat
Rapat v - Draf usulan

6 Baperjakat terkait | — Baperjakat 1 hari Dilaksanakannya
usulan promosi / - Alat Tulis Kantor rapat baperjakat
Mutasi Jabatan (ATK)

\ 4
Membuat konsep - Draf usulan
usulan jabatan yang : Tersedianya

Baperjakat

7 |disetujuui . 1Jam [konsep hasll

. - Alat Tulis Kantor h
Baperjakat dan (ATK) baperjakat
konsep




- Draf usulan

Mengetik draf Baperjakat Tersedianya
8 usulan promosi - Komputer/ 1Jam (draf hasil
Jabatan dan draf .
surat pengantar Laptop baperjakat
peng - Printer
Koreksi draf usulan - Draf usulan .
o . Diparafnya
promosi jabatan Baperjakat . .
9 ; 1 hari |draf hasil
dan draf surat -AlatTulis baperiakat
pengantar Kantor(ATK) apen
Menanda
tangani - Usulan promosi
usulan v . Tersedianya
10 |promosi Jabatan' 1Jam [hasil
jabatan dan -AlatTulis baperjakat
) Kantor(ATK) per
surat
pengantar
Memberi - Usulan promosi .
. Usulan promosi
nomor, jabatan abatan si
mengepak \ 4 -AlatTulis Jdikin'm siap
11 |dan Kantor(ATK) 1 Jam
berdasarkan
menyerahkan - Buku agenda hasi
kebagian surat keluar baperjakat
umum - Buku ekspedisi
Mengarsipkan file v - Usulan promosi Tersimpannya
12 |usulan promosi (j jabatan 1Jam |arsip usulan

jabatan

- Box file

promosi jabatan




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan

Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PNS

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
Peraturan SEKMA RI No0.002 Tahun 2012

Nogp,rwbE

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1-Ekonomi
2. S1- Sosial
3. SLTA

Keterkaitan :

SOP Pengelolaan Surat Dinas

SOP DUS Hakim

SOP Bezetting PNS

SOP DUK PNS

SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana

aprpwdE

Peralatan/Perlengkapan :
1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat usulan
pensiun yang terlambat.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
Kasub Kabag Ketual
No Aktivitas asu Perencan e
Staf Kepegawa | aan dan Sekretaris Wakil Fl?ersyaraian/ Wakiu Output
ian dan IT | Kepegawa Ketua ertengkapan
ian
- Bahan - bahan usul Tersedianva
Menyiapkan bahan Pensiun y
. : dokumen

1 |usulanpensiun 1 hari usuian

Hakim dan PNS )
pensiun

Membuat konsep - Alat Tulis Kantor Tersedianya

surat usulan (ATK) konsep

2 pensiun Hakim v - Dokumen usulan 2 Jam usulan
dan PNS dan pensiun pensiun dan
konsep surat konsep surat
pengantar pengantar

- Konsep surat usulan
) pensiun Tersedianya
MengetlkHUiplan - Komputer/ Laptop draf usulan

3 |Pensiun Haxim < < - Printer 2Jam | pensiun dan
dan PNSserta surat
surat pengantar T T T

pengantar
4
- Surat usulan
Koreksi usulan Pensiun Diparafiya draf
Pensiun Hakim - Surat pengantar usulan
Y Y ; .

4 |dan PNS serta ‘/ b N \ - Alat Tulis Kantor 1 hari pensiun dan
paraf surat (ATK) draf surat
pengantar pengantar

Y - Surat usulan _
Menandatangani Pensiun Tersedian
Usulan pensiun - Alat Tulis Kantor nya usulan

5 [Hakim dan PNS (ATK) 1Jam | pensiun dan
serta surat surat
pengantar pengantar

- Surat usulan
Memberi nomor Pensiun Surat usulan
surat, mengepak - AlatTulis Kantor Pensiun dan

6 [Dan menyerahkan (ATK) 1Jam |surat
ke bagian Tata - Buku agenda surat pengantar
Usaha & RT keluar siap diklrim

- Buku ekspedisi
Pengarsipan file v Avrsip surat
daftar usulan - Surat usulan usulan Pensiun

7
pensiun PT C_j Pensiun -Box file 1 Jam tersimpan di
Bengkulu unit pengelotah




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

w8 -U/

/S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SETYA LENCANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA

4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007

7. Peraturan SEKMA RI No0.002 Tahun 2012

Keterkaitan - Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP DUS Hakim
3. SOP Bezetting PNS

1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tanda Penghargaan Setya
Lencana tidak akan diberikan kepada pegawai yang berhak.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Kabag Ketua/
Kasub | Perencana etu
Staf  |Kepegawai| andan | Sekretaris Waki Eer’fya‘ata‘ "/ Wakiu Output
andan IT |Kepegawali Ketua erlengkapan
an
Tersedia nya
Menyiapkan bahan konsep
usulan Satya - Bahan - bahan usul . |usulan setya
1 : .
Lencana bagi C> Satya Lencana 1 hari lencana bagi
Hakim dan PNS Hakim dan
PNS
Terdatanya
Memeriksa v ;ile:gk;;an
2 dokumen usulan - Dokumen usulan 1 hari ustljanrsy
Satya Lencana bagi Satya Lencana ) ;
- lencana bagi
Hakim dan PNS Hakim dan
PNS
Tersedia nya
Membuat konsep - AlatTulis Kantor konsep
surat usulan Satya A 4 (ATK) usulan
3 [Lencanadan 1 Jam Y
konsep surat - Dokumen usulan lencana bagi
pengantar Satya Lencana Hakim dan
PNS
Tersedia nya
Menaetik usulan "—| - Konsep surat usulan draf usulan
9 < < Satya Lencana satya
4 |Satya Lencanadan — 1 Jam .
T T - Komputer/ Laptop lencana bagi
Surat pengantar - Printer Hakim dan
PNS
Diparaf nya
Koreksi usulan / : l \ Y f:r:satnlgsulan Y draf usulan
Satya Lencana dan . |satya
5 - Surat pengantar 1 hari .
paraf surat . lencana bagi
- Alat Tulis Kantor .
pengantar (ATK) Hakim dan
PNS
Menanda A 4 - Surat usulan Satya DnaTJolsatu?gganl
tangani usulan Lencana ;Wa? a
6 |SatyalLencana - Surat pengantar 1 Jam Y .
lencana bagi
dan surat - AlatTulis Kantor Hakim dan
pengantar (ATK) PNS




Memberi nomor

- Surat usulan Satya
Lencana

surat. menogepak - Surat pengantar Surat usulan
' 9ep - AlatTulis Kantor Satya
Dan menyerahkan 1 Jam .
ke bagian Tata (ATK) Lencana siap|
Usaha & RT I_—‘ - Buku agenda surat dikirim
keluar
- Buku ekspedis|

mengarsipkan file Arsip Surat

lan Sat
daftar usulan - Surat usulan Satya usulan Satya
Setya Lencana Lencana 1 Jam Lencana
Hakim dan PNS Box fil tersedia pada
pada PT v - poxtie unit
Bengkulu (: pengelolah




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
7. Peraturan SEKMA RI No0.002 Tahun 2012
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Kenaikan Pangkat 1.  Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Usul Promosi Jabatan 2. Komputer / Laptop/Printer
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembuatan SKP akan 1. Dokumen Kepegawaian
terlambat.
Pelaksana MutuBaku
- Kasubbag . Atasan
No Aktivitas . )
Staf Kepegawai Pl\lljs \.Ta.ng I;ej a}IJ a.t Pejabat Per:syaralan/ Waktu Output
andanIT inilai enilai Penilai Perlengkapan
Disampaikan
Memberikan nyaform
1 |formulir SKP pada - Fomulir SKP 1 hari penilaian SKP
pejabat penilai pada pejabat
penilai
Menerima v fgﬁe;wngn:nmﬁan
2 kembali formulr - Fomulir SKP 1 hari SKP pada
SKPyang telah . .
) e pejabat penilai
diberl nilai al
yang telah terisi
Mengetik SKP v - Komputer/ Terekamnya
P 3 nilai SKP
3 |yang telah < Laptop . .
Lo — T o hari dalam formulir
diberi nilai - Nilai SKP
SKP
Koreksi draf SKP - Nilai SKP ;e:fnhuﬁsgi;ya
4 |dan formulir - AlatTulis 1 hari denaan niai
penilaian Kantor (ATK) N o
form penilaian
Menanda | - Fomulir SKP Ditandatangani
tangani formulir Y |—~>| |-'-| . ) !
5 SKPyang telah [ - AlatTulis 1 hari nyaformulir
>yan Kantor (ATK) SKP
terisi nilainya
Pengarsipan ) .
6 |file SkP PT O - Formt_JIlrSKP 1 Jam Tersmpan
- Boxfile nya arsip SKP
Bengkulu




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

w8 -u/

/S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENYELESAIAN SURAT TUGAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA
4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
7. Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012
Keterkaitan : .
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas Peralatar:/PerI?ngkapan p
2. SOP Pembuatan SK KPT Bengkulu di Bidang Kepegawaian 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
' 2. Komputer / Laptop/Printer
Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tanda Penghargaan Setya 1. Dokumen Kepegawaiz;m
Lencana tidak akan diberikan kepada pegawai yang berhak. '
Pelaksana Mutu Baku
N Aktivit
o tivitas Kasub o Kabag Ketua/ N
Staf Kepegawai erer&(;ira]naan Sekretaris Wakil Pel zar Waktu Output
andan IT Kepegawaian Ketua erlengkapan
Menerima surat Buku agenda surat sDLlltrZrllz]lir;ysa
1 [ ( ) i ;
masuk leang masuk 1 Jam bidang
kepegawaian .
kepegawaian
Meneliti surat Terdatanya
dinas terkait \ 4 - Surat Dinas jenis dan
2 | bimtek, pelatihan - Alat Tulis Kantor 1 hari |klasifikasi surat
dan penugasan (ATK) dinas bidang
lainnya kepegawaian
\ 4
Membuat konsel - Surat Dinas Tersedianya
3 surat tugas P - Alat Tulis Kantor 1Jam |konsep Surat
9 (ATK) Tugas
Mengetik surat
tugas bagi - Surat Dinas
peserta kegiatan, - AlatTulis Kantor Tersedianya
4 | Bimbingan v (ATK) 1Jam |draf Surat
Teknis atau < < - Komputer /Laptop Tugas
penugasan dinas S T T T - Printer
lainnya
Koreksi Y Y - Surat Dinas
5 pimpinan / Y - AlatTulis Kantor 1 hari Diparafnya draf
terhadap Surat (ATK) Surat Tugas
Tugas - Draf Surat Tugas
6 Menanda A4 - Surat Dinas DKangatanganin
) — - Alat Tulis Kantor
tangani Surat (ATK) 1Jam |yaSurat
Tugas - Draf Surat Tugas
. Tercatatnya
7 Memberi nomor ) ,(OAIﬁ(')I'UHS Kantor 1 Jam surat tugas pada
pada Surat Tugas - Surat Tugas buku agenda
surat keluar
Menyerahkan v
Surat Tugas - AlatTulis Kantor Diserahkannya
8 kepada yang (ATK) 1 hari Surat Tugas
Hakim/PNS - Surat Tugas pada yang
yang diberi - Buku ekspedisi berkepentingan
tugas




Disampaikanny

Mengirimkan - AlatTulis Kantor atembusan

9 surat tugas (ATK) 1Jam |Surat Tugas
kepada instansi - Surat Tugas e

ang terkait - Mesin Fax pada Institusi

4 terkait
Mengarsipkan Tersimpannya
surat tugas - Surat Tugas arsip Surat

10 dalam file - Boxfile 1 Jam Tugas pada Unit
kepegawaian Pengelolah




Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

PENGADILAN TINGGI

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

BENGKULU

Tanggal Efektif

01 November 2016

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA

4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007

7. Peraturan SEKMA RI No0.002 Tahun 2012

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP Pembuatan SK KPT Bengkulu bidang kepegawaian

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Hakim dan Pegawai tidak
dapat melaksanakan hak cuti.

Pencatatan Dan Pendataan :
1. Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
- Kabag
No Aktivitas Kasub Ketua/ rsyaratan
Staf Kepegawai Pereggﬁnaan Sekretaris | Wakil If’):rte / Wakiu Output
an dan IT Kepegawaian Ketua "
Menerima Surat z:tgmanya
permohonan cuti - Surat
1 . . .
dari Hakim dan C) Permohonan Cuti 1 Jam Eﬁggg‘:ﬂqﬁiim
Karya dan pegawai
Mengetik draf Surat . - Surat Tersedanya
gt A Permohonan Cuti draf surat cut
2 | Cuti Hakim dan < < 1 Jam .
Pegawali < < - Komputer/Laptop hakim dan
T T T - Printer pegawai
- Surat
Koreksi Surat Cuti Y Permohonan Cuti Diparafnya surat
3 [Hakim dan > ¢ l Y - Draf Surat Cuti 1 hari |cuti hakim
Pegawai - AlatTulis Kantor dan pegawai
(ATK)
. . Disetujui dan
Menanda tangani - Surat Cuti Hakim ditandatanganin
. . v dan Pegawai . .
4 |Surat Cuti Hakim ° 1 hari |yasuratcuti
i [ - Alat Tulis Kantor i
dan Pegawai (ATK) hakim dan
pegawai
Tercatatnya
v - Surat Cuti surat cuti
Memberi nomor - Alat Tulis Kantor hakim dan
5 [Surat Cuti Hakim (ATK) 1Jam [pegawai
dan Pegawai - Bukuagendasurat dalam buku
keluar agenda surat
keluar
I:":I Terdatanya
- Surat Cuti surat cuti
Mer_lcatat Surat - AlatTulis Kantor hakim dan
6 |Cuti pada buku (ATK) 2 Jam pegawai
agenda cut - Bukuagendacuti dalam buku
agenda cuti
. Disampaikannya
M k A
7 [surat Cukepacs [ - Surat ot i [
- Buku ekspedisi kepada hakim
yang bersangkutan dan pegawai
. Tersimpannya
Mengars_lpkan . 1 arsip sSrat /
8 |surat cuti dalam v - Box file Jam  |cuti pada unit
file Kepegawaian ( ) pengelolah




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

w8 -U/

/S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA

4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007

7. Peraturan SEKMA RI No0.002 Tahun 2012

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Pembuatan SK KPT Mataram bidang Kepegawaian 2. Komputer / Laptop/Printer
Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Dok K i
hukuman kepada PNS akan terhambat. okumen Bepegawaian
Pelaksana Mutu Baku
Kabag
i Kasub Ketua/
No Aktivitas aratan
Staf Kepegawai Pereggﬁnaan Sekretaris Wakil PP;:Z / Wakiu Output
andan IT | kepegawaian Ketua 9
Menerima hasil Diterimanya
laporan - Surat/Laporan surat/ laporan
1 | penjatuhan penjatuhan 1Jam | penjatuhan
Hukuman C> Hukuman Disiplin Hukuman
Disiplin Disiplin
Membuat - Surat/ Laporan Tersedianya
A 4 . konsep SK
draf SK penjatuhan
S . Hukuman
2 Hukuman Hukuman Disiplin 1 hari Disioiin dan
Disiplin dan Draf - Alat Tulis Kantor b
draf surat
surat pengantar (ATK)
pengantar
- Konsep SK Tersedianya
Mengetik konsep v Hukuman Disiplin draf SK
3 SK Hukuman P P - Draf surat 1 Jam Hukuman
Disiplin dan draf T - h T pengantar Disiplin dan
surat pengantar - Komputer /Laptop draf surat
- Printer pengantar
Disetujui
Koreksi SK v - Konsep SK dan
) Y Hukuman Disiplin diparafnya
penjatuhan Y )
Drafsurat .| konsep SK
4 | Hukuman 1 hari
Disiolin dan draf pengantar Hukuman
e - Alat Tulis Kantor Disiplin dan
peng (ATK) draf surat
pengantar
- Konsep SK Ditandatangani
Menandatangani v Hukuman Disiplin nyaSK
5 Surat Pengantar - Draf surat 1 Jam Hukuman
dan SK pengantar Disiplin dan
hukuman disiplin - Alat Tulis Kantor draf surat
(ATK) pengantar
\ 4 Terdatanya
surat SK
. - SK Hukuman Hukuman
Memberi nomor - B
Disiplin Disiplin dan
Surat Pengantar
6 - Surat Pengantar 1Jam | draf surat
dan SK .
hukuman disiolin - Alat Tulis Kantor pengantar
P (ATK) dalam buku
agenda
surat
Mengirim SK v Dikirimnya
Hukuman - Surat Pengantar Surat
7| Disiplin ke Dirjen - SK Hukuman .| Pengantar
Badilum atau Disiplin thar | onsk
Sekretaris MA-RI Buku ekspedisi Hukuman
dan yang - Buku ekspedisi ukuma
Disiplin

bersangkutan




Mengarsipkan
Surat Pengantar
dan SK
hukuman disiplin

- Box file

- Surat Pengantar

- SK Hukuman
Disiplin

1 Jam

Tersimpan
nya surat
Surat
Pengantar
dan SK
Hukuman
Disiplin
sebagai
arsip




PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP

W8 -U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatan

02 Juni 2014

Tanggal Revisi

18 Oktober 2016

Tanggal Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON HAKIM DAN CALON PNS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1-Ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. S1- Sosial

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. SLTA

4. Surat Edaran KMA Rl Nomor 3 Tahun 1998

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007

7. Peraturan SEKMA RI No0.002 Tahun 2012

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas

2. SOP Pembuatan SK KPT Bengkulu di bidang kepegawaian 2.

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer / Laptop/Printer

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penerimaan Cakim 1

dan CPNS akan terlambat pelaksanaannya.

Pencatatan Dan Pendataan :
Dokumen Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
- Kabag
No Aktivitas Kasub Ketua/ aratan
Staf Kepegawai Pereggzra]naan Sekretaris Wakil FF:ersy ! Wakiu Output
andan T | kepegawaian Ketua
Tersedianya
'\P/I;nni:jl;ulatmzﬁ dan - Surat penunjukkan draf SK Panitia
< < panitia daerah .| Intemdan
1 ( ); < <
:Zgrr:tli):atan SK — T T T - Komputer / Laptop 1 hari Pembuatan
- Printer SK Panitia
Gabungan Gabungan
v v Dlparafnya
Koreksi SK ' Y - SK Panitia Daerah :ﬁrgrflg;anltﬁ
2 | Panitiaoleh - Alat Tulis Kantor 1 hari Pembuatan
pimpinan (ATK) SK Panitia
Gabungan
v Ditandatangani
. - SK Panitia Daerah nya SK Panitia
Menandatangani . Intem dan
3 " - Alat Tulis Kantor 1 Jam
SK Panitia (ATK) Pembuatan
SK Panitia
Gabungan
v Diterimanya
I::I SK Panitia
Menyampaikan - SK Panitia Daerah Intern dan
4 SK kepada - AlatTulis Kantor 1 hari Pembuatan
Panitia yang (ATK) SK Panitia
ditunjuk - Buku ekspedisi Gabungan
oleh anggota
panitia
Menylapkan - Alat Tulis Kantor
Formulir yang (ATK)
Berkaitan {V - Formulir Tersedianya
5 [dengan penerimaan 3 hari | formulir
i endaftaran
pengnmaan pendaftaran Cakim P
Cakim dan dan CPNS
CPNS
Tersedianya
draf berita
. A 4 - Daftar hadir acara
6 I\Allce;;ue}t Berltaaan < < peserta ujian 1 hari pelaksanaan
il pelaksar T T Cakim dan CPNS ujian
| - Buku pendaftaran penerimaan
Cakimdan
CPNS




Disetujuinya

draf berita
Koreksi terhadap - Daftar Hadir acara
7 | Berita Acara Y Y peserta ujian 1 hari | pelaksanaan
pelaksanaan Cakim dan CPNS ujian
penerimaan
Cakim
Ditandatanga
v - Draf berita acara ni nya berita
Menandatangani :I pelaksanaan ujian acara
. g penerimaan Cakim .| pelaksanaan
8 | Berita Acara 1 hari N
elaksanaan ujian dan CPNS uyan
P I - AlatTulis Kantor penerimaan
(ATK) Cakim dan
CPNS
Membuat rekap - Buku pendaftaran Tersedianya
pendaftaran yang - Daftar hadir rekapan
dikelompokkan peserta ujian jumlah
ke dalam jenjang Cakim dan CPNS .| peserta
9
formasi jabatan - Komputer / Laptop 1 hari dalam
yang telah - Printer penerimaan
ditentukan - AlatTulis Kantor Cakmi dan
oleh MA-RI (ATK) CPNS
Tersedianya
'\PA:?ZL;?;S(;;? 4 - Komputer / Laptop draf Surat
10 | Ogm P P - Printer 1 Jam Pengantar
P — | - - - AlatTulis Kantor dan laporan
pelaksanaan
. T (ATK) pelaksanaan
penerimaan .
penerimaan
- Konsep SK
Hukuman Disiplin
. Draf surat Diparafnya
Koreksi Surat v v P ¥
Penaantar dan pengantar draf Surat
9 - AlatTulis Kantor .| Pengantar
11 | laporan 1 hari
pelaksanaan (ATK) dan laporan
- - Buku pendaftaran pelaksanaan
penerimaan ) -
- Daftar hadir penerimaan
peserta ujian
Cakim dan CPNS
. - Surat Pengantar Ditandatangani
Menanda tangani
Surat Penaantar v dan laporan nya Surat
9 |— pelaksanaan Pengantar
12 | dan laporan . 1 Jam
pelaksanaan penerimaan dan laporan
: - AlatTulis Kantor pelaksanaan
penerimaan >
(ATK) penerimaan
- AlatTulis Kantor Tercatatnya
Memberi nomor (ATK) dan
dan mengirimkan v - Surat Pengantar terkiimnya
13 Surat Pengantar dan laporan 1 Jam Surat
serta laporan pelaksanaan Pengantar
pelaksanaan penerimaan dan laporan
penerimaan - Buku agenda surat pelaksanaan
keluar penerimaan
Tersimpan
Mengarsipkan nya arsip
Berita Acara Berita Acara
pelaksanaan ujian v - Surat Pengantar pelaksanaan
14 dan laporan ( ) dan laporan 1 Jam ujian dan
pelaksanaan pelaksanaan laporan
penerimaan penerimaan pelaksanaan
Cakim dan penerimaan
CPNS Cakim dan

CPNS




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu 38225

Nomor SOP W8-U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatg 02 Juni 2014

Tanggal Revisi 18 Oktober 2016

Tanggal Efektif  [01 November 2016

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGELOLAAN SURAT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 Tahun 2012

2. UU No.43 /2009
3. UU No.5/2014

4. PP No. 46 /2011
5. PP No. 53 /2010

1. S1 Sosial

2. S1 Ekonomi
3. 51 Hukum
4, SMA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Komputer, Printer, Kertas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Arsip Surat Keluar Masuk Kepegawaian dan Tl
Pelaksana Mutu Baku
o Kabag
No Aktivitas staf Kasubbag | b0 o anaan KPT/ Persyaratan /
Kepegawaian | Kepegawaian . Waktu Output
& Sekretaris Perlengkapan
dan TI dan TI .
Kepegawaian
Surat diterima dari Sub :
1. bagian TU & RT ( ) Surat 10 menit Surat
Surat-surat yang diterima
2. d|serahkap ke kasubbag Surat 10 menit Surat
kepegawaian & Tl untuk
ditindak lanjuti <>
Surat-surat dari kasubbag
3 Kepegawaian & TI Surat dan Buku 30 menit Surat yang telah di
" |diagendakan pada buku Agenda agendakan
surat masuk
Surat- surat ditindaklanjuti .
Surat dan unit . .
4. Imulai dari konsep dan k:mputer un! 2 Jam Hasil Ketikan / Surat
pengetikan
Surat-surat yang telah
ditindaklanjuti dikoreksi oleh
Kasubbag Kepegawaian &
5. |Tl/ kabbag Perencanaan & Surat 30 Menit Surat
Kepegawaian dan diparaf,
selanjutnya ditandatangani
oleh KPT / Sekretaris
Mengirimkan surat yang
telah ditandatangani oleh
6. |KPT /Sekretaris baik Surat 15 Menit  |Surat
melalui fax/ email maupun
melalui Subbag TU & RT ( )




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu 38225

Nomor SOP W8-U/ /S-01/X/2016

Tanggal Pembuatg 02 Juni 2014

Tanggal Revisi 18 Oktober 2016

Tanggal Efektif  [01 November 2016

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP PENGELOLAAN MESIN ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 Tahun 2012

2. UU No.43 /2009
3. UU No.5/2014

4. PP No. 46 /2011
5. PP No. 53 /2010

1. S1 Sosial

2. S1 Ekonomi
3. 51 Hukum
4, SMA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1 SOP Permohonan Cuti Hakim & Pegawai
2 SOP Pengelolaan permintaan Remunerasi

Mesin Absen, Komputer, Printer, Kertas
Aplikasi Komdanas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1 Keterlambatan dalam pelaporan Absen akan mempengaruhi Tunjangan Kinerja Pegawai

2 Kesalahan dalam penginputan Absensi di Aplikasi Komdanas juga akan mempengaruhi

Tunjangan dan Uang Makan Hakim/ Pegawai

Mengetahui Prosedur Pelaporan Absen Pegawai dan
aturan tentang Tunjangan Kinerja

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Staf
Kepegawaian
dan TI

Kasubbag
Kepegawaian
dan TI

KPT/ WKPT

Bagian
Keuangan

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

Menginput dan merekam
Sidik Jari / wajah dan Nama
Hakim/ Pegawai di mesin
absen

Hakim/Pegawai, 10 menit rekaman data Sidik Jari/
Mesin Absen Wajah Hakim/Pegawai

Memasukan data kehadiran
Hakim & Pegawai perhari
ke Aplikasi Komdanas
berdasarkan data Absen
dari Mesin Absen

Komputer, Flashdisk,
Mesin Absen, 10 menit
Jaringan Internet

Data Absensi pada
Aplikasi Komdanas

Mencetak hasil rekap daftar
Absen dari Mesin Absen
dan dari Aplikasi Komdanas
disetiap awal bulan

Komputer, Jaringan
Internet, Kertas, 30 menit Rekap Absen
Printer

Ditandatangani oleh
Petugas Absensi,
Kasubbag Kepegawaian &
Tl, Pengawas penegakan
disiplin Pegawai,
KPT/WKPT

Surat dan unit : Rekap Absen yang telah
30 menit . .
komputer ditanda tangani

Diserahkan kebagian
Keuangan untuk
ditindaklanjuti & diteliti
kembali sebagai bahan
penghitungan tunjangan
kinerja dan uang makan

30 Menit

Mengarsipkan file rekap
Absen Hakim dan Pegawai
PT Bengkulu

15 Menit  [Arsip




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu 38225

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nomor SOP ws8-u/ /S-01/X/2016
Tanggal Pembuatg 02 Juni 2014
Tanggal Revisi 18 Oktober 2016

01 November 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

SOP BIMBINGAN TEKNIS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 Tahun 2012

2. UU No.43 /2009
3. UU No.5/2014

4. PP No. 46 /2011
5. PP No. 53 /2010

4. SMA

1. S1 Sosial
2. S1 Ekonomi
3. S1 Hukum

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Anggaran, SOP Pelaksanaan Anggaran

Komputer, Printer, Jaringan Internet, jaringan telepon/fax

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Buku Surat Keluar, Berkas Laporan
Pelaksana Mutu Baku
Kabbag
No Aktivitas Staf . Kasubbag Perencanaan Persyaratan/
Kepegawaian | Kepegawaian KPT Waktu Output
& Perlengkapan
& TI & TI .
Kepegawaian
Membuat SK Panitia
Bimbingan Teknis yang Draf Nama-nama
1. diparaf Pimpinan dan > Ei:l:ﬁ Komputer, 1 hari kerja |SK Panitia
ditandatangani KPT ’
Menentukan waktu dan A
2. tempat Bimtek 1 hari kerja
Membuat dan mengirim Komputer, Printer, .
X o .. |Surat Pemanggilan
3. |surat pemanggilan peserta jaringan Internet, 1 hari kerja
. Peserta
Bimtek Telepon/Fax
Merekap nama peserta dari Surat daftar nama-
PT dan PN sewilayah .. |Rekap daftar nama
4. nama peserta yang |1 hari kerja
Bengkulu dan membuat o ; peserta
. . dikirim dari PN/PT
absensi peserta Bimtek
Membuat SK Penugasan
Peserta Bimtek yang diparaf Draf Nama-nama
5 |4 . .y g dp peserta, Komputer, 1Jam SK Peserta
Pimpinan dan ditanda Printer
tangani KPT
Membuat Surat .
. Komputer, Printer,
Permohonan permintaan o Surat Permohonan
6 . jaringan Internet, 1 Jam
Narasumber ke Instansi Narasumber
- Telepon/Fax
yang dituju
Membuat Daftar Absensi
7 |Peserta dan Jadwal 1 hari kerja Daftg r Absen dan Jadwal
. Kegiatan
Kegiatan
4
Mempersiapkan bahan
8 [materi yang telah dikirimkan materi bintek 1 hari kerja
oleh Narasumber
Membuat SK Penunjukan
Nara Sumber yang diparaf Draf Nama-nama
9 yang dip Narasumber, 1 Jam SK Narasumber

pimpinan dan ditanda
tangani KPT

Komputer, Printer




Pelaksana Mutu Baku

Kabbag
Aktivitas Staf . Kasubbag Perencanaan Persyaratan/
Kepegawaian | Kepegawaian KPT Waktu Output
& Perlengkapan
& TI & TI .
Kepegawaian
Seluruh Peserta,
Panitia, dan
) Narasumber, sesuai .
Pelaksanaan Kegiatan Susunan Acara/ kebutuhan Kegiatan yang terlaksana

Jadwal kegiatan, dan
Materi Bimtek

Surat-surat, SK,

Jadwal kegiatan,
Pelaporan Kegiatan Bimtek ( ) Absensi peserta, 5 hari kerja [Laporan Kegiatan

materi Bimtek, Foto-
foto kegiatan




Kota Bengkulu

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016

PENGADILAN TINGGI BENGKULU 02301 2014

Tgl Pembuatan

JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan Tgl Revis 180ktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman daam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public.

2. PermaNo. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Taa
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaiatan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/ KMA/SK/ 1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. Sl1-Hukum/Sl-Komputer
2. D3 Komputer
3.  Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan website

PERAL ATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
website tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINIS :

- Daa . Fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tandaisyarat, tulisan
suara, bunyi yang merepresentaskan keadaan sebenarnya yang selanjutnysq
digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi.

- Informasi :  hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil andisg
hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi.

- Website :  Suatuinformasi yang bisadi akses dengan menggunakan koneksi jaringan




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan
Kota Bengkulu

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
Tgl Pembuatan | 02 Juni 2014

Tgl Revis 180ktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE

Pelaksana Mutu Buku
No Aktivitas Staf / Kasub Bag Ti atany
Perencanaan im Persyar
Operator ,Tl,dan Website K elengkapan Waktu Output
Pelaporan
1 Mengumpulkan softcopy dari Flashdisk Tersedianya
bagian kesekretariatan dan | | } Komputer arsip data
Kepaniteraan komputer
2 Mengecek kelengkapan v Komputer Tersedianya
softcopy dari bagian | |_ _’| | Printer arsip data
kesekretariatan dan komputer
Kepaniteraan
3 Mengunggah  arsip  data Data Tersedianya
computer dari bagian Kepaniteraan 1hari | Dat@ dan
kesekretariatan dan < dan infor masi
kepaniteraan Kesekretarian dalam
ATK Website
Komputer
4 Menyimpan Data dan Server Tersedianya
Informasi dalam Website C) Komputer Data dan
infor masi
dalam
Website




No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tql Pambuatan | 02 2014
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan .
g Kota Bengkulu g p Tgl Revisi 180ktober 2016
Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebaga pedoman ddam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.

2. PermaNo. 7 Taehun 2016 tentang Organisasi dan Taa
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/ KMA/SK/ 1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. Sl1-Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer

3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP Dokumentasi Data dan Informasi

PERAL ATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Teknologi Informas tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINIS :

- Teknologi . teknik atau cara Elektronik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
Informeasi memproses, mengumumkan, mengandisa, dan menyebarkan informasi.




No. Dokumen

W8-U/ /S-01/X/2016

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Pembuatan

02 Juni 2014

JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Tgl Revis

180ktober 2016

Kota Bengkulu

Tgl Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DO
KUMENTASI DATA DAN INFORMASI

Pelaksana Mutu B uku
No Aktivitas Staf / pKaSUb B2g Ti P atan/
erencanaan im ersyar
Operator ,Tl,dan Website K elengkapan Wakiu Output
Pelaporan
1 Mengumpulkan softcopy dari Flashdisk Tersedianya
bagian  Kkesekretariatan  dan C) Komputer arsip data
K epaniteraan komputer
2 Mengecek _kelengkapan v Komputer Tersedianya
softcopy dari bagian | l_ _’| Printer arsip data
kesekretariatan dan komputer
K epaniteraan
3 Mengunggah arsip data Data Tersedianya
computer dari bagian K epaniteraan 2 hari Data dan
kesekretariatan dan < dan informasi
kepaniteraan K esekretarian dalam
ATK Website
Komputer
4 Menyimpan Data dan Server Tersedianya
Informasi dalam Website C) Komputer Data dan
informasi
dalam
Website




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan
Kota Bengkulu

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan

02 Juni 2014

Tgl Revis

180ktober 2016

Tgl Efektif

01 November 2016

Disahkan Oleh

Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN SERVER DAN APLIKASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM: KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. PermaNo. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata | 1. S1-Hukum/Sl-Komputer

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAP AN:
1. SOP pengelolaan server dan aplikasi 1. Komputer/Laptop

2. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan server | Dokumentasi Kegiatan

dan aplikasi tidak terlaksana dengan baik.

DEFINISI :
- Server : Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client
dalam suatu jaringan komputer.
- Aplikasi . Program sigp paka yang dibuat untuuk melaksanakan suatu fungsi bagi

pengguna atau aplikasi yang lain dan dapa digunakan oleh sasaran yang dituj u.




Kota Bengkulu

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
Tgl Pembuatan | 02 Juni 2014

Tgl Revis 180ktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN SERVER DAN APLIKASI

Pelaksana Mutu B uku
Kasub Bag
No Aktivitas Keuangan
Staf IT Per_cle_??;nr?an, lJdan Sekretaris E;fzgaﬂﬁman Waktu Output
mum
Pelaporan
1 Mengecek Server - Komputer Tersedia
dan Aplikasi ( ) nya data
Server dan
Aplikasi
2z Memberikan v - Laporan Data
Laporan Server dan Server dan
Aplikasi Aplikasi
3 Memeriksa Laporan - Laporan Laporan
dan Memberikan v kebutuhan
Laporan Apabila ada server dan
kebutuhan untuk 1 hari aplikasi
server dan aplikasi
4 Menyampaikan - Laporan Laporan
Laporan Kebutuhan kebutuhan
server dan aplikasi A server dan
aplikasi
5 Merealisasikan - Laporan Laporan
kebutuhan server dan v server dan
Aplikasi dan { ) apliasi
menyerahkan nya yang
kembali ke bagian terealisasi
keuangan dan umum




Kota Bengkulu

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan Tgl Revis 180ktober 2016

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan | 02 Juni 2014

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN JARINGAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebaga pedoman ddam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. PermaNo. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. S1-Huklum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan jaringan

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Jaringan tidek terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINIS :

- Jaringan :  Gabungan dari dua komputer atau lebih yang telah didesain sedemikian rupg
agar depa sding terhubung satu sama lain untuk dapat melakukan komunikasi
berbagi sumber daya maupun berbagi informasi.




No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tq Parbustan | 02 2014
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan (o
guna ta Bengkulu g p Tgl Revisi 180ktober 2016
Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOL AAN JARINGAN

Pelaksana Mutu Buku
N Akdivit Kasub Bag
0 itas Perencanaan | Persyaratan/
Staf IT TI dan K elengkapan Waktu Output

Pelaporan

1 Memeriksa dan  merawat I:I_ - Komputer lhari | Tersedianya data
jaringan | Jaringan

2 Menerima Laporan Petugas I T (—'—) - Laporan 1 hari Data Jaringan




Kota Bengkulu

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan Tgl Revis 180ktober 2016

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan | 02 Juni 2014

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN DAN SINKRONISASI DATABASE

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. PermaNo. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. S1-Hukum/Sl-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan dan sinkronisas database

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan
sinkronisasi database tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Sinkronisasi : Suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan sding berbagi datd
bersama yang mengakibatkan race condition aau lebih dikena dengar
inkonsistersi data.

- Daabase : Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di daam komputer yang dapat

diolah aau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi)
untuk menghasilkan informasi.




No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tq Parbutan | 02 2014
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan .
Buna ta Bengkulu g p Tl Revisi 180ktober 2016
Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN DAN SINKRONISASI DATABASE

Pelaksana Mutu Buku
N Aktivit Kasub Bag
0 vitas Perencanaan | Persyaratan/
Staf IT T1 dan K elengkapan Waktu Output
Pelaporan

1 Mengecek, update dan I:I_ - Komputer Tersedianya laporan
memberikan Laporan Database | data Database

2 Memeriksa hasil dan - Laporan ] Laporan Database
menyimpan laporan Database 1 hari




No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tq Pambuatan | 02 2014
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan .
g Kota Bengkulu 8 p Tl Revisi 180ktober 2016
Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik
Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Taa Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/ 1/2011 Tentang Pedoman Pe ayanan
Informasi di Pengadilan.

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. S1-Hukum/Sl-Komputer

2. D3 Komputer

3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan Publikasi Informas Perkara

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINIS :

Informasi :  hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil andlisa,

hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan
Kota Bengkulu

No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
Tgl Pembuatan | 02 Juni 2014

Tgl Revis 180ktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOL AAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA

Pelaksana Mutu Buku
No Aktivitas Admir/staf Paniteral Persyaratan/
IT K epaniteraan Kelgr)llgkapan Waltu Output
1 merangkum data amar Q - Laporan Tersedianya draft data
putusan/putusan  yang akan amar putusan/putusan
dipublikasikan
2 memberikan data amar l___| - Laporan 1 hari Tersedia nya data
putusan/putusan amar putusan/putusan
3 Mencatat dan - Komputer data berhasil di
mempublikasikan  informasi ( e publikasikan
perkara
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PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

W8-U/ /S-01/X/2016
02 duni 2014
180ktober 2016

01 November 2016
Ketua PT Bengkulu

No. Dokumen
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi

Tgl Efektif
Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
TRAINER PEL AKSANAAN SIPP

TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

1.

2.

DASAR HUKUM:

Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaristan Peradilan.
Surat Edaran Ditjenmiltun Nomor
185/DjMT.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan
Penggunaan SIPP di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1. S1-Hukum/Sl-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasi kan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP Trainer Pdaksanaan Sipp

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINIS :

- Traner
- Spp

Yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada orang lain.
Sstem Informas Pendusuran Perkara (SIPP) addah aplikasi penyedia
informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat
umum (publik) aau para pihak ddam administrasi dan penelusuran terhadap
data perkara Pengguna dapat menggunakan gplikasi SIPP sebaga media
informasi, meda penelitian dan media penel usuran perkara




No. Dokumen [W8-U/ /S-01/X/2016
PENGADILAN TINGGI BENGKULU Tq Parbustan | 02 2014
JI. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan (o
guna ta Bengkulu g p Tgl Revisi 180ktober 2016
Tgl Efektif 01 November 2016
Disahkan Oleh | Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
TRAINER PEL AKSANAAN SIPP

Pelaksana Mutu Buku
N oy Kasub Bag Para
0 Ivitas Perencanaan Pengguna Persyaratar/
Staf IT Tidan | aplikasisipp | Kelengkapan | WaKU Outtput
Pelaporan
1 Memberikan pelatihan sipp D_ - Komputer 1 hari SDM yang

mampu
mengoperasikan
SIPP
2 Menginput data sipp - komputer 1 hari Data sipp berhasil
[ ] dimesukan

3 Mengecek data yang sudah di
input ( ) |

A




B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
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FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO |L PEJABAT PENILAI NO |IL. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 |Nama WANSURNI, SE 1 [Nama UM KALSUM, 5S0s
2 [NIP 195912221992031001 2 |NIP 19680728 199003 2 00=
3 |Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) 3 |Pangkat/GolRuang Penata Tk I (111/d)
4 }Jabatan Sekretaris 4 |Jabatan Kepala Subbagian Rencana Program
5 |Unit Kerja i 5 |Unit Kerja u
TARGET
NO IIL. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT mr:l,;l WAKTU BIAYA
0 1 berkas 100 1 hani
0 60 berkas 100 12 bulan
0 6 berkas 100 6 hari
1) 2 berkas 100 5 hari
0 7 berkas 100 2 hari
° ® berkas 1w & bt
0 3 berkas 100 3 han
8 Mmdt TORDPAMW‘_FM@MW o 162 berkas 100 9 hari
g [Menelii TORWAOSWT:W@WW 0 7 Derkas 100 9 hari
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
10 Morﬂli MWAMWIWMPM 0 9 Barkas 100 3 Yiark
it Menelits mmwaoammgmm 0 9 berkas 100 3 hari
hukum Ti
12 |Meneliti Dokumen RENSTRA Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 0 9 berkas 100 3 tan
: - e
Meneliti Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan )
13 |Tinggi dan Pengadiian Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi 0 9 berkas 100 3 hari
Bengkuiu
Meneliti Dol Perjanjian Kinerja Tal (PKT) P i .
14 [Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi L 9 berkas 100 3 hari
[i] 9 berkas 100 3 han
0 9 berkas 100 3 i
a 9 berias 100 3 hari
0 9 berkas 100 3 hari
0 9 berkas 100 9 hari
0 9 berkas 100 4 b

Bengkulu, 04 2016
Pegawai Negeri Sipi] Yang Dinilai

UMI KALSUM, S.50s
19680728 199003 2 007




£00ZZ160020£90£861

teqruil uey idis waddN remedaq
9102 Lenuef § ‘njnyjsuag

NVINd| 21 001 jeans 3 0 uenpeduad ueesyuawad [isey uetode] ypafuaw uep uenpeduad ueesyuawad uejidFuewad jeins ypasduap| Z1
NVINd| 21 001 jeans Sz 0 winyny ueesajiueday ueSuap ueeuantaq Fues jeans Ynaduapjf TT
NVINg| 21 001 ueiodef zZ1 0 VW 23 ueywrBusw uep wpjey veunye; ueyeiday uesodepyenquisyfl 01
NVINg| z1 00T eaeytad i 0 Joy1dn ueesaljueday Wep ueuejng ueiode] ynaduawl Uep BWLIBUAK| 6
NVINg| 21 001 eaeytad 1 0 eiepiad ueesayiueday wep ueuelng uelode| ygaBuaw uep ewWLIDUSN| B
NVINng| Z1 001 eteytad Z1 0 euepid ueesajiueday wep ueueng uesode|ynadusw UEp BWLBUSW | £

eAuueInIn UBBUap [ENSaS

Nving) 2t 001 i s€ 0 s)oq weepay unsnfusw elas uedunfuaw uep Joyidn isesey erexjiad sex1aq 193si8a.auw UBp BIILISUI} 2
NV 0 — efuueynin ueduap rensas
ng) zi 01 o 05 0 s)oq wepepay unsnAusw euss vedwifuaww uep eyepiad isesey eiexqtad sexiaq 191siBalai URp BLULISUSN 8
nal z1 1 vitenisd 9 eAuuejnun ueduap rensas
Nyl 00 B S 0 syoq weepay unsniuaw euas uedwifuaw uep euepid isesey esextad sexiaq 191515919W UEP BWILIDUIW v
NVINg| 21 001 exeytad 57 0 isenujup yepns Suek 10yidn esexaad sexaq 193s1dalow uep eWLIBUAN | €
NVINgd| 21 001 eieytad 0¥ 0 iseynuiwip yepns Sued ejepaad eaedjiad sexqaaq 131513319 Uep BWLIBUIW | ¢
NVINg| 21T 001 eireytad 8L 0 iseynuiwip yepns Sued euepid esesad seysaq 193si8ataw uep ewdua | 1
VAVIE NDIVM | NINW/TVII | INdINO/INVIA
:\4 NV.LVEVI SVONL NVLVIDIN ‘1I ON
13au] 1 ad eliayun| S nnysuag I8suLy, UE[IpEsUa eliayun| g
wnyny ueeayueda)| jes ueleqef| ¥ wnyny epnj elajiued ueleqef| ¥
(q/111) 1L epnjy e1eUd4| Buenyon/ieyBued| € PIIl/ 111 eieusq | Buenyjon/ieydued|( €
€£00ZZ1600Z0E90E861 dIN| € $00T 05867 8160E961 diN| €
HS LINVAIMVHIML] DENL T L ~ us‘Nvining| 1. A
IWVTINIG DNVA UIdIS IdHDdN IV DEd 1| UN | IV1INGd Lvavidd ‘1] ON |

TIAIS IHA9AN IVMV9Id
VU NVHVSVS HITNIWHOA



800 Z ¥0600Z 91201861

910z Wenue|  ‘nnyBuag
Ny1ng { zZ1 00T uelode| Z 0 uenpeduad uetode| ueesyuswad uej@8ued jems jenquR|l 11
NvIng | 2t 001 ieins 0¥z 0 JEN[3Y Jedns uep yNSEW jeins ueydisieusw “Jeredusu ‘BWPHAUIN| 01
Nving | 21 001 erejtad Y4 0 nan Jowou ueBuap [ensas xoq wrefep oy @) uep Joyydy ], ereysad uesnind sexaaq unsnAuaw uep uedwlAuap| 6
Nving | Z¢ 001 eread ST 0 NIVIA 331sqam 3y efupeojdnduawi uep toxidyy, wIexdad uesnsnd eyep peojdp uesequia 1s13uUaWj| 8
eday
1 ereyiad Joyudy, ueesayu
NViIng | 2 0ot =5 sZ 0 Hep senuiuip yepns Sued sofidi] exexaad uesmynd sexsaq uedexSual RIPUSW uep BWHIUIN -
NVIng | 71 001 eJexlad (1} 0 Inn Jowou ueduap [ensas xoq weep 3y ) Uep elepiad ereydad uzsmind sexgeq unsnAuaw uep wedwlAus| ‘9
Nving | Z1 00T ereRtad S§ 0 TV 3315q3Mm 3y efupeojdnBuaw uep eyepiad erexsad uesmynd eyep peojdn uerequia] ISIBUSW|| S
eday|
1 erexiad elEplag ueeIalU
i 007 o o 0 Hep jsenuiuiip yepns Sued ejeplaq ereyaad uesmnd sexuaq uedeyBualo) RIPUSW uep BWHIUIN .
Nving | Z1 001 B®jiad S 0 nm Jowou ueBuap [ensas xoq wepep-ay ) uep euepjd exexpad uestynd sexyJeq unsniusw uep uedwiAua| €
NVIng | Z1 001 esesad s9 0 RIVI 2Isqam 3y eAupeojdnBuswi uep euepid exexad uesmnd eyep peojdp terequaf 1SIBUafl Z
day
n £1 ad PUEDP[J UBEISJUE
NVIng | 001 Bles SL 0 |Jep jSEanuURUIP Yepns Sued emepd eiejad uesnynd sextaq uedexSus[ey RIfPUAI uep BWHAUSNW :
VAVid NIAVM OLOW/TVNE | LNdLNO/LINV
. TA99VL OZINVOA | 5y NVLVEVI SVOLL NVLVIDDA ‘Tl ON
n[myduag (35Ul | UefipeBuag elyyun| S nMyduag [38u)], ueppesuag e[ wun| S
wnyny ueeaaueday jes ueeqef| % WY epnjy B1aliued ueeqef|
(p/1) 13®8wy imeBuag| Suemyon/iexdued) € Pl / 1311 meuad | Buemyjon/1efdued| ¢
800 7 ¥0600Z 9TZ0T86T JIN] Z ¥00 L £05861 8160E961 dIN| ¢
Pwy ‘INLLSNIV NVITHVA BweN| T HS ‘NVIRINL| ewen| 1
TVTINIG DNVA TidiS IH3D3N IVMVDad 11| ON IVIINAd Lvavidd 1| ON

T1dIS T4393AN IVMVI3Ad
VI NVHVSYS YITNINHOA




9107 1enue( My Buag

510 2 ¥09007/0€g)
LTIV 1)

\\
NVINg | 21 001 sexlag 1 0 (14 VN uedeyduapiag odig 14ep wyl) ) 81
NVINg | 21 001 seytag Z 0 (UeARlIM NYIWIS/MVYIIS 10181ad0) uenjualax 1Bnsas iy vy NNTIAVE ueSuap iser|1suoyal ueeuesyeP| L1
NVINg | 21 001 sextod Z 0 (YeARIM NVINIS/MVIIS 403812d0) ONNdWVT NAIT veduap ISeNIsuONaJ ueyeuesyePW| 91
NYIng | 21 001 sexlag Fd 0 (yedepm NYWIS/NVINIS 101e1ad) UBUNYE] UBD URIDSAWIS uesodeq enquap| S1
] qeke|l
NVINg | 21 001 sexJag & 0 sorea3d Q) yeAeim NVIIS/NVINIS iseidy welepay (1axes 6) J91ES aE:EM%EoLM;mWﬁJMﬂthM i
NVINg | 21 001 sexylag 91 0 (UeAe[m VWIS 10181ad() pig Ld YBARIM 1P 1axaes YnIN(as LIEP NWE NVIIS uesode ewaudp| €1
NVINg | 21 001 sexlag 1 0 N8 1d wnyny yeABIMas Nd yninjas ueeleyI[aUia g/ upepeiuad SEILIOL BEYS ¥ NI Bleq deyasd| Z1
NVINg | 21 001 sexlag 1 0 1185 N NVINIS/AVINIS aojeradp (Maq@) ueSueny Sueieq Jeyeq ienqua| 11
RVing | 1 vat e 4 0 yedey8uapiad ong g nny3uag INNJI 2 NWE uelepuaiuad g uesemeduad ueeuesye|ad uesode; umshww.w“ o1
NVIng | 21 001 stxlog 4 0 , NWE ueiode uep ygV FHI590 V.L4/TIMYON 1 TINMY Lep uoxa (15ey ueywuidudW| 6
NYVINg | 21 001 sexliag 4 0 (19338 NVINIS/MVWIS 103e12d0) UBUNYEy 79 19153WAS INHAN 34 1sel|ISuoNal ueyeues e[| 8
NVINg | 21 001 sex1ag vz 0 ueunyel UEP UBJAIsawas ‘ueue|nq ueiode enqua| L
NYIng | 21 0ot seqlag vz 0 (19188 MY WIS Jojesad() uelaisawas 1ad 9 uenquad ygys ueduap [eutoju] ise([Isuo}aY uexeuesxedW| 9
NVINg | 21 00t SeR19d Z 0 (1912 NWE SVIIS 101812d0) NiNg - YIS 1SeM1[de werepay UEEIPIsI3d/(zds Iesuen eiep nduduan| S
NVINg | 21 001 SENI9Y 0z 0 Luv/iLy ueejofaduad nyuequap|
NVINg | 21 001 sexI9g 0062 0 |stsodstp (ensas ueideq ay ynsew 1LIns-1eins uexsNqLISIPUIW nuequan £
NVINg | 21 001 sexiag oozt | O 1en|ay 1eans ueyepuadeduay muequap|
NVINg | 21 001 sexlag | oo6z | O snsep 1e4ns ueyepuadedua| [
VAVId nDIVM | NLOW/TYN | LNALNO/INVAN | g NV.LVEVI SYONL NV.LVISEN ‘Ti] o
LADHVL
nnysuag 188u1], uelipesuad eliayun| S n|mojgueg (8oul L ueipeduad elayuun| S
uesodelad ® ueSuenay isensiuwpesua ueeqe(| ¥ uelodejag g ueduenay Seg qnsey uereqel| ¥
a-n /1M1 epny ereuad | Suenyjon/ieydued| € v/ eenag! Buenyrjon/aeygued! f
+00 Z ¥OBUUC UIYULLDL div| © & FREHARERRE T ol 2|
HS ‘WOX 'S 'VHON VaNI'1 eliEN| T 48 'LLN.LSY E,:Ell . euweNl T |
IVIINIO ONVA TIdIS 393N IVMVD3d ‘11| ON IV1INSd Lvaviad ‘1| ON

11d1S I4A9IN IVMYDAd
V4TI NVHVSVS HI'TNWY0d




NVINg| 6 001 ¥od 6 0 seindwoy eipsw wejep vedwisia) Buek ey isejuauniop 1enqwayy| ST
NVINg| 6 001 ¥oa 1 0 sesep wesboid ymun eqoo (n elep lenawapy| 1
NVINg| 6 001 walsig 1 0 seindwoy ueBuuel wa)sis 8900 INBuapy| €T
NVINg| 6 001 waisig £ 0 1eIndwoy isesado walsts 89 inbuspy| z1
NVINg| 6 001 Ejeqg 6 0 Isepijea uebuap E1ep wexaey| 11
NVINgG| 6 001 wajsig 6 0 seindwoy 1sesado waysis uenbbueb nyegiadway| 0T
NVINg| 6 001 Eleg S 0 wesboid neje uep ejep uesepuebbuay| 6
NVINg| 6 001 uejeiBayy 6 0 seinduwoy uebuuel waysis / Jeinduioy weysts uejeesed Bueseweyy| 8
NVING| 6 001 ueeibayl | oS 0 JBABS Uep JBUIB|U| SOSXE JoNUOwBY| £
NVINg| 6 001 wajsig 6 0 Jondwoy uebupe( weysispeun) 1eyBueiad peyndwoy 1seledo wasis (epes6 dn) uesiexbuuew neje uep iseEisubuepy| 9
NVINg| 6 001 wajsis 6 0 seinduioy 1sesedo wejss ueESTUSY Mieqiedwiew neje Uep ISYolepusyy| S
NVINgG| 6 001 uejeibay 6 0 Jaindwoy wajsts ueXESTURY Diegiadwew neje UEP ISYelspuayy| ¥
NVINg| 6 001 uejeiboy 6 0 15jndwoy uebuuel wajsis ueyesnuay ieqiedwew neje Uep ISyalapusyy| €
NVINg| 6 001 edgojoid T 0 sesep weuboud eqoo nbuapy| Z
NVINg| 6 00T ueiebay | 9¢ 0 aseqeiep uebuepeouad nele sevidnpuayy| 1
Ny NLOW/ d1Nno I
— L 139UVl L B = AV NVLVEVI SVONL NVLVIDOIN ‘T ON
nf T UB[IpEaUsg elayun| S NM3U5g 18UT], Ue[Ipeauag ey U S
1seustoju] 18ojowya |, uep uetemedaday jeig uereqe[| ¥ 1seurtoju] 18ojouya 1, uep veremedaday ueifegqns ejeday ueleqe|| %
Q111 / 1ML PN ereuaq Bueny jon/1exgued| € a1 /14, EPNIA BIRUA4 | Buenylon/iesued| ¢
:::jaisnum\:nnml Jmnl 7 S:i:n::umuo:n\ﬂ_ dIND 7
LS 'OYODNIIM INVU ONEFZ | ewepn| | LS ITWHVYA 14 VIV W culeN| 1
IVTINIA ONVA '1IdIS TIIDEAN IVMVYDAEd ‘11| ON IV1IN3Zd LYEVIdd ‘1| ON

TIdIS IIADAN IVMYDad
VI NVHVSYS HITnWdod




0001T0110222405861

tejlul(] Sueg ndis 1fod3N 1emeday
9102 181ep 57 'Mduag

0

NVINgd| 6 001 adnolold 1 0 1esep weiboid ueyelewasaw neje uep ueybuequisbusp| 7z
NVINg| 6 00t uejeibay 3 0 sainduwoy erpaw Welep ease Isexdje Jmebuap| 17
NVIngd| o 001 veeBay | 6 0 sInduoy waisis uauoduy SIe) iseyyisads Ueerauan| 0z
NVINg| 6 001 welsts € 0 sanduwioy ueBuuel weysis ueieejueuidd NPasoid WAISIS IENAWBK| 61

e " | b WLy W S UL UEDULE] Wigysis =mmemude =22 i ey u
zﬁ:M 6 - m'c [ adpoioid 2 0 sesep weiBoid |enawayy| L1
NVINE| 6 001 Buein g 0 iexewad epPdey Sasye ISesudi0 1enauep| 91




NVINg| 2zt 00t uerode] | 21 0 Junde yeweyyew ueesajiuedsy ay sws miefaws eepaad vreyaad ueaodey EEmamE: 81
NVING| 21 00t seyJag (4 0 nfeduad uv(ipeduad oy e1epaad ereylad seyiag Et_mcozz L1
NVINg| 21 00T uetoder] £ 0 eep.sad etextad YLy __mn_EoE= 91
NVING| 21 001 ueaodeq Z1 0 rdd yueq p ezepaad exexiad ueSuenay) yad zmx.:ﬂ_cms__ ST
NVING| 2T 00T uetoder] Al 0 T4 Hueq Ip ueloy Buruayal pqueduapyf $1
NVINg| 1 00t uetoden Z1 0 ejepaad eieyiad ueBuenay vaeyepuaq ueideq g41s waisis 1p ejepad =ieyiad ueduenay uesode] jenquapy| £1
Nvingl z1 001 uetoder Z1 0 Emuhmmqwnmx._wn UBSUBPED SEY N}Nnq Uelode] 1engiuapy 71
NVINg| 2t 00T uedode] | 7] 0 seuepwioy 9¥ eyeptad esexaad ueBuenay uriode) renquiapl 11
NVINg| 21 oot uesodeq 4l 0 e1epaad eaexiad ueesaliueday yey-yey ueewstauad ueaodepienquispyf 01
NVIng| Zt 001 uesode] Al 0 eiepJad eaeyiad ueduenay (euan{ minq ueiode] jenquajy|| 6
NVINg| Zt 00T uesocleq zl 0 eiepJad eieyiad ueduenay ynpur nenq uesodep renquapl| 8
NVINg| 21 001 uelodeq | 7] 0 ejepaad eieytad urBuenay ursodep zenquiaplf £
NVINg| zt 00t seyJag 91 0 Suiseur-guisew diste 1e1ns Jaupo weep ay Jenjay jeans ueydisieduay| 9
NVINg| 2T 001 se)ag 91 0 WRWN Ueldeq 2y Jen[ay Jens Jowou Laquuaw ‘winduapl|
NVINg| 21 001 sex.1ag 91 0 eyepsad pnued yajo uey waq 1p Jued denjay jeans dosuoy ynaduapyl +
NVINg| 21 001 sexlod S61 0 8uisew-Zuisew disie 1eans saupo wejep ay jynsew jeans ueydisiedua| €
NVINg| 2zt 001 sexdag | S6l 0 HNSEW JE.NS 19351501 nynq we(ep ay ¥nsew jeans uexepuadeduapy| z
NYINg| 2zt oot Sey.1ad S61 0 wnwn ueldeq Liep ynsew |eIns ewauay | I
VAVIE NIMVM km“ﬂ.ﬂ“x.E:: LNd.1N0/ LNV AV NVLYaVI SYONL NV.LVISDI ‘Til ON
nyduag (830l [ Ue[[pesisg eldyup|[ g nNY{Fuag 8aul], Ue|ipestag ely yun| g
elepUIad ueelajjueday jjeig ueeqe[| ¥ Bjeplad epnjy eraued uejeqef| 4
e/ meuad fuenyon/ieydueq| € P/ 1)L eieuag | Suenyjon/1eyduey| ¢
1002 S0800Z 60605861 dIN| 2 | 0L0 T EOZ66L LELOEYSL| dIN| ¢
HY idilLS VAU LY ddivdd | v || AL | S 1AV LN NVALLIY] J 1}
iViiNId DNVA TIdIS [HA5EN iVMVD3d 'Ti] ON | 1VIINGd Lygyiad 1l ON |

T1d1S T4aD3AN IVMVDAd
VAN NVHYSYS HITNWHO0A



niuaysay feuorsduny ueiegel nyduewaw Bued SN 18eg Ny ,

| UBIBYEY)

100 Z S0 cofocsommoﬁ

0101
[

tejjuiq Bueg 1dig Tadap temedag
910Z 1aquiasaq Qg ‘nny3uag



uemnq | 7y 001 JeIns S 0 ueiemebadey uebusp ueuayiaq buek jeins-jeins wabuopf| ST
L L TN - ¢ 00T sejiaq 01 0 1seiniu ekeiq uexinsnbuew; sesosdwapll +1
ue[nq 9 001 jeans 8+ 0 sebn) jeuns sasoidwapyll £1
uenq | 7z 00T seqJaq S 0 18Gn | Nd minybuag Nd [einpnagpeuoisbun jeqefed 1eibued ueyieusy insn sesoidwaull 21
uenq | gz 00T ueyeidoy ST 0 166u1 | ueppeBuag eMay [HEM UEp ‘Nd enjay 166ul| witey ueyeqel yedwns uep uesuerad ueeussyelad a,_EEz__ I
uenq € 00T seylaq L 0 wijeH uep SNd yexbued uexieuay epebusw esjeueBuaw 'Hpuapll 0T
uejnq 9 001 JeINS 81 0 ugjeqel pnpnpusil yisew ueejeAwad Jeing jenawepyll 6
ue[ng 1 001 jeans 57 0 ) ﬁ:?ez_ 8
ue[nq 1 001 seylaq 11 0 gexpag feg ueyieuay Hm:o%z_— L
ueng | | 001 Jeans ¥ 0 (ueguayqued) unisuad nsn enawen| 9
ue[nq 1 001 sexyJaq L 0 eueoua ekjes/ ueebieybusd- ueefueybusd cs__agm..ﬁg__ S
ueng 1 001 seylaq g 0 mimibuag | 4 jeuoisbuny yeqefad Jeybued uexeuay jnsn enquop| ¥
uepnqg 1 00T jeINS d 0 uesIeR ANO UIZ! jeing jenquianf| £
uenq I 001 JeIns 8t 0 veunye) gno uizi jeins jenquepyl| 2
uenq [ | 00T sexJaq 01 0 ueresgosad) ueumeysad ufz| ‘nsey/sUBY + Badrey ueejuuued uexnsnb 1
VAVId NIV W/1v
M Ew.w:ﬁ 0N | LNJLNO/INVI | oy NV.LVEVI SYOL NVLVIDDN Tl ON
NNY3uag 98ur], Ueipeauag elay uun| G n[{JUag (98Ul UB[Ipeslad eliay nun| g
:m_mgmmmn_n..v“ 1se nstmpefuag uereae(| + 1seuLiojuj (Sojouya |, uep ueiemedaday Feqnsey ueieqe|| ¥
Oirrr £ rmry pantt papna 1| Guenainn AewSne | e i1 / ereuag| Buenyjon/aeysued| £
100120S86160£00961 dIN| € LOUECUSUUCbEYUSLDL dinj ©
NVSHY euweN| 1 LS ‘TANHVA 13 IV W CWEN| L
[VTINIQ ONVA TIdIS IMADEN IVMVDEd 11| ON IV1INGd Lvavidd 1| ON

TIdIS [HA9AN IVMVIAd
VIEE NVHVSVS HI'TNIWH 04




1001Z0S86160£00961

e Jurh ._ammrnm\z EMEDa

uemq | z1 001

seytaq

wifeH uep SNd Ueyepuiwad ueynsnbuai uep j

91




S00 2 £00661 90%0¥961

refiuiq Buej pdis s

100 T Z0S00Z 6290SL61

emedag
910z 1enue[ § ‘njpf3uag
niny8uag 188u1], ue'ipeduad [eanynas jeqefad uep '1§3ur], ueppeBuad emay
NVINg| z1 00t IV ot [De uep L1adaN ueppeSuag emay ‘188ur] wpyey ueieqe! yedwns uep ueynuead ueeuesyepd muequiap)| - ¢
NVINgd| 2zt 001 IVMVD3ad| 61 ‘nimduag 188uj], uepipeSua epeytaq 1(ed Jeyep ueded 1p e[exaaq 1(ed uexyieuay 1e3eduapfl 01
IVMVIdd .
NVINg| Z1 00T ViVa £9 Bumazaq ueded 1p njnyBuag 188uiy, uejpeduad jemedsg uep wipjey eiep uedeyduaiay 1E3R2UB || 6
NVINg| Z1 001 SyXd3d 009 ‘winui) feqqng ay ueremedaday] Liep Jenjay jeans uejyelafuajl| 8
NVINg| 21 001 IVMVYDdd | €9 ‘and seyep ueded 1p 1emedad uep wn{ey nno Je3edUAN|l £
NVINgd| 2z1 001 Svyddd | 086 ‘ueremeBaday Seqqns 1p jeis 1syodny ueduap [ensas jeans uexisnqLasipuajl| 9
NVINg| 2zt 001 SYddd | 086 *J9poj dew ay ueydisielp yniun senjay uep ynsew Jeans sjual iseqyisepBuapfl <
NVINg| 2zt 0ot Svyddd | 086 ‘isisodsipip yepns Sue£ ynsew jeans ewiauap|
NVINgd| Z1 001 ITvA 8ZS ‘uasqe qeme( Jundgueuad Fuens ay 1emedad uasqe uepjreuajyll €
NVINg| 21 00T IV B82S ‘1si1p wnjaq Fuek uasqe |siduapy L Z
NVINd| Z1 oot v BZS 19)1d efaw L1ep atos uep 1Jed uasqe dew jrquieBuapyll T
A/ W/1
AViE BENYM E“.wﬁ ._.\ V0N | L0dLNO/LNVAX NV.LVEVI SVONL NV.LVIDEN ‘Tl ON
n{Buag 199Ul ], UB[|pESUag e[y un| s N[My3Uag 188Ul Ue[Ipesuag eliay jun| g
uejemedada)y] isensuiwpeduag ueleqe(| ¥ 1L uep ueremeSaday Beqnsey ueleqe(| ¥
Q/111 /1 2L epn eieudd | Suenyjob/iexdued| g 2111 / eieuag | Suenyion/ieduey! ¢
400 € E0066 ) Q20K01V9GI dIN Z 1001 Z0S00Z 6790561 JINL 7
v.Linl vdsnd BweN! T IS TWHYA TII'IV ‘W EWEN| T
IVTINIA ONVA TIdIS IHIDAN IVMVIEd ‘11 IVTINGd LVEVIdd ‘1| ON

TIdIS I439AN IVMVDId
VIHIN NVHVSYS HI'TNWY04




I "(88u1], ueypeduaq eniay yao minasip
NvIng| zi 00 Lvans 0€ 0 yer23 Bued jseanwi/isowold uenSn ¥njun v sLelanas/wnppeg ualig oy Jejueduad jeans ynaduay st
“[@3ul ] uejipeduag
NVInd|( z1 oot NYHOdV' 4 0 eniay epeday efufisey ueyiodeaw uep 3533 1adoad uep 3y winy yajo ueyuaqip Suek reqiu nmxo._uz__ ¥l
N 7eyeliadeg wy ], jedes wepep minjasip ye[a) efuuensn Sues siuya) efeuay
NVing| 21 001 YILVIDAN ¥ 0 1593 Jadoad uep 1 ueeuesyead uep jedes ynjun ueyyningip Sued eueses ead uep eueles ueydelfuapy el
NYINgd| Z1 001 yvidva | o€ 0 188uy, uepipeduad en3ay epeday eAuueiodepw uep jexeliadeq wyy jedey [IseH YRa8uan| Z1
NVINd| Z1 001 {._.<_“_umv_ b 0 aeyeliadeg wp jeded uexeuesyejaw ynjun ueyymngrp uex euedes eid uep eueres uexdeifuaplf 11
NVINg| 21 00T Hv1dvdad 14 0 1eyeliadeg jedes ynjun jseynw /isowosd uepnsn reyep yna8uapl 01
NVINg| Z1 001 viva 09 0 "daANIS isexijde eped peojdnduaw uep Jop-a elep fepuiwan| 6
NVINg| Z1 00T v.vd 09 0 da1s 1seyide eped ninyBuag 8Jur], uejipedua remedad eiep uveanpenwad induBuapfl 8
IVMVDiad L ‘
NVINd| 21 001 Viva 0S 0 NXE NdVS Isexide eped ninyBuag 188ul], uejipesuad SNd eiep uep ueieqe| 3 1sisod ‘jpequd eep induiBuapy| £
N % s 0 ‘Buequiajed J]A [euoiday
ving| zi 00 b I 0 N4 eleday yajo minyasip yera1 efuuensn ued spnjal-uou remedad jeq8uey ueyieuay NS ynaduapy m«
NVINg| ZT 00t Syxdad ot 0 “MdVS Isexyide rep sunjal-uou remeSad jexq3ued uexieuay [Nsn BIOU Uep [nSN JBINS HeIDUIW| S
NVINg| Z1 00T v.ivd 01 0 "N)d MdVS 1seqide eped [[A euoi8ay Ny g 3 siua3-uou remeSad yeqBued uexreuay nsn ezep Anuaduapy| +
‘T VW winjipeq ualijq 8y wiapyip uese duek
NVIna} ey 0ot LVYNS St 0 Bueryeday| Nd uep dnuny Nd “nwely e8ay N 11ep siua) eSeua) yeyBued ueyieuay [nsn jeans ynaduapy €
"Buequia[ed [IA [EUOIay NG 9% SIW93-UOU [EMEDd JeyduE
NVINg| Z1 001 N 14 0 ueN[eud)y SEXIaQ uep [y YN Winjipeq ualyq ax wiapjip uexe Suek ueiyeday Ng uep dnun) Nd “nunjepfl z
VLVIOaN ef1y Nd 1ep sija) eBeua) 1ey8ued ueyreuay ue[nsn seysaq uejeredsiad uedeyduajey Suemn esyjuawap
‘nnyduag L4 wnyny yedemas Nd uep Ld singa)
NVind) 2t 001 dvidva < 0 -uou jemedad £ 10z 1aqonqQ uep [Ldy ueng Jad jeySued ueyreuay euedual Jueujwou Jeyep ueydeifuapy L
NW/1vN
vavIe ALV ._.m“.“.—ﬂ_. A | LNdLNO/INVN b\ NY.LVEVI SYONL NVLVIOIN ‘111 ON
N[yJuag 195ul], Ue[Ipeduag el uun| ¢ N[M{3USg [F8U[], UB[[pedua] elay yunf g
ueremedaday) 1sensiuiwpeduay ueleqef| ¥ 1L uep ueremedaday Beqnsey ueeqef| %
Qi /1 L BPNA BIRU3g | Bueny [on/ieiSued| € 111 / eyeuag| Buemyjon/yexdued! ¢
010 Z TOTTOZ £0908861 dIN[ 2 100 T Z0S007 67005/61 JINY 7
qS ‘ONVANOWNYH VN.LOYH anm_dm_ BWEN| T LS ‘IWHVA T3 I'TV "W/ BUWEN| T
IVTINIA ONVA TIdIS IHID3N IVMVDEd ‘11| ON IVTIN3d Lvaviad ‘1 ON

TIdIS IHAIAN IVMVIAd

VI NVHVSVS HITNWY 04




0T0Z T0T10Z £0908861

reqiuiq Sueg _E.. afaN remedag

9107 Lenue[ § ‘nnysusg

‘eAuueeuesyejad eieoe wepep

NVYINg| 21 00T N L 0 njuequaw uep ninjduag 138uy ], uepipeduag wnyny yedeym 1p 188ur], wipjey uep [eamynas jeqelad uejeqel|l £
V.LvIOaN yedwms uejiqueduad g ueynuejad ueeuesyejad ynun ueyyningp Jued eueresead eueres ueydeifuapy

NVINg| z1 001 Lvdns 0z 0 ‘uereme8aday ueBuap uejeytaq Sued efuure] jeans-jeans x:mmcuit i
f Iseanw Juek Jnunjepy

Nyiltidy e ik Lvins S 0 eday uep ‘Bueiyeday] ‘dnuny adap uepipeluag wipjeH/ena) seytaq uewiduad Jeyueduad jeans ynaduapy 1z
‘Bueiyeday] “munjely eday ‘dnany

NVINg| zi 001 Lyuns 8 0 11a8opN uepipeSuad 11ep yejny ueyresajaAua ye[a) uelode] uep Jefefaq uizi JeyueBuad jeans ynaduap 0z
‘Bueryeday uep Inuwyep

NVing| 21 0ot LVuNs 8 0 eday ‘dnan) Ls8ap ueppeduad remedad nsaey/suey ‘Badaey ueuoyouriad seyueduad jeans yuaduapy 61

‘Buepyeday uep munjejy e8ay ‘dnun) 11383
NvIng| 71 001 syywaa | 8 0 eday tep-unyeyy ehsy dimp DaBaN]

ue|pedued iemeSad nsiey/siiey Badiey ueuoyouiiad sexiaq uejeaedsiad uedeyBusisy Surn eojLIWaR

nnyBuag 133u], ueppeduag eped wpjey euas nnyduag 188ul], ue[ipeduad wnyny YeAB|Im-3S WD{eYy uep

Nving| zi 00t SVAudd 0c 0 11adan uepipeduad enjay eliay 1seisald uereqiuad 3 NS ueueduejepueuad uep ueienquad Jiuipiooyduap| =

Jeyeliadeg wp)
NVInd| 2t 001 LVuns s 0 mfnyasip yepn Sue£ uensn ynjun aday ueppeduag oy yeyeliadeq jede 1sey uetedwefuad jeans ynaduapy 91




800 Z ¥09002Z 90902861

reqrui Sue nidrs/tiadaN remedag
910z Menuef § ‘nmyduag

7 ueing Zl 00t NYH0dY L n ninyBuag 166u1| uejipebuag 4iry uswmyog ::mi_._wz—_ L
- uejng 4} 001 1Lvdans ae - Jenjey uep ynsew jeins ueyepuabebuspyll 01
- ue|ng Zh 00} vLva } ; ninybuag 166u1) ueypeBuag g0 vdia isasenll 6
: uejng Zl 004 viva 8 - | UOES3 8 £ VdIQ ISIASY-ISIASY UBNSTUaUaW uep mEE.mz__ 8
= uejnq 4" 001 NYHOdY1 b 2 (d0OS) 1npasoiq [euoisessd) Jepuels uawnyoq :amicm:__ .
5 ue|nq cl 001 NYHQOdY1 L - Buelued exbuep elisury euesuay uswnyog %micwz_ 9
- uejnq zl 00t NYH0dY } - ueunye eliaury eueoUY UBWNYO(J ::mi_._mz__ G
- ue|nq Zl 00} NYHOdY1 I UBUNUE) BLSUSY UsWNyoQ ::m_;cwz__ b
- uejng 4! 00} v1iva 8 g ninybuag 1661} uejpebuag yekeymas uejipebuad Uep £0 edig ¥O L uep THYS wnybuessw uep ewusUp €
: uejng Zh 001 NYHOdY1 b - €0 edig MY HOL _mBEm:__ A
= uejnq 4} 00} NVHOdY b - £0 ediq ueseBbuy uejnsn unsnkus |
VM VM | LNdLNO/LNVNN
¥ARB RN .rmu_“_ﬂ_.“.:\i N0/ nv NV.LVEVI SYONL NVLVIDIN 'TIl ON
njnyjsuag 1adul |, uejlpesuad eloy yun| S nmysuag 1sdul |, ue[ipesuad eliayyun| ¢
ue.edduy Uep lieisodd euedusy jeis uejeqef] ¥ uere3uy uep weiorg eueduay feg gnsey uereaefl 4
] | vy / 3] fyfrrtYr 1 Mmrira T Yrremarnn faraSne ~
L\ VI F O B e TV PR ¥y oo o L9 B N Y R 1§ u &
800 € ¥0500C 50502861 JdIN] Z €007 £0066T 87208967 dINI 7
HS ‘VZINNA ALLAA eweN| T S0S 'S ‘WNSTVI TINN BUEN| T
IVTINIA ONVA TIdIS IEADAN IVMVYDAd ‘11| ON IVTINAd LVEVIdd ‘1| ON
TIdIS MADIAN IVMVYDAd

VUIA NVHVSVS dI'TNIWH0A




S0 Z Z1e00! SZ60LB61T
IS THLLIAVSTISIS

ejuiq fueg ndig wadan rereda,
LT07 WEenue| g npnyduag

——— e e —— — ——

T U0 | U0 SEUIY Wb ] niiu e Bucs sNg 136y ) o

-ueeje)
E00Z ¢ occﬁ B

n.W‘ [ ‘m. "

INVTd| zT 001 teltoder| A 0 wrx et uriziday ueaodepenquiapf Z1
_ NV1id| 2T 00! vesoder| Z1 0 cuepil ereyaad izepirayj u _:a_sh_lrm..am_ .‘mﬁlrr_z MH
- ) = = X T T T T T T T T T T T T  uepl e nad|) |
| LIeyAaC 0 g
(NYIg) o 20 A 0s _ ynpul 1aisida; nyng wejep 1 eAueaeuaw uep Hundy veweyye g e 1sesey ursnind Teules Ewaiap o
NVTd] ZI 00!l tedlode SE 0 viesey exeyad ustodep ey disaeduaw uep eropl
NVT 4] zZt 00! LIBNIOC ¥8 0 _ _ Anuin) uerdieg cny I epw Im._ﬂx‘...a sy 1a¢ ueuLngd m_s_ i:l
[NVINd| 2t 00! LABYIAC ¥8 a eduad urpefuad 3 ueywiapp exafias teye dued :mmzwﬂmw::uu pipl m_z Ih.l
=] || . A | T T T E IO ieIs2S Uy e aset J uepi vaes qad]| |
1 [ 1B 1] o "
| Nv1id) et g0l TR 8 - ynrul dgisida. nyng uejep 3> 3mesp uep quiddusd edsyued Lep seanuru eieydad sey 13Q EWLIA oy g
] : o = e USRS BUe I =]
NVTid) 2zl 00t e 8 ke sijalelu epzday vAunuediuad coaypued urp unyey s ipalew nfunip yeiay ued eieyad siyjiag ueqyeRL 1oy g
NVTd| Zt 001 BIByIaC ¥8 0 nuedduad eappuec uenlunuad yraun sLiela ofas vayued epeday eaey ad sivjiag vexyelakiap . __.I
o s T T Tappey steivwlf
_ IBHIIC 0
INVINd| 2t 001 ot ¥8 * ueyniunued yrcun npnzBusg 185ug uzipeduad ey pyes fenzas epeday eiey lad siyjiag ueqyERA IO &
s e o Iill — e —— e — —— — i — s e e . e ———
| INVTId| Z1 00! EABNIC ¥8 o (51D) u33ss§ Bunpdea | aser o uep raexiad ynpul 13351324 n-nq we(ep 3y ¥nsew Fuek eceysad 123sBaall ¢
INVTId| 2t 001 vIBN1AC ¥8 0 o e eydad louou 1 u:E.._._”r_ﬂmwﬂ.mE duek eieyuad sey 1aq EWLL 1oy I._l_
T VAVII | T NINVAT [ NINW/ TV [INdIN0/INVIA S o _ S R | M
ADUVL Y NVIvEY [ Svo L NYLY IO 1 ON
HTO[E wig JFUT ey jEeua,] eliymin[ ¢ T TN ey 8T |, e[ IpEats g Iy iin| §
2uepld eoNp caanied jig iecef| # PUBPL] BN VIR ueyrgef| i
Bl / P El1eUaj Buenyon/ing8ug| £ P 1 Bleua g duemyjon, mdied| ¢
_ SO0 7 7 1A00T SZRNLAAT diN|] € €10 2100617 BZLIBUAT| dIN| @
{ i b idduidV s lhddh) e s o e e R o WS odldiadviovdy iy
_ __ AVTTINIG INVA TIidIS RiFDEN iViMv Dad _n_.__luu._. o . IVIINDS .—.«.nmﬁ"mh_._ mm_

TIdIS TEADIAN IVIAVDdl
VIYaA NVHVSYS 21TNIY 04



S00 Z¥0600¢2 L080L861T
HSINIVEDONV VILNW ANNTH

rejiurqg duey (1dis 1a8ap remeday
9102 Henue| y 'ninydusg

uejng Zl 001 uv14vd e : nue5buad eiapued ueyniunuad uedejsusd xzomcoﬁ__ /

- uejnq Zl 001 HY14va 1] - wiye ueynfunuad uedejauad xzmm:mﬁ__ g

- uejng A 001 vivd 8 . veueye| seyeq ueded ip sinuapyll G

- uejng 4 001 1vyns ¥8 - UBUBYEUd uedelaued _mzasws__— b

- veing dl 00 aY3d 8 - aieyiad Sewag uedeybusioy E_w_%__ ¢

- ueing Zl 004 Lvyans 09¢ . Jenjey jeuns - jens ueydissebuaw uep cm\_mucmmmmmcoz__ Z

- uejng Zh 001 Lvans oov . ynsew jeins - jeins ueydisiebusi uep uexyepusfebbuspyll |
pars BV 13 u:h.% :—.S (e ADEENOT LV ON AV NVLVEY SYONL NVLVIDINA ‘111 ON

n[ny3uag 108Ul ], UB[IpEsuUad elldy un| g n|ny8uag 188Ul ], Ue[IpESUa] el uun| g

euUEpI{ UueRIaueday jeis uejeqef| % BUBPI4 PN BIdJIUEY ueieqe(| ¥

(a/m) 1ML epny ereusd|  Buenyon/ieSued| € (p/UD I ML eeuaq| Buenyiop/iexsued| ¢

SN0 7 ¥06007 LDRNZR6T dIN| 2 £00Z £00661 8ZL08961| dIN| ¢

B HS 'INIVHDONY VILIMA ANNAH | EWEN| L HY NAULLEVALVEY Cliciyg
IVIINIA ONVA T1dIS IHED3IN IVMVYIEd ‘11| ON IVIINGd LVEVidd ‘1| ON

TIdIS RIADAN IVMYIAd
VI4EM NVIVSVS HITNIWY04




LC0Z ¥0600Z 1Z01HE6T
HSTdI AVIIO LINVIYT

el Sueg s padap emedag
LT0OZ enue| g0 ‘nimyduag

o

orct
HSY

ARG E Ut Wie il BUTA SN 1988 v «
DU egen)

NYIng| z: 001 ueande| 71 0 Wiy epnyy veelaurday] i UEYURIASIP > NUN BIRP. 13, BIENIA] ueue|ng uziode] enquapfl Z1
; elepIad eiey.ad
\ I eleyad
NYte) o o ks _ s ¢ ynpuyaaisidal mng wefep ay eAulejesusw dep Sundy yeweqye)y LIep [Ses2y uesnini ueul[eS BWII3UI |y E
NYIng| 2t 001 A RETY 89g 0 nieduad weppeduad ay eaeyiad soyaag smet_mE.E__ 01
NYIng| z: 001 eestad 8¢ 0 nf{efuad uepiprduad ay uexywp{1p 1a8ss ¥njun Jejueduad jeans ¥ypaduaw uep vesnind ueuies piuapll 6
eieyiad
NVINg| 2zt 001 eimad | ge 0 .- . — B
ynpui 13351834 nyng wepep a3 1e3edip uep puedduad viajiued rep iseanui eiexsad sexiaq eWIaUA Y
. . uemjduesiaq 3uek wpgey sialew| |
. i eydad
Nving) £ o9at e 8 0 epeday efunued8uad e1aud uep wipey syalew ynlunyyp yejal Fued ziesad sexyiaq ueyuesafuapy -
NVINng| z: 001 eaedad 8¢ 0 nuediuad etaiued ueyn(unuad yn.un exajjued epeday eiexsad sexyaaq uequesakuapf o
eydad i .
Nving) zt 00k B 8¢ 0 ueynfunuac ynun nnyiiuaq @3un veppeduad enay (em/emoy epeday eieyiad sexlaq uejyeiakuapy §
NYIng| 2t 001 eaejtad ot 0 nuediuad esaynied ueynlunuad vep wnpey uexnlunuad uvedejauad yuaduap| +
——
NYIng| 2t 001 eaeJad BE 0 (wazsAs Gupjora] asey:)) S L) uep erexdad ynpujmsiial myng wieep ay yrsew Juek exexpad 1esiBatop| ¢
NYINg| 2t 001 ejad | ge 0 esexIad snjlaq uedeyBuapey nippuap| @
__
NYINg| Zt 001 eieaad [ gg 0 BIRYI3C J0woM Woquiaw uep ynsew Jues ereyaad sexlaq emtauap| |
VAVId MINVM | NLNW7TVN [ INdLN0,/ TNV
139UVL AV NVLYVEVI SYDNL NV.LVIDIN TII ON
A[TL{BU TR, TE(IPEto, elady yun| € W[injauag |gour, uefiprada, EIREN RIS
eleplad ueetanueday jeis ueieqe(| ¥ EIEPIad BPN E1JIUE ] ueyeqe|| 4
eI/ PN BjRUS ] Fueny{ 0, 1eEuRy| € PIIT/ 1211 ereuaq| Bueny’[oD,Je)dued| g
100 Z ¥0600Z 12016861 dIN| € D10 T ENZ66T 1210 €961 dIN| ¢

A0 hedhbo WaNG LV iU ek idibeg

idd A ko..f.Lr:__:r.:.-(:

[

i) | L
IVIiNIG ONVA TIdiS RiG3EN IVMVBId Ti] ON |

h
IV TINGS Lyauiad f] ON |

IS HADAN IVMVDAd
VIiNay NVHVSYS dITNIWHOA



uenq | Zz1 001 Jeyep 0¥z |- uey degas Gueindjpey Jeyep sebjed jebeqes [enuew (suesqe Jeyep _,_mn:s%%sz__ ST
uengq | z1 001 Jeyjep Z1 = ehuugn ¥
denes |seieunwey uep ueyew Buen uesekequad ynjun ueBueney qns ey seuepwoy |sevjide uep lemeBad |sussqe ejep yejeou
uenq | 21 oot elep otz = uey depes seuepwoy jsexide eped jemefed jsuesqe ejep E:m_ £l
TEMETIU
ueng |zt 00T e1ep 09 |- seuepwoy iseyyidy eped nimjBueg 18Bul | ueypebuad SN e1ep uep ueeqe| § Isisod ‘Ipequd ejep ueelewaled ,_s_am_uz__ A
u d Bu ueiod
uemg | 71 001 1eep z (irees ueinq y deges) Buyszaq ueiode) ny 11
ipefusw nimjBueg | d wminy yeAeimes Ng uep | d Bumszeq ueiode) uep [emebed ejep ueiyyeinwed ueynyerw uep uexbung
uejnq | Z1 001 AIRED| 0s ‘Jlews UEp ‘WNW ueyipeiad uepeg ‘Bunby yewexyeyy sysqem yep Jojuey ay uexninyp Buek eweq ,_msch__ (1]
uenq | z1 001 Bl1I2q 9 - (pof'nimyBuag-d- ) nimyBuag | 4 Jojuey sysqam Wwejep 8y Jojuey uejeibey euaq 3&:?{__ 6
1emesad
uengq | 21 oot eyep 09 NM8 YdVvs 1sexiidy eped ninyBuag 166ul| ueyipeBusd SNd Evep uep ueleqel 3 isisod ‘jpequd ejep ueefewssepy 8
walu| Isipedsye nynq eped ueyessiuad
ueing | z1 001 sepioq |z |- i L
JEJEOUSLL UBP UBNLILD{IP YMun Wnwp qns ey 14 YN Wnjipeg us(ig &y siuye) eBeus) unjisued ueginsn sexiaq uep Nsn JeINs uexyesakusyy
HdYS 18
uepnq | z1 001 seysoq | 9 |- dabey o
uep | [euojBey eiebap uejemeBadey uepeg ey wupip ueye Buek siuye) ebeus) unjsued 4Oda Uep unjsuad Jeyep ‘|nsn Jeins yejeo
[IA [euoiBe
uenq | Z1 001 seylaq 9 E S
eiebop ueiemeBadey| uepeg ey wupip uexe Buek siuye) ebeus; unisuad uejnsn seyieq uejeieAsiad uedenBuseiey Buein esyuaw
uenq | zi 001 sextaq 9 = 1A [euoiBey eiebep ueiemebodey uepeg ey wupp uexe Buek siuye) uou uep siuye) ebeus) unisued uensn E,_%icms* %4
weju| sipedsye ming eped ueyeiakusd JejEoUBW UBD UBYWUNIP YMUN WNWA gnS &Y |4y Wniipeg uali
uenq | ZT1 001 sejlaq S - _ : o e S £
3y wunyp uexe Buek ueynjuig Nd uep 1L Nd "BUUBI Nd uep siuyal ebeua) jeyBued uexjeusy UBINSN SEXIaq Uep [Nsn JeIns Uexy
uengq | z1 001 seylaq S 7 1Y W wnjpeg uali e wunyp uexe Buek ueymuig Nd Uep Sie| Nd 'BUUB Nd bep siuys) ebeus) 1Bued ueyieusy jnsn jeins Z
| wny u Bue
uenq | z1 001 sopeq | g st B
ueYnjUIg N UBP ‘SIEL Nd 'BUUBH Nd Lep siia) eBeus) jeyBued uewieus) ueinsn sexyieq uejeseksiad uedexBusiey Buen
VAVId NIMVM NLOW/TVNA | LNdLNO/LNVNM v NVLVEVI SYONL NVLVIODI ‘111 ON
LIDUV.L
T[Ea U1, Ge[[pesua ey un| S M[{3Uag (38Ul UE[IPEsus ely aun| g
uejemedaday] 1sensjujmpesduay ueleqef| + 1seurioju] 1Sojouya ], uep uejemedaday] Beqnsey) uejeqef| ¥
|1l / EPnA eleuad | Sueny oy /iendued| € 211 / eieuad| sueny'jon/iefsued| g
OO 1 16002 £E090L8B01 dIN| ¢ LOOTZ0LS00E6E905L61 dIN| £
wWoy'S ‘'VAVHYD YNYHd AVIWIWVHNW euieN| T INHVS T3 'Y I BWEN] T
IVTINIA ONVA TIdIS THADIN IVMVYIEd ‘11| ON IVIIN3d 1vaviidd ‘1| ON

TIdIS IIADAN IVMYDAd
VIdaN NVHVSVYS HI'TNIWH 04




feiuig 3eA dis 11a8a remedag

\\ i .
100120500262905461
TWHVITITIVI

d10Z [enue[ $ ‘ninyduag
uemnq | Z1 001 jeIns 09 BUUBY UBp UBYMUIA ‘SIBL NdX ‘MinyBuag 166ui| ueppebue sefin | jeing E.i 61
ue|ng 21 001 jeans 09 ueymuig uep s1e| ‘euueyy uabap ueypebusd Lep ueiemebeday uebuap uBLEq ueA JRINS-jeINS ¥ak gl
|cm_=n | A :3 Sow 001 ninWBues | 4 JoAIBS Werepey ueduwisiD ymun _Eu.s gﬁ.%?oo Joiuey ueieiBey ueISEILBWNYOPU | L1
ueinq | z1 00T jeans Gz |- niny6uag 166u1 | uenpebuad emey| uesminda) Jeing 1enqep| 9T
VAVId NIAVM ALOW/TVAN | LNdLNO/LNVNN nV NV.LVEVI SYONL NVLVIDIN ‘111 ON

LADYUVL




NVINdg| zZ1 001 SYNHAd Z1 0 ‘[enuew uesed3uy 1sesijeay uederafuad ueloder] yeiadouaw uep H:nEmiﬁ 1
“wiajul
NVInd| z1 001 SYYad ¥ 0 1sipadsya nyjnq eped ueyesakuad jejeduaw uep wnjipeg uafiq uep YV ISensiulwpy uesniy uepeg|f €1
ay ueywuip yniun wnuwy) Seq qns ay (ueSuenay uesode] sere uejejen) ueduenay uesode] ueyerafuapy
‘YeAB[IA UBD J3XY1ES
NvVIng| 21 001 om v 0 (ue8uenay uesode seje uerere)) ueduenay uesode] uenduwe] ynyun ueiode| yeiaduaw uep JENQqUIAN 4
NVINg| Z1 001 Syyyada ¥ 0 ‘yeAejipn uep tayies (ue8uenay uesodeq seie ueieien) ueduenay uesode] yeladuaw uep :vmm:ui_ I
NVINd| Z1 001 N EE ¥ 0 ‘YeAR[IM ISBI|ISUONIY [ISBH UEP ISBI|ISUOXNaY BIBIY Bilag ‘uetedduy 1sesijeay uetode] ‘edelapn xﬁuuamiﬂr 01
NVINgd| 21 001 RE) | 14 0 ‘(4dlq) ueeseyepuaqiad [esapuafjesopfaaid 3 (M-vaIvS) ueBuenay eie( Iseijisuoyay ueNMieRER| 6
NVINg| Z1 001 BE) 4 0 "M-NVIWIS UB3Uap M-VE]VS BIEIUE [BUIIU] ISBI[ISUOHY UBYMiR[dW| 8
NVINg| 2Z1 00t LARY ¥e 0 'seuepwoy isexjijde eped Iseljisuoyay yvd ueds (isey 4ad a1y peordn-Suspj £
NVINg| 21 001 viva ¥z 0 ‘seuepwoy [seyide eped ygIys AV umo_%.w:ozu 9
NVINg| zZ1 001 sydad ¥z 0 ‘Ise[Isuoyay [isey uesode] uep Iseljisuoyay eIedy eluag ‘uesedduy |sesijeay uesode] ‘edelap yewwouapl S
NVINg| ZI1 00T RN ¥z 0 ‘Ndd) (dv1s) ueduap (vgivs) ueduenay eieq Iserjisuoyay ueqniedpj ¥
NVINngd| Zt 001 V.ivd ve 0 "Ndd) uoxat-a isexide ay vgvs yav :met_w_._u:__ g
AVIWIS Uep VHIVS Elejue [eUIaul
NVINng| 2t 001 v.ivd vt 0 z
IseljIsuoyal ueynye[aw uep Yywis 1seqide uep (NWE) e1edaN i Sueseg erep Anuaduaw Uep eWLIBUIY
vaIvs
NVINg| 21 001 SvAdiad 952 0 I
1seyjijde eped (4gss) yeled ueyng ueio3as jeing uep ((zd4s) eueq uedieauad Yejupiad jeans eyep Anuaduapy
W/TvnA
yavig BLAVA ,_.mw.w:s_.\ L04LN0/INVAN | NV.LVEVI SVONL NV.LVIDEN ‘Tl ON
nny8uag F8ur], uepipeduayg elay yun| S nmy3uag 133ul], ue[ipeduag elaynun| g
1VS uep ueBuenay uesode] eyeuad uejeqe(| ¥ ueitodejaq uep ueduenay Seg qnsey| uejeqef| $
Q111 /1 N1 epniy Bieuaq | Suenyjon/iexdued| € 2111 / ereuaq | Bueny-jon/ieydued| ¢
100Z¥0600Z1EE0Z86T dIN| ST10Z¥0900Z0EBOELGT dIN| 2
45 VNULSES HVAIULA | Ll iy | 4> ldibbov vinid sl b
IV UINIU ONVA HdIS I4ADAN IVMYDEd 1| ON | iViiNdd LVEVidd 1| ON |

TdIS I43ADAN IVMVYIAd
VIi4IM NVHVSYS HI'INWHO04



100Z+0600Z1EE0Z861
IS"¥VNOISIS HVATA

tejiuiq Sueg hdis wadaN remeday
9107 Menue[ ¢ ‘nny3uag

NVINg| Z1 001 DI ve ‘(seuepwoy) [euoiseN eieq isexunwoy isexijde eped ueSuenay eyep ajepdn uemyepl zz
NVINg| Z1 001 NN ¥z (LYVIWS) ueduenay uawanedaq uesedduy Aauoyy 1seyide eped ueduenay eyep ajepdn uenyeapll 12
NVINg| Z1 001 SvHiad 8% nimjduag eweiedd dd) 4 Ndd LdS UBP £7 Ydd LdS ‘ZZ Udd LdS ‘1Z LdS-2 JnuLiog uesyesdkuawl 02
Ndd LdS|
Nvina) 71 a1 o R uep £Z Ydd LdS ‘ZZ Ydd LdS a1nuLioj eped elep isjfuaw uep 17 14S-3 isexijdy eped yeleq eep Fsmﬁz__ ol
‘[ewiajul sipadsya nyng eped ueyesafuad 1e3edusw uep
Nvind| zF 001 SALEL) 4 1Y VN ueBuenay| oaig oy uexwUp{p ynjun wnwp deg qng 2y Iselauntuay ULeIUIULId] Jeye( UeyyeIlakuay 81
wvinal 71 001 viva 71 ‘(seuepwoy]) [euoisen eje( sexunwoy] iseyide eped mmz:mns_m:w_mx__ 1
B11353( luRSUBIEPUELIP YE[2] 34 ISRIouniiay UeRUlULIag Jeye(] ueds [1sey 4qd ajy peojdn-Juapy|| ~
G (seuepwoy)||
NYINg! Z% 001 syadag A S 5
[EUOISEN BIE( ISBYIUNLUOY ISEN[de LIep |SeJauniuay UBEIUIULIa JEe( }E1adualu uep nmc__._ko_u.:mz:
‘(seuepwoy]) [euoisey eie(
NVIng|( z1 001 SEM 4 iseqjunwoy 1seyijde eped ISeJaunwWay ULRIUIULIDJ JeY R UeBuap |SUasqy Jeye( UBTENSISIY ISEYYLIIAWIW st




NVIng 2Z1 001 1vdns Z11 0 uefuenay Jen[ay jedns uep ynsew jeans uejepusafesuap| ST

NVINg 21 001 NVLIVIDIN L1 0 $250.4d1p e1989s ymun NddM 2 dd)S ._S:mm:aiw 14

‘uete3Fuy eungguag eseny uep!
NVINg 21 001 Svyyad LT 0 €l
uauiwoy yenquia jeqelad yajo rwedueiepuer 1p uep eAuuedeyduajay esyuiad 1p ynjun 44)s ueyyerafuajy

NYIng Z1 001 syudd LT 0 “Jarpddns uejnyeuouad jeans eyiasaq iseanw Jued remedad ynaun g4yS UL eIEd3S JENqURRN| 71
o Jnquia Juen uep uexeur guen ‘[led Joxastad 1led||
NVing z1 001 NY.LVIO3N S5 0 ueBueanyay ‘uensns 1led reyep weep wnjueaud) eAueweu Jued uemedsey epeday ueSue], epue], ejulwap et
azds eAuliqia)
NVIng 21 00T azds SS 0 ed3ury ddD e1ep Isepije) uep iserjisuoyal uexnye(ip eAuinfuefas tede Ndd) oY eAuure remedaq efuepg| 01

uep nquwa] Juepn‘ueyep Suenilen joyasiaj uesnia ], ifen‘ifen ueueinyay uemsng ilen Wds 1erueduspy

"uaunwoy lenquiad ieqelad uep pds ueduejepueuad
NVINg 2Z1 001 sydad 55 0 1eqe(ad epeday ueSueiepueyip uep eduedeyduajay esyuadip ynjun efuure] remeSad eluepag uep| 6

anquia duen)‘uee Fuen ifen 10)asaad uesnia ], lenyifen ueBueinyay uensng ifen seyiaq UENYBIAUI Y
"elpas.a) SueX [sex|dy ueyeungguaw uesuap eAuure remedad eluejag ue
NVINg 21 oot WdS Ss 0 , iy , " ) P ! d o 8
anquia duepn‘uee Suen‘ilen 10)astad 'uesniaf, ilen1fen ueueinyay uensng ifen Wds uep 44s Jenquiapy
"BIpas.Ja) BueA 440 1seqi[de uexeungduatu ueduap eAuuie] [emedad eluejaq uepmqu
NVINg 21 00t NIWmioa ss 0 , 2 YT d , ! R L
Bueq 'ueyep Buepnilen 10¥3si1agd uesnia], ifen‘ilen uefueinyay ‘uensng ifen sasoirdwaw/jenquapy
NVINg 21 001 NV.LVIDIN 91 0 HHL uep £1-9y 1fed Hnpui ifed uawnop eped uemediey ynunas epeday uedue| epue] elulLa % 9
azds eAuyqaa) ed3ury 44 eie
NVINg 21 001 azds 91 0 o d S
ISepi[eA uep Iselisuoyal ueynye[ip eAuanfueas sede Ndd) 3 HH.L uep £1-9Y led synpuj ([e8 wds terueduspy
"Uaunjuioy jenquiag jeqelad uep Wds uesuejepuelad Jeqelad epeday|
NVIng. ¥ 001 LD 91 0 weSuejepuel 1p uep efuedeyBusiay esyuad 1p ymun YyH 1, uep g1-a3y Hfen Hqnpuj ilen seyiaq ueyelakuay 4
NVINg 21 001 WdS 91 0 "BIpasta) Bued isexydy uexeunFiuaw ueBuap YHL uep £1-2) Ifen Anput ifen Wdg uep dds 1enquiapyfl €
NVINg 21 00T NaWnmioa 91 0 "eIpas.a) Juek 4qp isexde uexeunddusw ueBuap YHL vep £1-a) ey Hnpuj tlen sasordwaw/jenquiapy)|
TVMVOdd
NVINg 21 001 viva LS 0 ‘ddn 1sexijde wefepay induiBuaw uep remedad ueyeqniad uawnyop uep ejep UL 1S BSHLIAWAN| T
VAVIE NIAV NLOW/TVAN
./ M e 103100/ INVOY | o NV.LVEVI SVONL NV.LVIDEN ‘Il ON
nnyduag 188Ul ], UE[[pESUa] ey upn[ S nimjduag (98uy], uejipeduag elaynunl g
uelode|ad uep ueduenay| Jerg ueleqef[ + uesode[ad uep ueduenay eqqnsey uejeqe(| ¥
e[l / epniy Baeuad| Buenyjon/iexdueqd| € 2111 / ereuad | Suenyjon/ressuey| ¢
700 7 £0ST07 STSOTHAT ANl oz c10 7 H0ann7 nsane /61! anl 7
A5 VSINV LikdiIN| EWEN| L 48 ‘LLILLSY VNI | EWweEN| |
IVHNIO ONVA 1idIS ITHADAN IVMVDdd 'll| UN IVTINGd LVEVIdd 'I| ON

TIAIS IHADAN IVMVYIEd
VI NVHVSVS ¥I'TNIWHO0A



200 Z £0S1QZ S1S01661

teqiurq Sueg (idy

remedag

9102 1aquasa( Qg ‘nnyduag

4 ..\- fﬁ
x_\x.\y. =i JA
.x.,,../.n\ m.nx « 87
msmggmwamwommﬂ.x

m

NVINg z1 001 NV.LVIDAN 0z 0 uesele yajo ueyuaqip Juek ure| sedny ueeuesyeppl $z
NVINg 21 001 NAWnNMoa 21 0 eAudunynpuad ejep uep disie e11953q UBRLILIAUA BIBYEPUAY ueqemeldungdueliag uesode] um_._nEmE__ £7
NVINg 21 001 Vivd L1 0 MY WIS iseide weep ax ggNd eiep usnswnmzm iz
NVINg 21 0ot NVLVIDIN L1 0 WLV Infejaw dNd ..Smb._us__“ 12
NVINg 21 001 NVLVIDIN L1 0 fuodunis jsexde wejepay dgNd ueieresuad ueeuesyep | 0z
uepnqg [eme 1p|f
NVINg 21 001 NV.LVIDIN 6 0 61
siewojo ueduojowad ynmun efuidos yos e119saq Y4 queq epeday [eusajul uefuoyod Jeyep ueyyeraAuay
uereddue eungguad|
NVINgG ZT1 00T Syxuag 6 0 8T
eseny uep uesenaduad ereyepuaq yajo juedueiepueyip Suek tojuey fewraiur ueduolod Jeuep 1enquaw
[Natiafalal =T nnT tinne s | 1 [LART TR | bl qhdiio e B luiNg L b
NVINg 71 001 Lvans 711 0 ueduenay Jenjay jeans uep ynseuws jeans ueydisieSusapyf 91
vid Ln
i Lol L ._.%wzh.‘_.\ TV | 10dLNO/INVOY | o NVLVEVI SVONL NVLVIOEN ‘IHI ON




NvInd| 21 001 DdM ¥z 19v711s isexyidy eped ueduenay isyesuen) ueyejesouad uedmeERK| 0T
NVInd| ¢t 001 L | 144 uetefequiad uawnjop-usawnyop seje uedisieduad uep ueeyesnejeuad uexnyePR| 6
NVIng| 21 00t RED| 59 W.LV Injejaw neye 1sdasiad sod /yueg ) yeled ueiojafuad uesymieap| 8
NVINgd| Z1 00T oIy g9 myejaq Sued uemyuaiay rensas yeled gss isexide eped yefed eyep Anus uep ueindunwad usniePR| £
NVINg| 21 001 SYYad I dd Yajo ueynfelp Sued Ag4S 7 dds uBIESEpIaq [EPOjy Blue[ag UeieAequiad UBNMIRIDWN| 9
NVINg| Z1 001 swyadg | 191 dd uajo uexnfelp BueA Ag4s  4ds uesresepiaq Sueleq eluejag uerelequiad uemePR|( S
Nving| 21 001 SYdad 1L Mdd ya[o uesnfeip Sued Ag4s 3 4d4S uenieseplaq remeda  eluefag uerefequiagd uexnjelpp| ¥
NVINg| 21 00T RED| 8% ueurdung yajo uexyesip yera) Suef jedwa) 1p uedunluaw uep yueq ep dnl/dno/ueeipasiad Sue [iqueduay| €
NVINd| 21 001 Swyad | 191 Ndd) 2 IYIN dnD/dNL/dND/ueeipasiad Suep ueeujuLiad uexnfeduap| ¢
NVINg| 21 00T Swyiad | 191 Ndd) 2 [IUIN dN9/dNL/ueeipasiag 3uen ueejuiuiag uedexBuaay ueydefuap| |

NIAVM NLOW/TVAA | LNdLNO/INVAX
NV.LVEVISYONL NVLVIDIA 11 ON
LADYHVL

nny8uag 133u1], uepipeduag elzay yupn| ¢ nymyj3uag 138ur], uepipeduag elzay yun| s
uerenja8uag eteyepuag/ueluenay jeas uejeqef| ¥ ueiodefaq uep uesuenay Seg qnsey uejeqef| ¥
o1 / 1meduad| Sueny-jon/ieydued| ¢ 211 / eaeuaq| Suenyjon/ieNdued| ¢
Z002%09002602149861 dIN| ¢ S102¥0900Z0EB0ELGT dIN| 2
INVIMLIA YMSIS BUIEN 48 ‘LLNLSV VNIY BWEN]| T

IV LINIU ONVA 1idiS 1d4DEAN IVMYDidd .=_ ON _ IVTINGd Lvaviid ‘1| ON

TIAIS RIADIN IVMYIAd

VI NVHVSVS HI'TNIWNN 04




Z00Z¥0900260Z1S861

rejrurq Sue i1

11239 remesad

9107 Henue[ ¢ ‘niny3uag

S

ST0Z#0900Z0E80EL6T
A TS

NVINd| 21 00t RED:| T remedad 1pequid ueunye], 14S1enquiap| ST
eledap
NVInd) 2t 001 I (44 ueeleyepuaqliad UeuRAR|a4 JOjUBRY 3 URNYRJIASIp ynjun el19)y uenies Jutuayay oples ueiode] ueyyetakusp bl
NVINd| ¢1 001 Svyddd 21 el1ay uemes Suuayay opyeg ueiodeyenaquiap| €7
NVINnd| ¢t oot SvXd4ad ¥z ueienja8uag ereyepuag ueqemelduns8ueiiag uelrode ienquiay| 71
NVINngd| 21 001 Svgad (1YA " uesenjadua BIEYEPUAE NUBQUIAJ UBRP WNW[} SBY myng-mjng yeiaduap| [




100 Z £00661 S1905961

L10Z Wenue( g ‘nnyjduag

NVINng| 2zt 001 Svddad Z 0 soyod sedny utefas ure] se8my-sefim nuequap| 01

NVINg| 21 001 Swddad | 8001 0 ueejsndiad ueejojaBuad ueeuesyepwl 6

NVIngal| zt 001 1"y ¥ 0 e8due) yewns uep eyesn eie} gns ueduends uerde1ay uep ueyisiaddy nuequap| 8

NVIng| z1 001 syyMuad 0z 0 ueSuens ueejuiwad 1ensas e88uey yewny /Ly Sueseq-gueleg 1Bequapy| £

NVIng| Zt 001 SyXHdad | 0001 0 -uewnfuad sednjad oy ueyeIRAusw Uep winuf ISIPadsya mynq weepay jeiedusap| 9

NvIng| Z1 001 SYMYdd | 0001 0 ’ ‘dojdwre wepepay Jenjay jeans uepnsewsat uep dojdwe eped jenjay jeins uen(ny jpwefe synuap | §

NviInd| Zt 001 SvM¥ddg | 0542 0 (yerielanyas uep siuay) ueieq-uerdeq ay ynsew dued jeans ueyIsnqLsipuap| ¥

NVINg| Z1 001 Swiddd | 0sLZ 0 ¥1sods|p 1eNsas Jeans Yipw-yijiiapy | €

NVINg| 21 0ot SYYdd | 0S.Z 0 e38ue) yewns uep eyesn eje] uerdeq ynsew jeans epuade nyng WeEpay 1eeduap|ll 7

NVINd| Z1 001 syMudd | 0SLZ 0 ‘Bun8y yewexyep 1suelsy] undnew Jen| [SUeISUL LIEP YNgRUIL JRINS 2095 Usw UEp WU T

VAVId LMVM NLAW/TYNA | Ln Vi

e ol Eu.wﬁ B0/ INVIOL | % NV.LVEVI SVONL NVLVIDD ‘III ON

fjmguag [Pl Ueipesiag ey un| S MnysUag 188Ul], ue[[pesvag Blay dun] S

E88UE |, YEiling iy BYESH Bl |, ISeusiulwpesuad uejeqef| ¥ eddue], yewny ¥y eyesn eie], deqnsey uekeqef| +

-_. e i W T A R e RV R L E T T U

100 Z £0066T ST905961 diNy 2 200 T £0E861 LTB06361 dinN| ¢

Vdd ‘V.LISVHOTH INLL BWEN| 1 ONOIaHVdNS BWEN| [
IVTINIA ONVA TIdIS I¥FDAN IVMVYDHd ‘11| ON IV1INAd Lvdv(dd ‘1| ON

TIdIS MAYIN IVMVYId

VIYII NVHYSVS HITNIWHO0A




I J 1Sqa10y
NVING| z1 001 syyddd 01 0 ynaun Seqqnsey oy seuip UEBIEPUY uep dojdel ueEUNTBuad uesyniunuad 1eans dasuoy UBXYEIA Lo 6
NVINg| z1 oot syxddd | 01 0 TAVIN SYNVAWOX 1seyrde ay ¢0 VdIA UBD 10 yq1q YeBIP2SIad eep-erep undwiyduay| g
THVIN uedeqduayiag
NVINd| z1 00t Sy dad (1} 0 o4t 18Snd N} [’ INHg BAuUeBueuamary ueBuap 1ensas g snieis uedenduag uepnsn uedn(edugpy L
NVIng 1 001 438 | o1 ‘YN SYNVAWOX g
2t — . 1sexynde 4 €0 VAIQ Nng HVINIS YBP T0 vdia Nwd MVIWIS dh ypeq uep ueeIpasiad gjep Anjua UBm{Eapy
q TYYIW Vg ueP INTHAY 23 1nqasi®l uedode| ueysniaud W UEP Pig° | 4
NVINg| Z1 oot Syl 0t 0 wnyny yeke[Imas Laay uepipeBuad Lep Npyg snyeds Uedelatad uesode SBX1aq YadaGuaw HEP BWLIBkapy S
NYINg| z1 001 Syyddd g 0 "NINE Ueeungguad smels uedejauag ueaode ienquapl 4
—— 1
NVINg| z1 00t Ssyyddd rA s 0 ‘ueeIpasiag isexyyde induBuapl ¢
NVINd 21 001 mqv_mmm ON 0 .ﬂmm_ﬁﬂ.ﬂcﬂwﬂ YISy Uou mo v—Unuum ﬂﬂv—ﬁv_mmmz Z
NVINg| z1 00T Syxdad 0z 0 Ly ue¢lUERquad ueeupouriad 3enquigpy|l |
L Ve BRI, | S T AV NV.Lvayl synAL NVLVIOZN ‘111 ON
1399Vl
nnYduag 1agur ], Uejlpestag elioy yiun| g A[M[JU3g (8811 ], UE[IPESuUsg| eliay Iant ¢
efFury yeuinyg B TYUSN e, (sesiUilpESlay ueleqef| 4 e89uel, YRWNY § eyesn piel Seanseyl uerraerl
t L H el it .. o o t:_\_»r.... .a.«n:w&__mﬁm:x_c.h:m»_a:mn_ £
90N T TOTT0Z FNFEN/ 86T L LU0 [ £0E86L LEBUOSHT dIN| 2
PV NYMVINHNA NVMAI BueN| | ONOIQYVdNS eweN| |

TIdIS 14an4IN IVMVYDEd
V43N NVHVSVS HITNWYO0A




nyusyaay jeuopsfun] URIEqQR] nySuewatt Bued SNd 18eg yy

K s uelele’)
900 1 101102 £0£0£86T : £00 1 £0E861 _\.N_wcmmﬂ.”/v/
ONDIQEVdNS

L107 1enue|

»

N I N
NVINg| 21 00T Syddd 01 0 NoNOusedn) UIB[3s ule) sefn3-sednd Muequiapwil 91
NVInd| 71 001 Syddd | 05,2 0 ‘ynsejy 1BINS UeNepuaGedustl MUEqiap|f G
NVInd| 2t 001 Syydad 01 0 ‘1a1ouoy se8n-se8m uenyeyuaqwad uep uesemeduad ueNER| {1
NVINd| 21 00t SV ddd | 000T | 0O IEN[IY Jeins-jeing __mm‘:m_EEvmm:mn: £l
. - -~ 6 g I — I . :| . S
NY'Ind| <t oot Syyudd Ut 0 elesaN yewny edoy NWY ejep-eep undwiysuapll 71
‘Idury]
NVIng| 21 0ot svxydd | 01 0 ueipeduad eMaY epeday ueiodejaul uep seurp Yewns wuny8uad uerundduad teynfunuad NS H12Buap H
- @3uiy, uey/pEAUS BlIaY
NVInd| 21 oot SV o1 0 epeday uextodeauw uep seui(] UBBIEPUYY uep doyde edniaq ypg ueeundduad ueyn(unuad NS H1o8uagy o1




£001216002+0109861
38 TINZ IAHVM

iejiuig Buex idig uebeN temeboy
910z Uenuep o ‘ninjBusg

nyuapa) [euoisbuny ugjeqel nyBuewaw Buek SN 16eg WY «
‘uejeed

N 2 004 sexog F 0
Ng oz 00} seyeqg 4 0 seuaddeg jsen|eA3 Buuoyuoy uesode _._3352__12
N1 2 00} seyeg 6 0 Ueunye UeJode unsnAuyy uep BueUSH|| 6
N8 Z 00} seyeg 8 0 njnybuag UeipeBuad ekeimes Joyjes-iayes dibi1 Wnbuessyl[ 8
NE  Z) 001 seyieg € 0 | LOJSST 9 1SiA0y-1SIAY UBNSnIaUaW Uep BuUdua |/
0 ninyBueg (66ulL uejipebu
N8 l 001 seyeg 8 wnyny yeAe|mas Joxjes-1ayies pep IMYIY wnybueiew Uep BULBUS 9
Zl .0 ‘UeBUEBOUBIE UBlode
NE 2L 001 sexeg uep ueseBBue ugeueouasad uebuap yeBungnusaq Buek jeins-jeins Jenquis :
Ng 2L 004 sex.eg £ 0 JOYIES V| 1SIASY UBP XYy 151na) UeNeliabuanll ¢
— "yeAeyim yexbu
N8 Z 0014 seyeg ol 0 HOLIHVYMY wepep Buenyie} BueA swnjo) uep INAIND ueseses 'Gvd ESHBLY ¢
N8 Z 00} seyeg O 0 "(eolaiejay JO Wwiel ) ¥OL uep (eXeig uesebbuy eueouay) gvy 1enquspll ¢
0 ‘1oMies 1evbuy
N8 4 004 sexeg ¢ (TivHy ) ebequa UeLsjuswey yeseBBuy uejeiBay eueoudy UnsnAu F
VAvia ﬂ NLYVM A_VE:!._,‘Q_ LNALNOANVNA
| WY NV.LVEYI SYONL NVLVIOIN ‘Il ON
139uVL |
n[mguag 198Ul ], UE[IpeSuag eley| Ju s n[nyeuay 84ul], ue[ipesiiad eliay jiun|
uese§Suy uep weidoid eueouay Seqqns jeig uegieqer v uesefBuy uep weidcld vuedUSY SeqqnseEN ugjede
Qli/] dexBulL EPNIN Bikusd| Dueny PonesBued 3 PI11/1 1ex8ur ], ejeuay Sueny 1ogextueg
£00121600€¥0109861 di Z E00ZE0066182L08961 di
S ‘110Z [dHYM Suis l SOS'S ‘WNSTVY TN BUWEN]
IV1INIQ ONVA 11dIS RIZO3N IVMYO3d 1| ON _ I IV1IN3d LVEVr3d Ij ON |
TdIS RIFOD3AN IVMVO3d

VrEaX NVAVYSYS dITNINNOA




¥00 ¥ $0600Z 0£606L61

refiulq duej pdigfisgan remedag
£10Z Menuef 'z ninyjSuag

NYINng| 21 001 L2l | 0s 0 ueueyeuddq teyeq uededip synuapfl £
NVINg| 21 001 ueroder | Z1 0 ueue[nq uesodef jenquapyf| 9
NVINg| 21 001 seylag ST 0 ’ nuedgusg esayueg uexnfunuag uedejauag Jenquiagy 5
NVIng| 21 0ot seylag ST 0 wiey sijale ueyn{unuag uedejausg 1enquayf ﬂz
NYINg| 21 001 seylag 021 0 ueueyeuad uedue(uediad uep ueueyeuad uedeyauad ynaduap| ¢
(S10) waisAg Juppea] asey)
2ylngy Rz i 051 B uep ueveyeuad 13151331 nynq wepep 9y ueueyeuad ueSueluediod uep ueueyeuad uedejauad Jays18a1apy ¢
Nving| 21 001 seyiag | 021 | o @)
1e4e 67 [eseq ueueyeuad ueduefuediad '(2)'(1) 184e £7 [eSEG veueyeuad uedejsuad ueuoyowaad ewniduagy
[ VAVIE | NDIVM | NIAW/TVIT [IN9Lno/INVN n
ool A% NVYLVEVI SYDARL NVLVIDEN il 0N
eliay yunl ¢ o . C ey fouly, Uelipeduad| T elayaunl g
j Ul B iuid ghay ueiede) ¢ STISiyy eUEpld BpNJ Bl3IUR] ueyeqe(| 4
Q|11 / epny meuag uenyjoyieydued| ¢ PHI/ 1L 2aeuag duenyon/ieyduey| ¢
¥00 1 ¥0600Z 0£606L61 dIN| Z 100 1 Z0S86T £060£961 dIN| 2
HS ‘NVMVILJIS DIOA BWEN| T HS ‘NIdfTV ewen| |
| IVIINIA ONVA TIdIS RF93IN IVMVYD3d ‘11| ON IVIINAd Lvavlid 1| ON

TIJIS IHADIAN IVMVIId
VIHIA NVHYSYS HITNIWH O]




100 Z ¥0900Z 2205861

fepiurq 3uey [1dis aday remedag
L10Z uenue| § ninySuag

100 T T0S861 £060€961
HS"NIarTv

i

efldd

refiu f

Y ey n

NVINg| 2T 00t Sex.ag 71 0 wminy uerdeq ay jaye ul eleytad ueyetokuapll 8
NVIng| 21 001 sextag 1 0 11a8aN ueqipesuad @ smandip yepns Sue£ eeyiad sex1aq 1equiay upywiBuspl £
NVINg| 21 001 jeing 081 0 1stpadsys nynq ueBuap wnwn ueigeq ay Jeans - jeIns E_bwnaz_ 9
NVINg| 2t 001 leyeq (Al 0 eaextad Jeyep ueded ay erep sinuapl S
NVINg| 21 00T sexlag Z1 0 wpyey sieleW / 133ury, ueppeduad emay) ay eresiad sexsaq ueyesAuspfl 4
NVIng| 21 001 jeing 00% 0 Jen|a) Jeans uep ynsew jeins uexepuadeduspl| ¢
NVIng| 21 0ot sexlag cl 0 1oy1dy eaexuad ynput 4a3s18a1 2 ynsew exeysad Jaisidasapl 7
NVINg| 21 001 SEMI9g ) ¢ 0 uenipuad ueleres jenquiaw ueuap ynsew Suek eaeyad sexqiaq uedexBua(ey QIPBUIK| |
NIAVM NLOW/TVOA | INdINO/INVN
LIDUVL AV NV.LVEVI SVONL NV.LVIODI ‘TII ON
iijifduay _mmc_.n. :m@mwsm&j/ mrwx jun Q AU THANT T TR Ay, 1] Pl ToNT

AU IRLL Slislyy eukpid JEds ueleqef| ¢ 10311y snsnipy euepL] PPNy B IRg| ureqeft 4
Y[l / ameduad pueny jon/iexsuey| ¢ P11/ 131 eleuad| Bueny-jon/iexduey| ¢
100 2 ¥0900Z ¥Z,0S861 dIN| 2 100 T T0S86T £060£961 dIN| 2
LLVINYNY INRIVH BWeN| T HS ‘NIAITV b I

IVTINIA ONVA TIdIS AN IVMVO3d I ON IVIINAd LVEVIdd I[|ON~

TIdIS I4IA9AN IVMVYHId
VIHAN NVHVSYS NITnwind



T100T€026612Z2T16561
IS'INUNSNVM

Turq Suey pidis 1a8aN remesod
910z Menuef z ‘nnySuag

0 HYTAN(
NVIng} ¢t 001 uetoder T = ueeyelsndiag uejeidoy ueyeuesyeop| 8
NVIng! Z1 001 uelerday] L 74 - 1eyeIedse uegungny uep uejoyojoiday uesnip ueyeuesyesp| /
NvIingl z1 001 uelode Z - 103UB)] UBUBUIES) UBSILIN UBNEUESHEOW| 9
NVIng| 21 001 ueroder Z - . e33ue], yewny uesnin ueyeuesyeppn| S
NVIng| z1 001 uelode Z - uetode| ueunsnfuad el19s uenejueway ueyeuesyepw] ¥
ueguensy uelodefod e11as ‘ereSou i Sueteq ueejopaduad ‘ISeqyLIaA
NvIng; zi 001 Rezade] s UEp IsuBjunyy ‘ueereyepuaqlag ‘veressue ueejopa8usy ueeuesyepp €
i ueeyeysndiad uep uedexSuayiad eyiss eueseseid
NVINg| 21 001 sered | sz uep eueles Bunpan UeeIeyIWa] UBIEMEIS] URSNY) UENEURSYER)| ©
NvIng| z1 001 uexode] € - ueepueS3uad uep uedisieay JeINAUI JeING uesnuf ueyeuesyeon| T
yaxm Ll L h%%%««“\‘aa_ SATe T b. | NVLVEVI SVONL NVLVIDIN I ON
A[o[ouog (88Ul UB[IpEsUad ey un| g nnysuag I83UL], UB[IpESUdd ely jiunf ¢
ueSuena)] uep wnuwif] Seqey uejeqef| ¥ 188u1, uejipeSuag enyay] uejeqef]
e'A] / euiquiad Puenyjon/req8ued| ¢ a'Al / ewel) wpjey | Suenyjon/1eyduey| €
T00TE0Z66TZZ2216S61 dIN| ¢ 100TE0¥8616100TS6T dIN| ¢
IS ‘INUNSNVM eweN| T WINH'W ‘HS ‘ONO[HVM'H BWEN| T
IVIINIA ONVA TidIS RIZDAN IVMVI3ad ‘11| ON IVIINAd LvEVIad ‘1| ON
TIJIS THDAN IVMVDId

VI4IM NVHVSVS ¥I'TNWY04



BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

eberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja

individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja

diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala
dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada
kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber
Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen,
semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu
sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila
sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Bengkulu senantiasa berusaha untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dengan senantiasa melakukan kegiatan- kegiatan berupa
pembinaan kepada sumberdaya yang ada. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah :

1. Konsultasi penyusunan program dan anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2016 Satker
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dilaksanakan di Kantor pengadilan Tinggi
Bengkulu yang diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kabag Perencanaan dan
Kepegawaian, Sekretaris Pengadilan Negeri, Kasubbag Rencana Program dan Anggaran
Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri serta
Operator RKA-KL Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Bengkulu sebanyak 28 orang dengan Narasumber Tim dari Biro Perencanaan
Mahkamah Agung RI.

2. Bimbingan Teknis SIPP sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dilaksanakan di
Hotel Splash Bengkulu yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Operator SIPP
sewilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sebanyak 62 orang dengan Narasumber dari
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Rl

3. Sosialisasi Sistim Informasi Pengawasan SIWAS sewilayah hukum Pengadilan Tinggi
Bengkulu yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu diikuti oleh Hakim
Tinggi, Ketua , Wakil ketua Pengadilan Negeri ,Panitera Muda Hukum dan Operator
Pengadilan Negeri sewilayah sebamyak 53 orang dengan narasumber Hakim Tinggi yang
pernah ikut TOT (training of trainer) .



2. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial

ilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Sumber daya manusia Teknis
Yudisial sebanyak 175 orang yang terdiri dari :

Tabel Sumber Daya Manusia Wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2016

Hakim Hakim Wakil
No Satker Hakim Yustisial Ad Hoc| Hakim| Panit |Panitera| Panitera | PP Juru Jumiah
Tinggi PN era Muda Sita

1 | PT Bengkulu 12 1 2 0 1 - 4 11 - 33
2 | PN Bengkulu - - 5 14 1 - 10 3 37
3 | PN Curup - - - 7 1 - 3 8 4 23
4 | PN Manna - - - 7 1 1 2 7 2 20
5 | PN Arga makmur - - - 5 1 - 3 8 3 20
6 | PN Bintuhan - - - 4 1 - 2 1 - 8
7 | PN Tais - - - 5 1 - 3 2 2 13
8 | PN Kepahiang - - - 4 1 1 1 2 2 11
9 | PN Tubei - - 4 1 1 2 4 0 12

Jumlah 12 1 7 50 9 3 24 53 16 175

Presentase SDM Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Wilayah Pengadilan
Tinggi Bengkulu

i PN Tubei
PN Kepahiang 7%
0
PN Tais 6% .

7%

PN Bintuhan
5%




Sebaran sumber daya manusia teknis Yudisial berdasarkan satuan kerja
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Komposisi Jabatan Struktural

No| Jabatan Komposisi Terisi Kosong Keterangan
1 | Panitera 9 9 -
2. | Sekretaris 9 8 1
3 | Kabag 2 - 2
4 | Panmud 30 28 2
5 | Kasubag 28 27 1
Jumlah 78 72 6

3. Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial

umber daya manusia non tehnis yudisial adalah sumber daya manusia yang

melaksanakan tugas-tugas non tehnis yudisial. Tugas-tugas non tehnis yudisial adalah

tugas-tugas pendukung untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan.
Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah tugas-tugas di bidang kepegawaian, keuangan,
Perlengkapan, rumah tangga dan tugas-tugas lain yang sifatnya administrasi umum.

Adapun data Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial adalah sebagai berikut :

No | Satker Sekretaris Kabag | Kasub Staf | Jumlah
1 PT Bengkulu 1 - 4 21 26
2 PN Bengkulu 1 - 3 10 14
3 PN Curup 1 - 3 5 9
4 PN Manna 1 - 2 5 8
5 PN Arga makmur 1 - 3 1 5
6 PN Bintuhan 1 - 3 3 7
7 PN Tais - - 3 11 14
8 PN Kepahiang 1 - 3 3 7
9 PN Tubei 1 - 3 3 7
Jumlah 8 27 62 97

Dalam pengelolaan anggaran khususnnya proses Pengadaan Barang dan jasa diperlukan Sumber
daya Manusia memiliki kemapuan teknis dan memiliki sertifikasi Barang Dan Jasa Pemerintah,
kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi tersebut membuat proses penyerapan anggaran
sedikit terganggu. Untuk itu Pengadilan Tinggi Bengkulu senantiasa menggadakan pelatihan
yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa

Untuk wilayah hukum pengadilan Tinggi Bengkulu telah memiliki sebanyak 26 orang
tenaga vyang telah memiliki sertifikasi barang dan jasa, namun jumlah demikian masih
dianggap kurang mengingat kebutuhan akan tenaga yang bersertifikasi barang dan jasa
terutama untuk Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan masih kurang.



Adapun jumlah Sumber daya manusia yang telah memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa sebagai
berikut:

No Satker Sekretaris |Kabag Kasubag| Tenaga Teknis Staff| Jumlah
Yudisial
1 PT Bengkulu 1 - 1 - 3 5
2 PN Bengkulu - - - 2 1 3
3 PN Curup - - 2 3 - 5
4 PN Manna - - 1 - 1
5 PN Arga makmur - - 2 - 3
6 PN Bintuhan - - 1 - - 1
7 PN Tais - - - 2 2
8 PN Kepahiang 1 - 3 4
9 PN Tubei - - - - 2 2
Jumlah 2 - 10 6 8 26

4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2016 masing sangat
kekurangan jumlah Hakim dan Staf, mengingat meningkatnya jumlah perkara yang masuk
baik perkara Pidana, perdata maupun perkara Pidana Khusus dan kebutuhan akan staf untuk
mendukung kinerja peradilan dan kesekretariatan demi mewujudkan cita-cita Mahkamah
Agung Rl yaitu mewujudkan peradilan yang agung.

5. Mutasi
Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada Wilayah
Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan Mutasi yang berguna selain untuk penyegaran

juga diharapkan menambah produktifitas kerja.

Adapun Data mutasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No | Satker Masuk Keluar Jumlah
1 PT Bengkulu 12 16 28
2 PN Bengkulu 3 2 5
3 PN Curup 5 4 9
4 PN Manna 2 3 5
5 PN Arga makmur 4 5 9
6 PN Bintuhan 2 3 5
7 PN Tais 1 3 4
8 PN Kepahiang - 3 3
9 PN Tubei 2 2 4
Jumlah




6. Promosi

Pelaksanaan fungsi
Pengadilan Tinggi

pembinaan karier bagi

Bengkulu telah dilakukan Promosi

hakim dan karyawan pada Wilayah

yang berguna selain untuk

penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja.

Adapun Data Promosi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No Satker KPT/| WKPT/ | Hakim| Panitera|Sekretaris| Kabag | Panmud | Kasub | PP | Jurusita| Jumlah
KPN| WKPN
1 | PT Bengkulu 1 - 8 - 2 - - 2 1 - 14
2 | PN Bengkulu 1 1 3 1 1 2 0 - 2 - 11
3 | PN Curup 2 2 6 - - - 2 1 1 - 14
4 | PN Manna 1 1 - - - - 2 - 2 - 6
5 | PN Arga - 1 - - - - - - - - 1
6 | PN Bintuhan - - - - - - - - - - -
7 | PN Tais - - - - - - - - - - -
8 | PN Kepahiang | - - - - - - - - - 2 2
9 | PN Tubei - 1 - - - - - - 1 - 2
7. Pensiun

Jumlah Hakim dan Pegawai yang pensiun pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No | Satker Jumlah
1 PT Bengkulu 2
2 PN Bengkulu -
3 PN Curup -
4 PN Manna 3
5 PN Arga makmur 1
6 PN Bintuhan -
7 PN Tais 1
8 PN Kepahiang 1
9 PN Tubei -

Jumlah 8




B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu terdiri dari 1 Pengadilan Tingkat Banding dan

8 Pengadilan Tingkat Pertama, 4 diantaranya merupakan Pengadilan yang masih tergolong
baru buah dari pemekaran daerah. Di tahun 2016 ini sisa perkara tahun lalu sebanyak 261

Perkara, sementara perkara yang masuk sebanyak

1.940 perkara

sedangkan yang putus

sebanyak 1.895 perkara. Jadi persentase pencapaian penyelesaian perkara sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar 86 %.

Jumlah Penyelesaian perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Sisa Awal Masuk Putus
Sisa
No Satker .
PID |PDT|TPKR [PHI| PID | PDT |TPKR|ANK|PHI| PID | PDT |TPKR| ANK | PHI | Akhir
1 | PT Bengkulu 11| 7 - - 84 38 16 | 9 | - 85 38 13 9 - 20
2 | PN Bengkulu 104| 19 - - 530 50 92 - 191|576 | 57 50 9 109
3 | PN Curup 35| 6 - - 205 | 41 - - - | 226 | 44 - - - 17
4 | PN Manna 2|2 - - | 156 | 18 - - - (149 | 17 - - - 12
5 | PN Argamakmur | 26 | 5 - - 1264 6 - - | - 1225 10 - - - 66
6 | PN Bintuhan 511 - - 80 27 - - - 70 27 - - - 16
7 | PN Tais 9 - - - 86 6 - - - 76 4 - - - 21
8 | PN Kepahiang 18| 2 - - 1112 | 24 - - - 95 26 - - - 35
9 | PN Tubei 8 |1 - - 75 8 - - 80 9 - - 3
JUMLAH 218 43 - - 11.596] 218 | 108 | 9 | 9 ]1.582] 232 | 63 18 299
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis
Jumlah Majelis Rasio
No | Satker Jumlah Perkara
PID |PDT|TPKR |[ANK|PHI| PID | PDT [TPKR|ANK | PHI | PID | PDT |TPKR | ANK | PHI
1 | PT Bengkulu 95 (45| 16 | 4 | - 12 9 5 2 - 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | -
2 | PN Bengkulu 634|169 | 92 9 6 6 4 - 2 |1:105|1:11|1:23 - |14
3 | PN Curup 2401 47 - - 3 3 - - - 1:80 | 1:15 - - -
4 | PN Manna 143 5 - - - 4 4 - - - 1.35]1:1.5| - - -
5 | PN Arga makmur (290 11 - - - 4 4 - - - 1:73 | 1:3 - - -
6 | PN Bintuhan 85 | 28 - - 2 2 - - - 42 14 - - -
7 | PN Tais 86| 6 - - - 2 2 - - - 1:43 | 1:3 - - -
8 | PN Kepahiang 130/ 26| O 00 4 4 - - - 1:32 | 1:6 - - -
9 | PN Tubei 75| 8 - - 4 4 - - - 1:18 | 1:2 - -




3. Putusan yang Diajukan Banding

Perkara Banding
perkara Banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2016 sebanyak

165 Perkara dan yang telah diputus sebanyak 145 perkara dengan beban sisa perkara sebanyak
20 perkara. Sama halnya dengan pengadilan Negeri Tingkat pertama lainnya bahwa perkara
Pidana merupakan perkara yang paling banyak ditanganiyaitu sebanyak 95 perkara atau sebesar
57 % dari jumlah perkara yang ada, kemudian disusul dengan perkara perdata sebanyak 45
perkara atau sebesar 27 %, pidana khusus sebanyak 16 Perkara atau sebesar 9% dan pidana
anak sebanyak 9 perkara atau 5%. Secara keseluruhan persentase penyelesaian perkara banding
pada pengadilan tinggi Bengkulu sebesar 86 %.

a. Putusan Pengadilan Tk. | yang dikuatkan Tk. Banding

No Jenis Perkara Sisa Masuk | Putusan Yang
Dikuatkan
1 Pidana 10 84 37
2 Perdata 7 38 18
3 Pidana Khusus - 16 3
Jumlah

b. Putusan Pengadilan Tk. | yang dibatalkan Tk. Banding

No Jenis Perkara Sisa Masuk | Putusan Yang
Dibatalkan
1 Pidana 10 84 7
2 Perdata 7 38 8
3 Pidana Khusus - 16 1
Jumlah

c. Putusan Pengadilan Tk. | yang diperbaiki Tk. Banding

No Jenis Perkara Sisa Masuk Putusan Yang
Tidak dot diterima
1 Pidana - - -
2 Perdata - -
3 Pidana Khusus - 16 9
Jumlah

d. Putusan Pengadilan Tk. | yang tidak diterima Tk. Banding

No Jenis Perkara Sisa Masuk Putusan Yang
Tidak dot diterima

1 Pidana - - -

2 Perdata 7 10 5

3 Pidana Khusus - - -
Jumlah




Putusan yang diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tk. | yang diKuatkan Banding dan Dikuatkan TK Kasasi

No Perkara Kasasi Tk.
Kasasi
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

b. Putusan Pengadilan Tk. | yang diKuatkan Banding dan Dibatalkan TK Kasasi

No Perkara Kasasi Tk.
Kasasi
1 Pidana 2
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

c. Putusan Pengadilan Tk. | yang diKuatkan Banding dan Tidak Dapat Diterima TK Kasasi

No Perkara Kasasi Tk.
Kasasi
1 Pidana 4
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

d. Putusan Pengadilan Tk. | yang dibatalkan Banding dan Dikuatkan TK Kasasi

No Perkara Kasasi Tk.
Kasasi
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

e. Putusan Pengadilan Tk. | yang dibatalkan Banding dan Dibatalkan TK Kasasi

No Perkara Kasasi Tk.
Kasasi

1 Pidana -

2 Perdata -

3 Pidana Khusus -
Jumlah




Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)

a. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

b. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

c. Putusan Pengadilan TK.l yang dikuatkan Tk. Banding dan Tidak Dapat Diterima Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

d. Putusan Pengadilan TK.l yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara

1 Pidana -

2 Perdata -

3 Pidana Khusus -
Jumlah




e. Putusan Pengadilan TK.l yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

f.  Putusan Pengadilan TK.l yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan

Tk. PK
No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

g. Putusan Pengadilan TK.l yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

h. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan

Tk. PK
i

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara

1 Pidana -

2 Perdata -

3 Pidana Khusus -

Jumlah

j. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara

1 Pidana -

2 Perdata -

3 Pidana Khusus -
Jumlah




k. Putusan Pengadilan TK.| yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

I.  Putusan Pengadilan TK.| yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

m. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

n. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

0. Putusan Pengadilan TK.l yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara

1 Pidana -

2 Perdata -

3 Pidana Khusus -
Jumlah




p. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

g. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

r. Putusan Pengadilan TK.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Tidak Dapat Diterima Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

s. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Tidak Dapat Diterima
Tk. PK

No Jenis Perkara Jumlah
Perkara
1 Pidana -
2 Perdata -
3 Pidana Khusus -
Jumlah

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Memiliki Barang Inventaris yang tersebar di 9
Pengadilan, semua barang inventaris telah dimasukan kedalam aplikasi SIMAK BMN dan
diperlakukan sesuai dengan aturan yang ada.



Pengadaan Sarana dan Prasarana

Adapun data yang berkenaan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah Sebagai Berikut:

i Jumlah . L. Proses
No Satker / Uraian Pengadaan . Nilai Pagu Realisasi
Unit Pengadaan
1. Pengadilan Tinggi Bengkulu
1. | Pengadaan Pengolah Data dan| 8 Unit Rp. 74.000.000 Rp. 74.000.000 Pengadaan
Komunikasi langsung
2.Pengadilan Negeri Bengkulu
1. [Pengadaan Pengolah Data dan 14 unit Rp. 150.000.000 Rp. 149.999.300| Pengadaan
Komunikasi langsung
2. |Gedung dan Bangunan lunit | Rp.5.000.000.000 Rp.4.995.338.219 Pemilihan
Langsung
3. Pengadilan Negeri Curup
1. | Pengadaan Pengolah Data dan 9 unit Rp. 68.000.000 Rp. 68.000.000| Pengadaan
Komunikasi langsung
2. | Pengadaan Meubeler 10 unit Rp. 50.000.000 Rp. 49.950.000 Pengadaan
langsung
3. | Renovasi Ruang sidang 100 m2 Rp. 700.000.000 Rp. 678.944.000| Pemilihan
langsung
4. Pengadilan Negeri Manna
1. | Pengadaan Pengolah Data dan 5 unit Rp. 86.000.000 Rp. 85.380.000| Pengadaan
Komunikasi Langsung
2. | Peralatan dan Fasilitas 5 unit Rp. 25.000.000 Rp. 24.530.000 Pengadaan
Perkantoran Langsung
3. | Gedung dan Bangunan 500 M2 | Rp.3.000.000.000 Rp.2.909.011.175| Pemilihan
Langsung
5. Pengadilan Negeri Arga makmur
1. | Pengadaan Pengolah Data dan 10 unit Rp. 86.000.000 Rp. 85.957.300 Pengadaan
Komunikasi langsung
6. PN Bintuhan
1. | Pengadaan Pengolah Data dan 15 unit Rp. 155.000.000 Rp. 155.000.000| Pengadaan
Komunikasi Langsung
2. | Peralatan dan fasilitas 15 unit Rp. 105.000.000 Rp. 104.665.000| Pengadaan
perkantoran Langsung
3. | Pembangunan gedung kantor 72 M2 Rp. 331.000.000 Rp. 331.000.000, Pemilihan
ruang barang bukti Langsung
7. PN Tais
1. | Pengadaan Pengolah Data dan 9 Unit Rp. 66.000.000 Rp. 66.000.000| Pengadaan
Komunikasi Langsung
2. | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas | 35 Unit Rp .175.000.000 Rp. 174.550.000, Pengadaan
Perkantoran Langsung
3. | Penambahan nilai Gedung dan 120 M2 Rp. 100.000.000 Rp.98.842.000, Pengadaan
Bangunan Langsung




8. PN Kepahiang
1. | Pengadaan pengelola data dan 11 unit Rp. 96.000.000 Rp . 95.995.000 Pengadaan
komunikasi Langsung
2. | Pengadaan peralatan perkantoran | 14 unit Rp. 69.700.000 Rp. 69.700.000 Pengadaan
Langsung
9. PN Tubei
1. | Jaringan Listrik 1 unit Rp. 30.000.000 Rp. 29.950.000| Pengadaan
Langsung
2. | Pengadaan Pengelola Data dan 20 Unit Rp. 86.000.000 Rp. 85.900.000.] Pengadaan
Komunikasi Langsung
3. | Pengadaan Meubeler 20 unit Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Pengadaan
Langsung
4. | Pembuatan sumur bor 1 unit Rp. 50.000.000 Rp. 49.800.000| Pengadaan
Langsung

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

alam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN tersebut
mengacu pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/1/2008 tanggal 02
Januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung Rl dan

badan

peradilan

yang berada

dibawahnya tahun anggaran 2013, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan,
specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja
modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan
ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Rp. % Rp. %
1 PT Bengkulu 16.116.416.0000 12.473.388.761| 77.39 23.590.555| 22.6
2 PN Bengkulu 11.435.607.000 10.428.902.095 91.2 1.006.704.905| 8.80
3 PN Curup 4.441.676.000 4.290.188.090, 96.59 151.487.910| 3.41
4 PN Manna 4.521.013.000 3.645.098.185| 86.38 875.914.815 19.3
5 PN Arga 3.851.672.000 3.411.682.811| 99.95 439.989.189 0.5
6 PN Bintuhan 2.533.365.000 2.280.694.000, 90.03 252.670.257| 9.97
7 PN Tais 3.965.918.000 3.218.724.574| 81.16 747.193.426) 18.8
8 PN Kepahiang 3.130.407.000 2.704.160.342| 86.38 426.246.658 13.6
9 PN Tubei 2.541.097.000 2.497.314.381] 99.79 43.782.619 1.72
Jumlah




2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran

Rp. % Rp. %
1 PT Bengkulu 74.000.000 74.000.000 100 - -
2 PN Bengkulu 5.150.000.0000 5.145.337.519 91.2 4.661.781.000 8.80
3 PN Curup 818.000.000 811.049.000f 99.15 6.951.0000 0.84
4 PN Manna 3.111.000.000f 3.018.921.175] 99.82 92,078.825] 19.3
5 PN Arga 86.000.000 85.957.300f 99.95 42.700 0.05
6 PN Bintuhan 591.000.000 591.000.000 100 0 0
7 PN Tais 741.000.000 738.868.0000 99.71 2.132.0000 0.28
8 PN Kepahiang 156.000.000 166.000.0000 99.82 305.0000 0.18
9 PN Tubei 2.541.097.000 215.550.000f 99.79 450.000 0.20

Jumlah
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Rp. % Rp. %
1 PT Bengkulu 208.500.000f 208.497.725| 99.99 2.275 0.01
2 PN Bengkulu 187.119.000, 184.998.468 98.27 2.120.532| 1.13
3 PN Curup 91.575.000 86.434.5000 94.39 5.140.4000 5.81
4 PN Manna 57.500.000 51.148.530 89 6.351.470 11
5 PN Arga makmur 104.600.000 99.493.700 95,118 5.106.3000 4.88
6 PN Bintuhan 68.000.000 54.560.000 80. 13.440.000 20
7 PN Tais 65.350.000 59.355.5000 90,82 3.994.5000 9.18
8 PN Kepahiang 68.000.000 66.011.100f 97.08 1.988.900 2.92
9 PN Tubei 52.200.000 44.828.800, 85.88 7.371.2000 14.12
Jumlah

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

eknologi Informasi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan
Adminitrasi di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Adapun beberapa sistem
administrasi yang yang memerlukan dukungan Teknologi informasi yang telah
diterapkan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
antara lain :
1. Perangkat Keras
Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah
dilakukan pengadaan perangkat keras berupa Server untuk mendukung pelaksanaan

administrasi perkara.



2.

Perangkat Lunak

Untuk mendukung administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan Pengadilan tinggi
Bengkulu dan Pengadilan dibawahnya telah menerapkan :

1.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Semua pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menerapkan
SIPP dalam pelaksanaan administrasi perkara yang pada saat ini telah menggunakan sipp
ver 3.1.2

Direktori Putusan untuk saat ini baru digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu
dan Pengadilan Negeri Bengkulu, sementara Pengadilan negeri lainnya belum
menggunakan aplikasi ini.

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

Satker di wilayah pengadilan tinggi bengkulu telah menggunakan aplikasi komdanas
SAPKA, SIMPEG yang digunakan bagian kepegawaian dalam proses peremajaan data
telah diterapkan pada semua Penggadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
SIMAK. dalam pengelolaan aset negara semua Satker diwilayah hukum pengadilan
Tinggi Bengkulu telah menggunakan aplikasi Simak

Bagian Keuangan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu juga telah menggunakan
aplikasi SAKPA, SPM, Dan MONEV

F. REGULASI TAHUN 2016

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area :

1. Manajemen Perubahan
Dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dibuat kontrak kinerja untuk
meningkatkan komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam melakukan reformasi
birokrasi, Kontrak Kinerja dilakukan antara :

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi;

Hakim Tinggi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;

Panitera dengan Ketua Pengadilan Tinggi;

Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tinggi;

Wakil Panitera dengan Panitera

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian dengan Sekretaris

Kabag umum dan Keuangan dengan Sekretaris

Penitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Wakil Panitera;

Kepala Sub Bagian Rencana Progran dan Anggaran, Kasubbag Kepegawaian dan
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Teknologi Informasi dengan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian;

10. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
dengan Kabag Umum dan Keuangan;

11. Panitera Pengganti dengan Panitera;

12. Staf Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana,
Perdata dan Hukum;

13. Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepegawaian dan Teknologi
Informasi, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan dengan



Kasubbag Rencana Program dan Anggaran, Kepegawaian dan Teknologi
Informasi, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan;

14. Hakim Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu dengan Hakim Tinggi Pengawas
Daerah;

Perundang-Undangan

Pengadilan tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewliayah Hukum Pengadilan

Tinggi Bengkulu tahun 2016 telah melaksanakan peraturan-peraturan dari

Mahkamah agung diantaranya yaitu :

1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 | Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2. Perma 7 Tahun 2015 | Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

3. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan Penguatan Organisasi berikutnya adalah dengan dipisahkannya jabatan
Panitera dan Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada Bulan September 2015, maka
dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Peradilan Umum. Adapun
SK diatas menimbulkan beberapa nama jabatan baru.

Penataan Tata Laksana

Begitu pentingnya keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh
informasi khususnya dalam Sistem Informasi Perkara di Pengadilan, Ketua Mahkamah
Agung Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH., telah menegaskan bahwa semua pengadilan
negeri telah menerapkan SIPP/CTS pada akhir 2013 ini. Hal ini juga ditegaskan
kembali dalam RAPIM dalam pertemuan dengan seluruh KPT tanggal 17 Desember
2012 di Denpasar bahwa sebelum matahari terbit di 2014, seluruh pengadilan tingkat
pertama pada peradilan umum sudah harus menerapkan SIPP/CTS, sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK
KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan dan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah Bengkulu sesuai
dengan perintah dari Ketua mahkamah Agung Rl telah menerapkan SIPP/CTS dalam
hal keterbukaan informasi publik.

Penataan Sistem Manjemen SDM

Untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Penerapan SE
Dirjen Badilum Nomor 2 DJU/KP.02.16204 tentang penegakan disiplin dilingkungan



peradilan umum dengan diberlakukannya apel di senin pagi dan jumat sore.

Penguatan Akuntabilitas

Pemberlakuan Fit dan Propertest untuk peningkatan karier bagi Hakim , karyawan
dan karyawati sudah diberlakukan yaitu pada saat pengusulan menjadi Hakim
Tinggi dan usulan untuk tenaga Fungsional.

Penguatan Pengawasan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-
U/49/Kp.04.06/11/2016 tanggal 11 November 2016 telah dibentuk Hakim Tinggi
Pengawas Daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya
Peradilan, kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negera dan efektifitas keuangan
negara di tingkat Pengadilan Negeri untuk menjaga agar dilaksanakan dengan seksama
dan sewajarnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu Telah melaksanakan pengawasan reguler mencakup .
objek pengawasan meliputi, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri
Curup, Pengadilan Negeri Manna, Pengadilan Negeri Arga Makmur, Pengadilan
Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Kepahiang dan
Pengadilan Negeri Tubei. Pelaksanaan Pengawasan reguler ini dilakukan 2 kali
dalam setahun dimana pada pengawasan yang kedua dilihat progres kemajuan dari
hasil pengawasan yang pertama.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Selain itu saat ini Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung
Rl juga menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk kecuali dalam
beberapa hal dimana Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl dapat mengambil
alih apabila:
1. Terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum
di pengadilan tingkat banding yang lain
Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian masyarakat
3. Penanganan pengaduan vyang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding
berlarut-larut.

Pembaruan sistem penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak
dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas,
mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa
paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan,
penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan
perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.



BAB IV
PENGAWASAN

A. Internal

engadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pengawasan internal sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, yaitu berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan
amandemen dari lampiran ke IV SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Surat Keputusan tersebut di atas pada prinsipnya merupakan realisasi dari Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Rl No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi
Pengadilan yang diantaranya  telah menetapkan bahwa Informasi mekanisme
penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai
adalah merupakan jenis informasi yang harus diumumkan. Keberadaan SK KMA No.
076/KMA/SK/V1/2009 juga merupakan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat
Banding dan Mahkamah Agung dalam penanganan pengaduan, dengan harapan penanganan
pengaduan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat
Banding, bersinergi dengan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung.

Pengawasan ke Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-U/49/Kp.04.06/X1/2016
tanggal 11 November 2016 telah dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga
Peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

Adapun Hakim Pengawas Daerah sebagai berikut :



NO NAMA JABATAN DAERAH PENGAWASAN
1. | H.Wahjono.SH.M.HUM Ketua PT Bengkulu Koordinator Pengawas
2. | Kusnawi Muklis, SH Hakim Tinggi PN Bengkulu

Sophar Sitorus, SH Hakim Ad Hoc

Sudirman Sitefu, SH Hakim Ad Hoc
3. | Ratna Mintarsih SH.MH Hakim Tinggi PN Tais
4. | Nursiah Sianipar.SH Hakim Tinggi PN Curup
5. | M.Jalili Sairin SH.MH Hakim Tinggi PN Manna
6. | A.Dachrowi.SA.SH.MH Hakim Tinggi PN Arga Makmur
7. | Iman Gulton.SH.MH Hakim Tinggi PN Kepahyang
8. | Kusnawi Muklis. SH Hakim Tinggi PN Bintuhan
9. Didiek Riyono Putro.SH.M.Hum Hakim Tinggi PN Tubei

Pengawasan Reguler.

elama tahun 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan pengawasan rutin ke

daerah- daerah / Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh Hakim pengawas daerah

beserta Tim guna memantau pelaksanaan peradilan di pengadilan negeri setiap
pengawasan menghasilkan laporan hasil pengawasan vyang disampaikan kepada Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku koordinator Pengawasan

Pengawasan Melekat

1. Pengertian:
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali

yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara

preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
2. Maksud Pengawasan :

a. Memperoleh informasi, apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah administrasi dan ketidak efisienan
penyelenggaraan peradilan;

¢. Menilai kinerja aparat Pengadilan;

3. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai
bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan
tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat
pengdilan dan kinerja pelayanan publik.



4. Ruang lingkup Pengawasan :

a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi,
administrasi dan financial pengadilan ;

b. Sasaran

Pengawasan :

- Aparat Pengadilan Tinggi
- Aparat Pengadilan Negeri
5. Bentuk Pengawasan :
a. Pengawasan Langsung : dengan cara pemeriksaan reguler, dan pemeriksaan
khusus.
b. Pengawasan Tidak Langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis,
laporan lisan, dan pemberitaan media massa.
6. Pelaksanaan Pengwasan di Lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-
Wilayah Bengkulu :
a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi
persidangan dan administrasi perkara.
b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi
Kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
c. Pengawasan terhadap perilaku Aparat Pengadilan.
Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan
dan kualitas pelayan publik.

Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi
I Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan tinggi terhadap :
1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi :
a.Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan jajaran Pengadilan Tinggi
Bengkulu dan pengadilan se-Kota Bengkulu;
b.Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
c.Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku
dan pelaksanaan tugas Hakim-Hakim, Kepaniteraan dan Pegawai Pengadilan
Tinggi Bengkulu dan Pengadilan se-Kota Bengkulu;
2. Hakim Tinggi, Hakim Tinggi AD-HOC, dan Hakim Tinggi Pengawas :
a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana :
- Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan;
- Penyelesaian/minutasi perkara;
- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat;
b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata :
- Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 ;
- Penyelesaian perkara sesuai SOP;
C. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan
perkara dari Panitera Muda Perdata;



3. Panitera
a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum;
4. Sekretaris
Memantau  pelaksanaan Program  Kerja, Pelaksanaan  dan  Laporan
Pertanggung Jawaban DIPA;

5. Pengadilan Negeri se-Wilayah Bengkulu.

a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana :
- Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan ;
- Penyelesaian/minutasi perkara;
- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat;

b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata :
- Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992;
- Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP;

¢. Memantau kegiatan Hakim;

d. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan S.0.P ;

Il. Pengawasan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi :

a. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris dan
Jajarannya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu serta Hakim, Panitera/Sekretaris beserta
jajarannya pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Penagdilan Tinggi Bengkulu;

b. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana
dan perkara perdata;

¢. Memantau tingkah laku Aparat Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri
se- Wilayah Hukum Penagdilan Tinggi Bengkulu;

d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi dan memantau
pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu
berdasarkan SK KMA No.
076/KMA/SK/V1/2009 tanggal 04 Juni 2009;

e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum;

lll. Pengawasan oleh Wakil Ketua terhadap :

1. Panitera
a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;
b. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara;
c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala;
d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, dan

Panitera Pengganti;
e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan
perkara setiap bulannya;



2. Sekretaris

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP;
b. Memantau pelaksanaan DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri
se- Kota Bengkulu;
c. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai Kuasa pengguna Anggaran
d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian;
e. Memantau pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan keamanan kantor;
IV. Pengawasan oleh Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum,

dan Panitera Pengganti :

Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di Kepaniteraan sesuai dengan
pola BINDALMIN dan SOP;

Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana,
PaniteraMuda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf;

Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda;

Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Panitera Muda;
Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;

V. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan
dan Kepegawaian

1.

6.

Pelaksanaan tugas-tugas di Kesekretariatan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan
SOP;

Memantau pelaksanaan  pengawasan dan pembinaan oleh
Ka.Sub.Bag. Umum, Ka.Sub.Bag. Keuangan dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian terhadap
kinerja staf;

Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah
Agung Rl dan instansi terkait;

Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya;

Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kepala Sub.
Bagian;

Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor;

VI. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf :

1. Panitera Muda Pidana :

- 0 a0

Pelaksanaan registrasi perkara;

Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan
penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan, dan pembantaran
penahanan;

Pembuatan konsep-konsep penetapan dan pengirimann penetapan;

Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis;
Pelaksanaanpemberkasan perkara;

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan negeri;



g. Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan;
h. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana;
i. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

2. Panitera Muda Perdata :

Pelaksanaan registrasi perkara;

Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis;
Pelaksanaan pemberkasan perkara;

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri;

Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan;

Pelaksanaan administrasi keuangan perkara;

Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima;
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Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata;

Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

3. Panitera Muda Hukum

Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata;
Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Mahkamah Agung RI;
Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata;

Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara;
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Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

VII. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap Staf:

1. Sub Bagian Tata Usaha dabn Rumah Tangga:

Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
Pencatatan barang persediaan;

Pencatatan permintaan barang persediaan;

Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);

Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar;
Pengiriman surat-surat keluar;
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Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri;

Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan;

j. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;

k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;

I.  Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor, dan
petugas piket harian;

m. Pembuatan konsep-konsep laporan;

n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;



2. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi :

Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk;

Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian;

Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi,
cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana,
pendidikan/pelatihan/bimbingan  teknis, hukuman disiplin, pembuatan
konsep- konsep surat keputusan, surat tugas, dan lain-lain;

Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai;
Pelaksanaan penerimaan Calon Hakim dan Calon PNS;

Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan,
dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabakti Hakim Tinggi dan Ketua
Pengadilan Negeri;

Pembuatan konsep-konsep laporan;

Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan :
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Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL;
Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran;

Pelaksanaan penyetoran pajak;

Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran;
Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

4. Sub Bag Rencana Program dan Anggaran :

a.

®m 0 oo T

Pelaksanaan menyusun Rencana Angaran /RKAKL
Pelaksanaan Revisi Dipa

Pelaksanaan Laporan Tahunan

Pelaksanaan Laporan LKJIP

Penyusunan Laporan Renstra

Penyusunan lap IKU

Penyusunan Lap Perjanjian Kinerja

B. Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak

kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara :
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Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi;
Hakim Tinggi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;

Penitera dengan Ketua Pengadilan Tinggi;
Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tinggi

Penitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera;



Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan Sekretaris;
Panitera Pengganti dengan Panitera

8. Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, Perdata
dan Hukum;

9. Staff Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagian
Umum, Keuangan, dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bag Rencana Program dan
Anggaran

10. Hakim Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu dengan Hakim Tinggi Pengawas Daerah;

C. Sanksi

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa:

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara, pembagian perkara untuk bulan
berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap SKP

2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi
dikurangi pembagian perkaranya berpengaruh terhadap SKP serta dapat diusulkan
untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti;

3. Pegawai/staff yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh
atasan langsungnya berpengaruh terhadap SKP serta dapat diusulkan penundaan
kenaikan gaji berkals, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian tunjangan
remunerasi;

4. Hukuman disiplin lainnya sesuai sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah agung RI
Nomor 215/KMA/SK/X11/2007 tanggal 19 desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
071/KMA/SK/V/2008 tanggall4 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakaan Disiplin Kerja
Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri
pada Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan vyang berda di  bawahnya,
sebagaimana  diubah  dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
069/KMA/SK/V/2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Evaluasi

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim
Pengawas daerah pada Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu baik
dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta
evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas
pelayanan public dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan
dengan susunan dan format yang sistematis, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, hakim
pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau pejabat
yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada



tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja baru dengan cermat dan tepat serta
kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sehingga tidak
muncul lagi pada pelaksanaan tugas di masa mendatang.



BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari Laporan Tahunan 2016 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa

hal yang berkaitan dengan kinerja kami diantaranya ialah :

a.

Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan
terhadap masyarakat dan penglolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai
dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan
kondisi yang ada pada Wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu walaupun dalam realisasinya
belum optimal.

Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan
telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Bengkulu.

Manajemen dan pengelolaan perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
pada tahun 2016 ini banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di tahun 2017
nanti mengingat kami mengalami peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses
hingga tutup tahun 2016.

Pengawasan Internal pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dijalankan
dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.
Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
pada tahun 2016 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan
mengikutsertakan para Hakim, Pejabat Struktural maupun karyawan untuk mengikuti
berbagai macam Diklat dan seminar baik yang dilaksanakan sendiri, mahkamah agung
maupun oleh instansi lain.

Pengelolaan Aset pada pada wilayah hukum pengadilan Tinggi Bengkulu telah telah
dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.
Pengelolaan Keuangan diwilayahh Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dijalankan
dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi kami
kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran.

Pengeloalan administrasi perkara dan administrasi umum Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Bengkulu telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan standard operating procedure (SOP).

B. Rekomendasi

Masih banyak kekurangan Sumber Daya Manusia yang penempatannya belum
disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing satker.

Agar Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS maka perlu adanya
penekanan dari atas terhadap pelaksanaan atau implementasi CTS Tersebut.

Perlu adanya Reward dan Punishmen terhadap ketaatan dan ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan.





